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DAFTARINVENTARISASIMASALAH(DIM)
RUUTENTANGCIPTAKERJA

BATANGTUBUH
PASAL22–PASAL23

DEWANPERWAKILANRAKYATREPUBLIKINDONESIA

NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

879. Paragraf3
PersetujuanLingkungan

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH

Izin lingkungan
berfungsi untuk
mengendalikan
perbuatan kongkrit
individu dan/atau
pelaku usaha agar
tidakmerusakatau
mencemarkan
lingkungan. Fungsi
utama izin
lingkungan adalah
bersifat preventif
dan bersifat
represif.Izin usaha
tidak dapat
diterbitkanjikatidak
dilengkapi dengan
izin lingkungan
terlebihdahulu.

Terminologi
persetujuan
lingkungan
bertentangansecara
filosofis dan
substansialdengan
maksud darirezim
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

perizinanlingkungan
hidup.

Karena itukataizin
tidak perlu diganti
denganpersetujuan,
tetapisubstansinya
bisa memuat
persyaratan yang
dipermudah
sepanjang tidak
keluardarimaksud
atautujuanmenjaga
lingkunganhidup.

Kata “persetujuan”
diganti dengan
“izin”.

Paragraf3
IzinLingkungan

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN Diubah

Kata “Persetujuan”
diubahmenjadikata
“Izin.”

Izin merupakan bagian
darihubungan hukum
antara pemerintah
secara administrasi
dengan warga
masyarakat dalam
rangka menjaga
keseimbangan dan
kepentingan
masyarakat dengan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

lingkungannya.Halini
jugamerupakan upaya
mewujudkan kepastian
hukum bagi anggota
masyarakat yang
berkepentingan.

Dalam konteks hukum
lingkungan, Izin
lingkungan merupakan
izin yang diberikan
kepada setiap orang
yangmelakukanusaha
dan/ataukegiatanyang
wajibamdalatauUKL-
UPL dalam rangka
perlindungan dan
pengelolaanlingkungan
hidupsebagaiprasyarat
untukmemperolehizin
usaha dan/atau
kegiatan.

PPP

880. Pasal22
Dalam rangkamemberikankemudahan
bagipelakuusahadalam memperoleh
persetujuan lingkungan, Undang-
Undang ini mengubah, menghapus,
atau menetapkan pengaturan baru
beberapa ketentuan terkaitPerizinan
Berusaha yang diaturdalam Undang-
UndangNomor32Tahun2009tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Pasal22
… atau menetapkan
pengaturan baru
beberapa ketentuan
terkait Perizinan
Berusahayangdiatur
dalam Undang-
Undang Nomor 32
Tahun2009…

Frasa “Perizinan

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS DIUBAH

Dalam rangka
memberikan
kepastian hukum

 Terminology
“Kemudahan bagi
pelaku usaha”
tidaklahtepat.
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RepublikIndonesiaTahun2009Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesiaNomor5059).

Berusaha” perlu
diubahkarenaAMDAL
tidak hanya terkait
kegiatan usaha
namun melibatkan
juga kegiatan yang
dilakukanpemerintah.

Usulan:
Dalam rangka
memberikan
kemudahan bagi
pelaku usaha dalam
memperoleh
persetujuan
lingkungan, Undang-
Undanginimengubah,
menghapus, atau
menetapkan
pengaturan baru
beberapa ketentuan
terkait Perizinan
Berusaha dan/atau
kegiatan
yang diatur dalam
Undang-Undang
Nomor32Tahun2009
tentang Perlindungan
dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor5059).

bagipelaku usaha
dan pemerintah
terkait perizinan,
Undang-Undang ini
mengubah,
menghapus, atau
menetapkan
pengaturan baru
beberapa ketentuan
terkait Perizinan
yang diatur dalam
Undang-Undang
Nomor 32 Tahun
2009 tentang
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun2009 Nomor
140, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor5059).

 Hakikat
pembangunan
hukum adalahuntuk
menciptakan
keadilan, kepastian
hukum,
kemaslahatan dan
kebenaran.

 Istilah kemudahan
tidak tepat dan
mengarah pada
sikapeksploitatif.

 Hak lingkungan
hidupuntukdikelola
secaraberkelanjutan
dijaminolehUndang
-undangDasar1945
Pasal 33 ayat 2,
yaitu pembangunan
ekonomi
berkelanjutan.

 Sehinggatidakboleh
pembangunan
ekonomi
mengabaikan
kepentingan
lingkungan dan
social.

PAN TETAP Perizinan Berusaha
memerlukan
penyederhanaan yang
menarikbagiinvestasi,
namun demikian harus
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tetap diperhatikan
persoalan lingkungan
hidupkarenainisangat
krusialbagikehidupan
bermasyarakat
berbangsa dan
bernegara, serta
berkaitan dengan
keberlangsungan
kelestarian alam dan
lingkunganhidup.
Perizinan adalah kata
yang lebih tepat
digunakan karena
perizinan merupakan
persetujuan atas
sesuatu yang dilarang
yang sesuai dengan
aturan perundangan
yang berlaku,
sedangkan persetujuan
sangatberpotensitidak
merujuk pada aturan
perundangan

PPP TETAP

881. Pasal23
Beberapa ketentuan dalam Undang-
UndangNomor32Tahun2009tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
RepublikIndonesiaTahun2009Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059)
diubah:

Dilakukan penataan
ulang kewenangan
dengan polisi
berperan sebagai
penegak hukum
utama/teratas bagi
pidana lingkungan
hidup. Polisi akan
bertindak apabila
PPLHdanPPNStidak
mampu
menanganinya.
Catatan:

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP TETAP
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 Dengan kondisi
seperti sekarang
sebelum adanya
penataan peran
penegak hukum
lingkungan,PPLH
dan PPNS
terutama di
daerahsulituntuk
berkembang

 Dalam rangka
pendelegasian
wewenang
persetujuan
lingkungan,
Pemerintah
Daerah harus
mengalokasikan
anggaran dan
SDM dalam
penegakkan
hukum
lingkungan.

Catatan:
TidakadaPasalyang
mengurangi
kewenangan Penyidik
Polri,perubahanPasal
hanyapadaketentuan
sanksi yang lebih
mengedepankan
sanksi denda
daripada sanksi
kurungan/penjara.
Benartidak terdapat
aturan hukum yang
mengurangi
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kewenangan Penyidik
Polri.AkantetapiRUU
Cipta Kerja hanya
mengedepankan
sanksi denda, dan
perlu ditegaskan
bahwa sanksidenda
dalam RUU Cipta
Kerjatersebutadalah
sebagai bagian dari
jenis sanksi
administratif, bukan
sanksidendasebagai
bentuk penerapan
sanksi pidana yang
penjatuhan/pengenaa
nnya adalah melalui
mekanisme sistem
peradilan pidana
(SPP).

Agar ketentuan-
ketentuan yang
terkandung dalam
RUUCiptaKerjayang
terkait dengan
pemberian
kewenangan
penegakan hukum
kepada Pejabat
Penyidik Pegawai
Negeri Sipil
seharusnya tetap
mengacu kepada
pasal30ayat4UUD
NRI1945,pasal6UU
nomor 8 / 1981
tentang KUHAP dan
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UU nomor2 /2002
tentang Kepolisian
Negara Republik
Indonesia.
Menurut sistem
hukum pidana yang
berlaku diIndonesia
penerapan sanksi
pidana adalah
ultimum remedium
(penerapan sanksi
pidanaadalahlangkah
terakhir) sehingga
pemberian
kewenangan
penegakan hukum
kepada Pejabat
Penyidik Pegawai
Negeri Sipil
bertentangan dengan
kaidah hukum yang
diaturdalam KUHAP.
Disamping itu,
pemberian
kewenangan
penegakan hukum
kepada Pejabat
Penyidik Pegawai
Negeri Sipil seperti
yang tercantum
didalam rancangan
RUUCiptaKerjatidak
memiliki relevansi
langsung terhadap
penciptaan lapangan
kerjadanpeningkatan
investasi.

882. 1.KetentuanPasal1angka11,angka TETAP PDI-P TETAP
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12,angka35diubahsehinggaPasal
1berbunyisebagaiberikut:

PG 1.Ketentuan Pasal
1 angka 11,
angka12,angka
35, angka 37
diubah sehingga
Pasal1berbunyi
sebagaiberikut:

Angka 37 dirubah
sebagai penyelarasan
pengertian Frasa
Pemerintah Pusat
denganpasal-pasallain
dalam RUUini.

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS

PAN TETAP

PPP Tetap

883. Pasal1
Dalam Undang-Undang ini yang
dimaksuddengan:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS

PAN TETAP

PPP Tetap

884. 1.Lingkungan hidup
adalah kesatuan ruang
dengan semua benda,
daya, keadaan, dan
makhluk hidup,
termasuk manusia dan
perilakunya, yang
mempengaruhialam itu
sendiri, kelangsungan
perikehidupan, dan
kesejahteraan manusia
serta makhluk hidup
lain.

1.Lingkunganhidupadalahkesatuan
ruangdengansemuabenda,daya,
keadaan, dan makhluk hidup,
termasukmanusiadanperilakunya,
yang mempengaruhi alam itu
sendiri, kelangsungan
perikehidupan,dan kesejahteraan
manusiasertamakhlukhiduplain.

TETAP PDI-P TETAP

PG Frasaperikehidupan
menjadi peri
kehidupan,

1.Lingkungan
hidup adalah
kesatuan ruang
dengan semua
benda, daya,
keadaan, dan
makhluk hidup,
termasuk
manusia dan

Berdasarkan penulisan
diKBBI.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

perilakunya,yang
mempengaruhi
alam itu sendiri,
kelangsungan
peri kehidupan,
dan
kesejahteraan
manusia serta
makhluk hidup
lain.

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM Mmeminta
Penjelasan
Pemerintah tentang
Perikehidupan

Mmeminta keterangan
kepada Pemerintah
terkait frasa
“Perikehidupan”. Apa
maksud memasukan
kata tersebut dan
maknanya?

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

885. 2.Perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup adalah upaya
sistematis dan terpadu
yang dilakukan untuk
melestarikan fungsi
lingkungan hidup dan
mencegah terjadinya
pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan
hidup yang meliputi
perencanaan,

2.Perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup adalah upaya
sistematis dan terpadu yang
dilakukanuntukmelestarikanfungsi
lingkungan hidup dan mencegah
terjadinya pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang
meliputi perencanaan,
pemanfaatan, pengendalian,
pemeliharaan, pengawasan, dan
penegakanhukum.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP
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pemanfaatan,
pengendalian,
pemeliharaan,
pengawasan, dan
penegakanhukum.

886. 3.Pembangunan
berkelanjutan adalah
upaya sadar dan
terencana yang
memadukan aspek
lingkunganhidup,sosial,
danekonomikedalam
strategi pembangunan
untuk menjamin
keutuhan lingkungan
hidup serta
keselamatan,
kemampuan,
kesejahteraan,danmutu
hidup generasi masa
kinidangenerasimasa
depan.

3.Pembangunanberkelanjutanadalah
upaya sadardan terencana yang
memadukan aspek lingkungan
hidup,sosial,danekonomikedalam
strategi pembangunan untuk
menjamin keutuhan lingkungan
hidup serta keselamatan,
kemampuan, kesejahteraan, dan
mutuhidupgenerasimasakinidan
generasimasadepan.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA

P.NASDEM Perbaikan rumusan
dengan
menambakan kata
“Budaya”.

Pembangunan
berkelanjutan adalah
upaya sadar dan
terencana yang
memadukan aspek
lingkungan hidup,
sosial,ekonomi dan
budaya ke dalam
strategi pembangunan
untuk menjamin
keutuhan lingkungan
hidup serta
keselamatan,
kemampuan,
kesejahteraan, dan
mutu hidup generasi
masakinidangenerasi
masadepan

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

887. 4.Rencana perlindungan
dan pengelolaan
lingkungan hidup yang
selanjutnya disingkat
RPPLH adalah

4.Rencana perlindungan dan
pengelolaanlingkunganhidupyang
selanjutnyadisingkatRPPLHadalah
perencanaantertulisyangmemuat
potensi,masalahlingkunganhidup,

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP
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perencanaan tertulis
yang memuat potensi,
masalah lingkungan
hidup, serta upaya
perlindungan dan
pengelolaannya dalam
kurunwaktutertentu.

serta upaya perlindungan dan
pengelolaannyadalam kurunwaktu
tertentu.

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

888. 5.Ekosistem adalah
tatanan unsur
lingkungan hidup yang
merupakan kesatuan
utuh-menyeluruh dan
saling mempengaruhi
dalam membentuk
keseimbangan,
stabilitas, dan
produktivitaslingkungan
hidup.

5.Ekosistem adalah tatanan unsur
lingkunganhidupyang merupakan
kesatuan utuh-menyeluruh dan
saling mempengaruhi dalam
membentuk keseimbangan,
stabilitas, dan produktivitas
lingkunganhidup.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

889. 6.Pelestarian fungsi
lingkunganhidupadalah
rangkaian upaya untuk
memelihara
kelangsungan daya
dukung dan daya
tampung lingkungan
hidup.

6.Pelestarianfungsilingkunganhidup
adalah rangkaian upaya untuk
memelihara kelangsungan daya
dukung dan daya tampung
lingkunganhidup.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

890. 7.Dayadukunglingkungan
hidup adalah
kemampuanlingkungan
hidupuntukmendukung
perikehidupan manusia,
makhlukhiduplain,dan
keseimbangan
antarkeduanya.

7.Daya dukung lingkungan hidup
adalah kemampuan lingkungan
hidup untuk mendukung
perikehidupan manusia, makhluk
hidup lain, dan keseimbangan
antarkeduanya.

TETAP PDI-P TETAP

PG Frasaperikehidupan
menjadi peri
kehidupan,

7.Daya dukung
lingkunganhidup
adalah

BerdasarkanKBBI.
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kemampuan
lingkunganhidup
untuk
mendukung peri
kehidupan
manusia,
makhluk hidup
lain, dan
keseimbangan
antarkeduanya

P.GERINDRA

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

891. 8.Daya tampung
lingkunganhidupadalah
kemampuanlingkungan
hidup untuk menyerap
zat, energi, dan/atau
komponen lain yang
masukataudimasukkan
kedalamnya,

8.Daya tampung lingkungan hidup
adalah kemampuan lingkungan
hidup untukmenyerapzat,energi,
dan/atau komponen lain yang
masuk atau dimasukkan ke
dalamnya,

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

892. 9.Sumber daya alam
adalahunsurlingkungan
hidup yang terdiriatas
sumberdayahayatidan
nonhayatiyang secara
keseluruhan
membentuk kesatuan
ekosistem.

9.Sumberdaya alam adalah unsur
lingkunganhidupyangterdiriatas
sumberdayahayatidannonhayati
yang secara keseluruhan
membentukkesatuanekosistem.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

893. 10.Kajianlingkunganhidup
strategis yang

10.Kajian lingkungan hidup strategis
yang selanjutnya disingkat KLHS

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP
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selanjutnya disingkat
KLHS adalahrangkaian
analisisyangsistematis,
menyeluruh, dan
partisipatif untuk
memastikan bahwa
prinsip pembangunan
berkelanjutan telah
menjadi dasar dan
terintegrasi dalam
pembangunan suatu
wilayah dan/atau
kebijakan, rencana,
dan/atauprogram.

adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh, dan
partisipatif untuk memastikan
bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadidasar
dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah
dan/atau kebijakan, rencana,
dan/atauprogram.

P.GERINDRA

P.NASDEM Mengusulkan
penambahan frasa
“yang dirangkum
dalam Dokumen
Kajian Lingkungan
HidupStrategis”

Kajianlingkunganhidup
strategis yang
selanjutnya disingkat
KLHSadalahrangkaian
analisis yang
sistematis,menyeluruh,
dan partisipatif untuk
memastikan bahwa
prinsip pembangunan
berkelanjutan telah
menjadi dasar dan
terintegrasi dalam
pembangunan suatu
wilayah dan/atau
kebijakan, rencana,
dan/atauprogram yang
dirangkum dalam
Dokumen Kajian
Lingkungan Hidup
Strategis

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

894. 11.Analisis mengenai
dampak lingkungan
hidup,yangselanjutnya
disebut Amdal,adalah
kajian mengenai
dampak penting suatu
usaha dan/atau
kegiatan yang
direncanakan pada
lingkungan hidup yang
diperlukan bagiproses

11.Analisis mengenai dampak
lingkunganhidupyangselanjutnya
disebut Amdal adalah Kajian
mengenaidampak penting pada
lingkunganhidupdarisuatuusaha
dan/atau kegiatan yang
direncanakan untuk digunakan
sebagaipertimbanganpengambilan
keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan.

AlasanPerubahan
Menegaskan amdal
termuat dalam
Perizinan Berusaha,
serta amdalmenjadi
dasar pertimbangan
keputusan tentang
penyelenggaraan
usaha dan/atau
kegiatan.

PDI-P Diksi
“pertimbangan”
dalam definisi
Amdal, tidak
berkonsekuensi
penting adanya
Amdal dalam
kegiatanusaha.

Diusulkan untuk
digantidefinisinya
menjadi: “Amdal

Rapat dimulai
pukul14.15

Disetujui Panja
Pukul16.04

Disesuaikan
dengan rumusan
FPDIP,FPG,dan
FPNasdem.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

pengambilankeputusan
tentang
penyelenggaraan usaha
dan/ataukegiatan.

Penegasan
keterkaitan antara
amdaldan Perizinan
Berusahainisemakin
menguatkan bahwa
konsep Perizinan
Berusaha tetap
menjamin
pengelolaan
lingkunganhidup.

PotensiImplikasi
Diperlukan
pemahaman publik
baik pusat maupun
daerah mengenai
pelaksaaan perizinan
lingkungan, dimana
RUU tidak
menghapuskanamdal
maupun UKL-UPL,
serta tidak
menghilangkanesensi
kewajiban untuk
melakukan
pengelolaan dan
pemantauan dampak
lingkungan yang
diakibatkan dari
adanyasuaturencana
usaha dan/atau
kegiatan.

adalah Kajian
mengenaidampak
penting pada
lingkungan hidup
darisuatu usaha
dan/atau kegiatan
yangdirencanakan
sebagaiprasyarat
atau dasardalam
pengambilan
keputusantentang
penyelengaraan
usaha dan/atau
kegiatan”

PG Merubahredaksi:
11.Analisis

mengenai
dampak
lingkunganhidup
yang selanjutnya
disebut Amdal
adalah Kajian
mengenai
dampak penting
pada lingkungan
hidup darisuatu
usaha dan/atau
kegiatan yang
direncanakan
untuk diperlukan
sebagai
parsyarat
pengambilan
keputusan
tentang
penyelenggaraan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

usaha dan/atau
kegiatan.

P.GERINDRA PENDALAMAN

1.Kedudukan
AMDAL adalah
instrument yang
menilai dan
memutuskan
dampak yang
ditimbulkan
akibat usaha
atau kegiatan
dan menilai
apakah upaya
rencana
pengelolaan
lingkunganhidup
(RKL), rencana
pemantauan
lingkunganhidup
(RPL) yang
menentukan
usaha tersebut
dapatmengatasi
dampak yang
mungkin
ditimbulkannya
terhadap
lingkungan.

2.Dengan
demikian
AMDAL-lahsatu-
satunya yang
menentukandan
memutuskan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

satu kegiatan
memperolehizin
atau tidak.
Bukan menjadi
dasar untuk
pengambilan
keputusan
penyelenggaraa
n usaha atau
kegiatan.

3.Kedudukan
AMDAL sebagai
pertimbangan
pengambilan
keputusan
tentang
penyelenggaraa
n usaha atau
kegiatan
mengindikasikan
seolah-olah
tanpa terlebih
dahulu ada
AMDALkegiatan
usaha dapat
berjalansembari
AMDALnya
disusun.

Kesimpulan:
DIUBAH
Kembali ke teks
lama(UUexisting).

P.NASDEM 11. Analisis
mengenai
dampak

Mengusulkan rumusan
baru,yaitu:
a.Menegaskan amdal
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

lingkungan
hidup yang
selanjutnya
disebut Amdal
adalah Kajian
mengenai
dampak penting
padalingkungan
hidupdarisuatu
usaha dan/atau
kegiatan yang
direncanakan
untukdigunakan
sebagai
pertimbangan
pengambilan
keputusan
tentang
penyelenggaraa
n usaha
dan/atau
kegiatan serta
termuat dalam
Perizinan
Berusaha atau
persetujuan dari
Pemerintah
Pusat.

menjadi dasar
pertimbangan
keputusan tentang
penyelenggaraan
usaha dan/atau
kegiatan serta
termuat dalam
Perizinan Berusaha
untuk memastikan
kewajiban
pengelolaan dan
pemantauan
lingkungan
dilaksanakan oleh
pemrakarsa atau
pelaku usaha pada
saat implementasi
project atau
kegiatan.

b.Dalam haliniAmdal
dikembalikan
kedudukan/posisiny
a seperti pada
konsep awalnya
yaitu sebagaistudi
kelayakan dari
aspek lingkungan
terhadap suatu
rencana usaha
dan/atau kegiatan
yang akan
dilakukan.

PKB Analisis mengenai
dampak lingkungan
hidup, yang
selanjutnya disebut

Perubahansubstansi.
Amdalsebagai
prasyaratdalam
pengambilankeputusan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

Amdal,adalahkajian
mengenai dampak
pentingsuatuusaha
dan/atau kegiatan
yang direncanakan
pada lingkungan
hidup yang
diperlukan bagi
prosespengambilan
keputusan tentang
penyelenggaraan
usaha dan/atau
kegiatan.

untukmemberikanizin
penyelenggaraan
usaha.
Dalam peraturan
PemerintahNomor27
tahun1999tentang
AmdalbahwaAmdal
merupakankajian
mengenaidampak
besardanpentinguntuk
pengambilankeputusan
suatuusahadanatau
kegiatanyang
direncanakanpada
lingkunganhidupyang
diperlukanbagiproses
pengambilan
keputusan.

PD

PKS Kembali Ke
ketentuan UU 32
tahun2009

Alasan

AMDAL adalah bagian
dari proses
pengambilankeputusan
yang konsesuensinya
dokumen AMDAL
merupakan dokumen
wajib dalam proses
pengambilan
keputusan.

Jika AMDAL hanya
menjadi pertimbangan
keputusan, maka
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

sifatnya atau
keberadaan dokumen
AMDAL hanya
merupakan
komplementer dari
pengambilankeputusan

PAN DIUBAH

Kembali pada UU
Eksisting dimana
AMDAL tetap
sebagai prasyarat
bagi penerbitan
perizinanberusaha.

Pasal28Hayat(1)UUD
1945 secara tegas
menyatakan bahwa
“Setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir
dan batin bertempat
tinggal dan
mendapatkan
lingkungan hidup yang
baik dan sehat serta
berhak memperoleh
pelayananKesehatan.

Karenaitu,FraksiPAN
menilaibahwa analisis
mengenai dampak
lingkungan hidup
(AMDAL)tetapmenjadi
prasyarat wajib bagi
penerbitan perizinan
berusaha karena
seluruh kegiatan
berusaha pasti akan
memiliki dampak
lingkungan,dansemua
dampak lingkungan
tersebut wajib
diproyeksi dan
direncanakan
penganggulangannya
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

agardampak kegiatan
berusaha pada
lingkungan dapat
diminimalisirdan tidak
berdampak terlalu
burukbagimasyarakat
maupun kelestarian
alam.

Ketiadaanamdaldapat
mempercepat krisis
lingkunganhidupakibat
investasi yang
menyebabkan
percemaranlingkungan,
bencanaekologis(man-
made disaster), dan
kerusakan
lingkungan.

Untuk itu FPAN
menolak penerapan
perizinan berbasis
resiko (risk based
regulation), karena
dikhawatirkan sarat
terjadi manipulasi
dalam pelaksanaannya..

PPP

895. 12.Upaya pengelolaan
lingkungan hidup dan
upaya pemantauan
lingkungan hidup,yang
selanjutnyadisebutUKL
-UPL, adalah

12.Upaya pengelolaan lingkungan
hidup dan upaya pemantauan
lingkunganhidupyangselanjutnya
disebut UKL-UPL adalah standar
dalam pengelolaan dan
pemantauan terhadap usaha

AlasanPerubahan
Berdasarkan
pengalaman saatini,
usaha/kegiatan yang
wajib amdalataupun
UKL-UPL

PDI-P TETAP Disetujui Panja
Pukul16.07

Dirumuskan
kembali sesuai
denganDIM 894.

PG Merubahredaksi:
12.Upaya

pengelolaan
lingkunganhidup
dan upaya

Agar tidak terjadi
pemahamanyangkeliru
dengan standar UKL-
UPLdanmenyetarakan
dengan definisidalam



22

pengelolaan dan
pemantauan terhadap
usaha dan/atau
kegiatan yang tidak
berdampak penting
terhadap lingkungan
hidup yang diperlukan
bagi proses
pengambilankeputusan
tentang
penyelenggaraan usaha
dan/ataukegiatan.

dan/atau kegiatan yang tidak
berdampak penting terhadap
lingkunganhidup.

membutuhkan waktu
maupun biaya yang
cukup besar untuk
menyelesaikan
dokumen lingkungan
tersebut.
Disisilain,saatini
juga belum tersedia
standar pengelolaan
lingkungan
berdasarkan kegiatan
sebagai pedoman
bagi usaha/kegiatan
atas kemungkinan
dampak lingkungan
yang muncul. Untuk
itu,dalam melakukan
penyederhanaan
perizinan lingkungan
namuntetapmenjaga
kualitas pengelolaan
lingkungan hidup
diperlukan
penyusunan standar
pengelolaan
lingkungan hidup.
Konteks
penyederhanaan
perizinandisiniadalah
penerapanjeniskajian
lingkungan secara
efisien dan
proporsional.
Standar yang
dimaksud dalam
usulan perubahan
pasaladalahStandar
pengelolaan

pemantauan
lingkunganhidup
yang selanjutnya
disebutUKL-UPL
adalahrangkaian
proses
pengelolaan dan
dan pemantauan
terhadap usaha
dan/atau
kegiatan yang
tidak berdampak
penting terhadap
lingkungan
sebagai
dasar/prasyarat
dan termuat
dalam perizinan
berusaha atau
persetujuan dari
pemerintahpusat

amdal

P.GERINDRA DIUBAH

Kembali ke teks
lama UU existing.
UKL-UPL adalah
instrumen izin
lingkungan untuk
mencegah
kerusakan
lingkungan.

12. Upaya
pengelolaan
lingkungan hidup
dan upaya
pemantauan
lingkungan hidup,
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lingkungan
berdasarkan resiko
dampak terhadap
lingkungan (penting,
sedang, maupun
rendah).
a. Usaha dengan
dampak penting
terhadap lingkungan
membutuhkan
mekanisme penilaian
(assessment) atas
kajian kelayakan
pengelolaan
lingkungan yang
selanjutnya diikuti
dengan persetujuan
hingga diterbitkan
Keputusan Kelayakan
Lingkungan.
(Jika kita telah
sepakat dengan
menghilangkan
terminologi Izin
Lingkungan)
b. Usaha dengan
dampak lingkungan
sedangmenggunakan
mekanisme
pernyataan
pemenuhan standar
pengelolaan dampak
lingkungan
sebagaimana yang
telah ditetapkan
pemerintah.
Mekanisme inidapat
dilaksanakan

yang selanjutnya
disebut UKL-UPL,
adalah pengelolaan
dan pemantauan
terhadap usaha
dan/atau kegiatan
yang tidak
berdampak penting
terhadaplingkungan
hidup yang
diperlukan bagi
prosespengambilan
keputusan tentang
penyelenggaraan
usaha dan/atau
kegiatan.

P.NASDEM 12 Upaya
pengelolaan
lingkungan
hidupdanupaya
pemantauan
lingkungan
hidup yang
selanjutnya
disebutUKL-UPL
adalah
rangkaian
proses
pengelolaandan
pemantauan
lingkungan
hidup yang
dituangkan
dalam bentuk
standar
pengelolaandan
pemantauan
lingkungan

Mengusulkan rumusan
baru
Persetujuan terhadap
UKL-UPL ditandai
dengan dibuatnya
pernyataan
kesanggupan
pengelolaanlingkungan
hidup, Pernyataan
kesanggupan
pengelolaanlingkungan
hidup itu sendiri
diartikan sebagai
standar pengelolaan
lingkungan dan
pemantauanlingkungan
yang dinyatakan oleh
pemrakarsa kegiatan
dantelahdiperiksaoleh
instansi lingkungan
hidup sesuai
kewenangannya dan
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sepanjang telah
ditetapkan standar
pengelolaan dampak
lingkungan per-usaha
dan/ataukegiatan.
c. Usaha dengan
dampak lingkungan
rendah menggunakan
mekanisme
pernyataan
pengelolaan
lingkunganatasusaha
dan/atau kegiatan
yangdilakukan.

PotensiImplikasi
Perubahan dalam
bentuk standar ini
membutuhkan syarat
perlu,yaitu:
a. Tersedianya
daftarusaha/kegiatan
yang diklasifikasikan
ke dalam tiga
kelompok
berdasarnya potensi
dampak lingkungan,
sebagaimana
disebutkan di atas
untuk dapat
diberlakukan secara
seragam di seluruh
wilayahIndonesia.
b. Tersedianya
standar pengelolaan
dampak lingkungan
baik dengan resiko
dampak penting,

hidup terhadap
usaha dan/atau
kegiatan yang
tidakberdampak
pentingterhadap
lingkungan yang
mengacu pada
standar-standar
tentang
pengelolaan
lingkunganserta
termuat dalam
Perizinan
Berusaha atau
persetujuan dari
pemerintah
pusat.

menjadikewajibanyang
harus dilakukan oleh
pemrakarsaataupelaku
usaha dalam
pelaksanaan usaha
dan/ataukegiatannya.

PKB TETAP

PD

PKS DIUBAH

Upaya pengelolaan
lingkungan hidup
dan upaya
pemantauan
lingkungan hidup
yang selanjutnya
disebut UKL-UPL
adalah standar
dalam pengelolaan
dan pemantauan
terhadap usaha
dan/atau kegiatan
yang tidak
berdampak penting
terhadaplingkungan
hidup.
yangdiperlukanbagi
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sedang maupun
rendah.
Dalam PPakandiatur
lebih lanjut daftar
usaha dan/atau
kegiatan yang wajib
UKL-UPL/standar.
Usaha/kegiatan yang
tidakmasukkedalam
wajib UKL/UPLmaka
tetapwajibmengelola
dampaklingkunganyg
dihasilkannya.Halini
dapat dinyatakan
dalam dokumen
PerizinanBerusaha

prosespengambilan
keputusan tentang
penyelenggaraan
usaha dan/atau
kegiatan.

PAN TETAP Diperlukan standar
bakupadapengelolaan
dan pemantauan
lingkungan hidup
dengan tetap
memperhatikan
kepentingan msyarakat
luassertakelestarian.

PPP

896. 13.Baku mutu lingkungan
hidup adalah ukuran
batas atau kadar
makhluk hidup, zat,
energi,atau komponen
yangadaatauharusada
dan/atau unsur
pencemar yang
ditenggang
keberadaannya dalam
suatu sumber daya
tertentu sebagaiunsur
lingkunganhidup.

13.Bakumutulingkunganhidupadalah
ukuran batasatau kadarmakhluk
hidup,zat,energi,ataukomponen
yangadaatauharusadadan/atau
unsurpencemaryang ditenggang
keberadaannya dalam suatu
sumberdayatertentusebagaiunsur
lingkunganhidup.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

897. 14.Pencemaranlingkungan
hidup adalah masuk
atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat,
energi, dan/atau
komponenlainkedalam

14.Pencemaran lingkungan hidup
adalahmasukataudimasukkannya
makhlukhidup,zat,energi,dan/atau
komponenlainkedalam lingkungan
hidup oleh kegiatan manusia
sehingga melampauibaku mutu

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD
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lingkungan hidup oleh
kegiatan manusia
sehingga melampaui
baku mutu lingkungan
hidup yang telah
ditetapkan.

lingkungan hidup yang telah
ditetapkan.

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

898. 15.Kriteriabakukerusakan
lingkunganhidupadalah
ukuranbatasperubahan
sifat fisik, kimia,
dan/atau hayati
lingkungan hidup yang
dapatditenggang oleh
lingkungan hidup untuk
dapat tetap
melestarikanfungsinya.

15.Kriteriabakukerusakanlingkungan
hidup adalah ukuran batas
perubahan sifat fisik, kimia,
dan/atau hayatilingkungan hidup
yang dapat ditenggang oleh
lingkunganhidupuntukdapattetap
melestarikanfungsinya.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

899. 16.Perusakan lingkungan
hidup adalah tindakan
orang yang
menimbulkan
perubahan langsung
atau tidak langsung
terhadap sifat fisik,
kimia,dan/atau hayati
lingkungan hidup
sehingga melampaui
kriteriabakukerusakan
lingkunganhidup.

16.Perusakanlingkunganhidupadalah
tindakanorangyangmenimbulkan
perubahan langsung atau tidak
langsungterhadapsifatfisik,kimia,
dan/atau hayatilingkungan hidup
sehingga melampauikriteria baku
kerusakanlingkunganhidup.

TETAP PDI-P TETAP

PG 16.Perusakan
lingkunganhidup
adalah tindakan
setiap orang
yang
menimbulkan
perubahan
langsung atau
tidak langsung
terhadap sifat
fisik, kimia,
dan/atau hayati
lingkunganhidup
sehingga
melampaui
kriteria baku
kerusakan
lingkungan
hidup.

Menambahkan kata
setiap didepan kata
orangsehinggamenjadi
frasa setiap orang
supayaselarasdengan
pasal1angka32pada
DIM ini.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

900. 17.Kerusakan lingkungan
hidupadalahperubahan
langsungdan/atautidak
langsungterhadapsifat
fisik, kimia, dan/atau
hayatilingkunganhidup
yangmelampauikriteria
baku kerusakan
lingkunganhidup.

17.Kerusakanlingkunganhidupadalah
perubahanlangsungdan/atautidak
langsungterhadapsifatfisik,kimia,
dan/atau hayatilingkungan hidup
yang melampaui kriteria baku
kerusakanlingkunganhidup.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

901. 18.Konservasisumberdaya
alam adalah
pengelolaan sumber
daya alam untuk
menjamin
pemanfaatannyasecara
bijaksana serta
kesinambungan
ketersediaannyadengan
tetap memelihara dan
meningkatkan kualitas
nilai serta
keanekaragamannya.

18.Konservasi sumber daya alam
adalah pengelolaan sumberdaya
alam untuk menjamin
pemanfaatannya secara bijaksana
serta kesinambungan
ketersediaannya dengan tetap
memelihara dan meningkatkan
kualitas nilai serta
keanekaragamannya.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

902. 19.Perubahaniklim adalah
berubahnya iklim yang
diakibatkan langsung

19.Perubahaniklim adalahberubahnya
iklim yang diakibatkan langsung
atau tidaklangsung oleh aktivitas

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP
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atautidaklangsungoleh
aktivitas manusia
sehingga menyebabkan
perubahan komposisi
atmosfirsecara global
dan selain itu juga
berupa perubahan
variabilitas iklim
alamiah yang teramati
padakurunwaktuyang
dapatdibandingkan.

manusia sehingga menyebabkan
perubahan komposisi atmosfir
secara globaldan selain itu juga
berupaperubahanvariabilitasiklim
alamiahyangteramatipadakurun
waktuyangdapatdibandingkan.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

903. 20.Limbah adalah sisa
suatu usaha dan/atau
kegiatan.

20.Limbah adalah sisa suatu usaha
dan/ataukegiatan.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

904. 21.Bahan berbahaya dan
beracun yang
selanjutnyadisingkatB3
adalah zat, energi,
dan/ataukomponenlain
yang karena sifat,
konsentrasi, dan/atau
jumlahnya,baik secara
langsungmaupuntidak
langsung, dapat
mencemarkandan/atau
merusak lingkungan
hidup, dan/atau
membahayakan
lingkungan hidup,
kesehatan, serta

21.Bahanberbahayadanberacunyang
selanjutnyadisingkatB3adalahzat,
energi, dan/atau komponen lain
yang karena sifat, konsentrasi,
dan/atau jumlahnya,baik secara
langsung maupun tidak langsung,
dapat mencemarkan dan/atau
merusak lingkungan hidup,
dan/atau membahayakan
lingkunganhidup,kesehatan,serta
kelangsungan hidup manusia dan
makhlukhiduplain.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP
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kelangsungan hidup
manusia dan makhluk
hiduplain.

905. 22.Limbah bahan
berbahayadanberacun
yang selanjutnya
disebut Limbah B3
adalahsisasuatuusaha
dan/ataukegiatanyang
mengandungB3.

22.Limbah bahan berbahaya dan
beracun yang selanjutnya disebut
LimbahB3adalahsisasuatuusaha
dan/atau kegiatan yang
mengandungB3.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

906. 23.Pengelolaan limbah B3
adalah kegiatan yang
meliputi pengurangan,
penyimpanan,
pengumpulan,
pengangkutan,
pemanfaatan,
pengolahan, dan/atau
penimbunan.

23.Pengelolaan limbah B3 adalah
kegiatan yang meliputi
pengurangan, penyimpanan,
pengumpulan, pengangkutan,
pemanfaatan,pengolahan,dan/atau
penimbunan.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

907. 24.Dumping(pembuangan)
adalah kegiatan
membuang,
menempatkan,dan/atau
memasukkan limbah
dan/atau bahan dalam
jumlah, konsentrasi,
waktu, dan lokasi
tertentu dengan
persyaratan tertentu ke
medialingkunganhidup
tertentu.

24.Dumping (pembuangan) adalah
kegiatan membuang,
menempatkan, dan/atau
memasukkan limbah dan/atau
bahan dalam jumlah,konsentrasi,
waktu,danlokasitertentudengan
persyaratan tertentu ke media
lingkunganhiduptertentu.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

908. 25.Sengketa lingkungan 25.Sengketalingkunganhidup adalah TETAP PDI-P TETAP



30

hidup adalah
perselisihanantaradua
pihak atau lebih yang
timbul dari kegiatan
yang berpotensi
dan/atau telah
berdampak pada
lingkunganhidup.

perselisihanantaraduapihakatau
lebihyangtimbuldarikegiatanyang
berpotensi dan/atau telah
berdampakpadalingkunganhidup.

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

909. 26.Dampak lingkungan
hidup adalah pengaruh
perubahan pada
lingkungan hidup yang
diakibatkan oleh suatu
usaha dan/atau
kegiatan.

26.Dampak lingkungan hidup adalah
pengaruh perubahan pada
lingkunganhidupyangdiakibatkan
oleh suatu usaha dan/atau
kegiatan.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

910. 27.Organisasi lingkungan
hidup adalahkelompok
orang yang
terorganisasi dan
terbentuk atas
kehendak sendiriyang
tujuan dan kegiatannya
berkaitan dengan
lingkunganhidup.

27.Organisasilingkunganhidupadalah
kelompokorangyangterorganisasi
danterbentukataskehendaksendiri
yang tujuan dan kegiatannya
berkaitandenganlingkunganhidup.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

911. 28.Auditlingkungan hidup
adalah evaluasi yang
dilakukanuntukmenilai
ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau
kegiatan terhadap
persyaratanhukum dan
kebijakan yang
ditetapkan oleh

28.Audit lingkungan hidup adalah
evaluasi yang dilakukan untuk
menilaiketaatanpenanggungjawab
usahadan/ataukegiatanterhadap
persyaratan hukum dan kebijakan
yangditetapkanolehpemerintah.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH

Kata “Pemerintah”
diganti menjadi
“Pemerintah Pusat”
disesuaikan dengan
defenisiPemerintah
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pemerintah. dan Pemerintah
Pusatdalam Pasal1
angka4dan5RUU
CiptaKerja.

28.Auditlingkungan
hidup adalah
evaluasi yang
dilakukan untuk
menilaiketaatan
penanggung
jawab usaha
dan/atau
kegiatan
terhadap
persyaratan
hukum dan
kebijakan yang
ditetapkan oleh
Pemerintah
Pusat.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

912. 29.Ekoregion adalah
wilayah geografis yang
memilikikesamaan ciri
iklim,tanah,air,flora,
dan fauna asli, serta
pola interaksimanusia
dengan alam yang
menggambarkan

29.Ekoregionadalahwilayahgeografis
yangmemilikikesamaanciriiklim,
tanah,air,flora,danfaunaasli,serta
polainteraksimanusiadenganalam
yang menggambarkan integritas
sistem alam danlingkunganhidup.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP
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integritas sistem alam
danlingkunganhidup.

PPP

913. 30.Kearifan lokal adalah
nilai-nilai luhur yang
berlaku dalam tata
kehidupan masyarakat
untuk antara lain
melindungi dan
mengelola lingkungan
hidupsecaralestari.

30.Kearifanlokaladalahnilai-nilailuhur
yangberlakudalam tatakehidupan
masyarakat untuk antara lain
melindungi dan mengelola
lingkunganhidupsecaralestari.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

914. 31.Masyarakathukum adat
adalah kelompok
masyarakatyangsecara
turun temurun
bermukim di wilayah
geografis tertentu
karena adanya ikatan
pada asalusulleluhur,
adanya hubungan yang
kuatdenganlingkungan
hidup, serta adanya
sistem nilai yang
menentukan pranata
ekonomi,politik,sosial,
danhukum.

31.Masyarakat hukum adat adalah
kelompokmasyarakatyangsecara
turuntemurunbermukim diwilayah
geografis tertentu karena adanya
ikatan pada asal usul leluhur,
adanyahubunganyangkuatdengan
lingkungan hidup, serta adanya
sistem nilai yang menentukan
pranataekonomi,politik,sosial,dan
hukum.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

915. 32.Setiap orang adalah
orang perseorangan
ataubadanusaha,baik
yang berbadan hukum
maupun yang tidak
berbadanhukum.

32.Setiap orang adalah orang
perseorangan atau badan usaha,
baikyangberbadanhukum maupun
yangtidakberbadanhukum.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

916. 33.Instrumen ekonomi
lingkunganhidupadalah
seperangkat kebijakan
ekonomi untuk
mendorongPemerintah,
pemerintahdaerah,atau
setiap orang ke arah
pelestarian fungsi
lingkunganhidup.

33.Instrumen ekonomi lingkungan
hidupadalahseperangkatkebijakan
ekonomi untuk mendorong
Pemerintah, pemerintah daerah,
atau setiap orang ke arah
pelestarianfungsilingkunganhidup.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH

Kata “Pemerintah”
diganti menjadi
“Pemerintah Pusat”
disesuaikan dengan
defenisiPemerintah
dan Pemerintah
Pusatdalam Pasal1
angka4dan5RUU
CiptaKerja.

33. Instrumen
ekonomilingkungan
hidup adalah
seperangkat
kebijakan ekonomi
untuk mendorong
Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah,
atausetiaporangke
arah pelestarian
fungsi lingkungan
hidup.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

917. 34.Ancamanseriusadalah
ancaman yang
berdampak luas

34.Ancaman serius adalah ancaman
yang berdampak luas terhadap
lingkunganhidupdanmenimbulkan

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP
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terhadap lingkungan
hidupdanmenimbulkan
keresahanmasyarakat.

keresahanmasyarakat. P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

918. 35.Izin lingkungan adalah
izin yang diberikan
kepada setiap orang
yang melakukan usaha
dan/ataukegiatanyang
wajib amdalatau UKL-
UPL dalam rangka
perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidupsebagaiprasyarat
untuk memperoleh izin
usaha dan/atau
kegiatan.

35.Persetujuan Lingkungan adalah
Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup atau Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan
LingkunganHidup.

AlasanPerubahan
Salah satu politik
hukum dalam
penyusunan RUU
Cipta Kerja adalah
menyesuaikan
nomenklaturperizinan
yang ada dalam
setiap Undang-
Undang dengan
rumusan yang
berisifat general,
sehinggamemberikan
fleksibiltas
pemerintah dalam
rangka
mengantisipasi
dinamika masyarakat
danglobal.

PotensiImplikasi
Memberikan
fleksibilitas bagi
Pemerintah Pusat
dalam mengambil
kebijakan mengikuti
dinamika masyarakat
dan global yang
semakincepat.

Catatan:

PDI-P Sekalipun digeser
dari rezim “izin
lingkungan”menjadi
“persetujuan
lingkungan, namun
harus dipastikan
dalam
implementasinya
harus tetap
mengetatkan syarat
persetujuan
lingkungantersebut.

Disetujui Panja
Pukul16.14

Masuk
Timus/Timsin,
disinkronkan
dengan DIM
terkait
persyaratan
persetujuan
lingkungan.

Disesuaikan
dengan usulan
FPNasdem angka
35.

PG TETAP

P.GERINDRA PENDALAMAN

Izin lingkungan
berfungsi untuk
mengendalikan
perbuatan kongkrit
individu dan/atau
pelaku usaha agar
tidakmerusakatau
mencemarkan
lingkungan. Fungsi
utama izin
lingkungan adalah
bersifat preventif
dan bersifat
represif.Izin usaha
tidak dapat
diterbitkanjikatidak
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Perubahan inibukan
bertujuan untuk
menghapus Izin
Lingkungan,
melainkan
mengintegrasikan
seluruh perizinan
lingkungan.

dilengkapi dengan
izin lingkungan
terlebihdahulu.

Terminologi
persetujuan
lingkungan
bertentangansecara
filosofis dan
substansialdengan
maksud darirezim
perizinanlingkungan
hidup.

Kesimpulan:
DIUBAH
Kembali ke teks
lama(UUexisting)

P.NASDEM PERBAIKANNORMA
BARU

35. Persetujuan
Lingkungan
adalah
Keputusan
Kelayakan
Lingkungan
Hidup atau
Pernyataan
Kesanggupan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidupyangtelah
mendapatkan
persetujuan dari
pemerintah

Pernyataan
kesanggupan
pengelolaanlingkungan
tetap memerlukan
pemeriksaan substansi
atas usulan UKL-UPL
yangdisampaikanoleh
pemrakarsaataupelaku
usaha
Dengan demikian,baik
Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup
ataupun Pernyataan
Kesanggupan
Pengelolaan
LingkunganHiduptetap
dalam kendali
pemerintah karena
tetap memerlukan
mekanismepersetujuan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

36. Pernyataan
kesanggupan
pengelolaan
lingkungan
hidup
merupakan
standar
pengelolaan
lingkungan dan
pemantauan
lingkungan
pemrakarsa
kegiatan yang
telah diperiksa
olehPemerintah
bagi kegiatan
wajibUKLUPL

37.SuratKeputusan
Kelayakan
Lingkungan
Hidup yang
selanjutnya
disebut SKKL
adalah
keputusan yang
menyatakan
kelayakan
lingkungan
hidupdarisuatu
rencana Usaha
dan/atau
Kegiatan yang
wajib dilengkapi

daripemerintah

Mengusulkan norma
baru

Mengusulkan norma
baru
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

denganAmdal

PKB Persetujuan
Lingkungan adalah
persetujuan yang
diberikan kepada
setiap orang atau
badan usaha yang
sudah melakukan
wajib Amdal atau
UKL-UPL dalam
rangka
perlindungan,
pengelolaan dan
kelayakan
lingkungan.

Perubahansubstansi.
Dalam rangka
persetujuan yang
berkaitan dengan
lingkungan wajib
menyertakan wajib
Amdal

PD

PKS TETAP

PAN DIUBAH

Kembali pada UU
eksistingyaitu:
35.Izin lingkungan
adalah izin yang
diberikan kepada
setiap orang yang
melakukan usaha
dan/atau kegiatan
yang wajib amdal
atauUKL-UPLdalam
rangkaperlindungan
dan pengelolaan
lingkungan hidup
sebagai prasyarat
untuk memperoleh
izinusahadan/atau

Perizinan berkaitan
dengan pemberian
legalitas kepada
seseorang atau pelaku
usaha atas kegiatan
tertentu.
Penggunaan kata izin
lebih menegaskan jika
AMDAL dan UKL/UPL
tidak sebatas self
declaration tetapi
menjadi sebuah
perencanaan yang
terintegrasi ke dalam
rencana kegiatan
berusaha yang dapat
menjamin kegiatan
usahayanglestari.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

kegiatan.

PPP Dikembalikan ke
Angka35UUNo.32
Tahun 2009 yang
berbunyi:
35.IzinLingkungan

adalahizinyang
diberikan
kepada setiap
orang yang
melakukan
usahadan/atau
kegiatan yang
wajib Amdal
atau UKL-UPL
dalam rangka
perlindungan
dan
pengelolaan
lingkungan
hidup sebagai
prasyaratuntuk
memperoleh
izin usaha
dan/atau
kegiatan.

Persyataan
kesanggupan
pengelolan lingkungan
hidup oleh pemerintah
hanya bentuknya
mendekler
kesanggupan dan itu
itutidaksesuidengan
hukum administrasi
negara

919. 36.Izin usaha dan/atau
kegiatan adalah izin
yang diterbitkan oleh
instansi teknis untuk
melakukan usaha
dan/ataukegiatan.

36.Izinusahadan/ataukegiatanadalah
izin yang diterbitkan oleh instansi
teknis untuk melakukan usaha
dan/ataukegiatan.

TETAP PDI-P Ketentuanmengenai
izin usaha telah
diganti
kententuanya
menjadi perizinan
berusaha

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM PERBAIKANNORMA Pada RUU Cipta Kerja
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

38. Perizinan
Berusahaadalah
izin yang
diterbitkan oleh
Pemerintah
Pusat untuk
melakukan
usaha yang
memiliki risiko
tinggi dan
menengah.

diperkenalkan
nomenklatur baru
berupa Perizinan
Berusaha yang
mengintegrasikan
seluruh perizinan bagi
suatuusahadalam satu
Perizinan Berusaha
yang diterapkan pada
pelakuusaha

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

920. 37.Pemerintah pusatyang
selanjutnya disebut
Pemerintah adalah
Presiden Republik
Indonesia yang
memegang kekuasaan
pemerintahan Negara
Republik Indonesia
sebagaimanadimaksud
dalam Undang-Undang
DasarNegara Republik
IndonesiaTahun1945.

37.Pemerintahpusatyangselanjutnya
disebutPemerintahadalahPresiden
RepublikIndonesiayangmemegang
kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang
DasarNegara Republik Indonesia
Tahun1945.

TETAP PDI-P TETAP

PG 37. Pemerintah
pusat adalah
Presiden
Republik
Indonesia yang
memegang
kekuasaan
pemerintahan
Negara Republik
Indonesia
sebagaimana
dimaksud dalam
Undang-Undang
Dasar Negara
Republik
Indonesia Tahun

Menyelaraskan
pengertian Pemerintah
Pusat dengan pasal-
pasallaindariUUyang
berbedadalam RUUini.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

1945.

P.GERINDRA DIUBAH

Kata “Pemerintah”
diganti menjadi
“Pemerintah Pusat”
disesuaikan dengan
defenisiPemerintah
dan Pemerintah
Pusatdalam Pasal1
angka4dan5RUU
CiptaKerja.

37.Pemerintah
Pusat adalah
Presiden
Republik
Indonesia yang
memegang
kekuasaan
pemerintahan
NegaraRepublik
Indonesia yang
dibantu oleh
wakil presiden
dan menteri
sebagaimana
dimaksuddalam
Undang Undang
Dasar Negara
Republik
IndonesiaTahun
1945.

40A. Pemerintah
adalah menteri,
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

pimpinan
lembaga,
gubernur, atau
bupat/walikota
sesuai dengan
kewenagannya.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

921. 38.Pemerintah Daerah
adalahgubernur,bupati,
atau wali kota, dan
perangkat daerah
sebagai unsur
penyelenggara
pemerintahdaerah.

38.Pemerintah Daerah adalah
gubernur,bupati,atauwalikota,dan
perangkat daerah sebagaiunsur
penyelenggarapemerintahdaerah.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

922. 39.Menteriadalah menteri
yangmenyelenggarakan
urusanpemerintahandi
bidang perlindungan
dan pengelolaan
lingkunganhidup.

39.Menteri adalah menteri yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang
perlindungan dan pengelolaan
lingkunganhidup.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

923. 2.Ketentuan Pasal 20 diubah
sehinggaberbunyisebagaiberikut:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

924. Pasal20
(1)Penentuan terjadinya

pencemaranlingkungan
hidup diukur melalui
baku mutu lingkungan
hidup.

Pasal20
(1)Penentuan terjadinya pencemaran

lingkungan hidup diukur melalui
bakumutulingkunganhidup.

AlasanPerubahan
Politik hukum dalam
penyusunan RUU
Cipta Kerja
kewenangan
Menteri/pimpinan
Lembaga,gubernur,da
n/atau
bupati/walikota perlu
ditata kembali
berdasarkan prinsip
perizinan berusaha
berbasis risiko dan
menerapkan
penggunaanteknologi
informasi dalam
pemberian perizinan
(misalnya perizinan
berusaha secara
elektronik).

Pengaturan lebih
lanjut didelegasikan
melalui Peraturan
Pemerintah agar
memberikan
fleksibilitas bagi
Pemerintah Pusat
dalam mengambil

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP Bahwa rezim perizinan
harus lebih sederhana,
efektif dan efisien
adalah sesuatu yang
mutlak, namun
demikian upaya
menjaga lingkungan
dan kelestarian alam
tetapmenjadihalyang
utama demi
keberlangsungan hajat
hidup orang banyak
pada masa yang akan
datang.

PPP

925. (2)Baku mutu lingkungan
hidup meliputi:a.baku
mutuair;b.bakumutu
airlimbah;c.bakumutu
airlaut;d.baku mutu
udara ambien;e.baku
mutu emisi; f. baku

(2)Baku mutu lingkungan hidup
meliputi:

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP
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kebijakan mengikuti
dinamika masyarakat
dan global yang
semakin cepat.Jika
tidak didelegasikan
melalui PP maka
dikhawatirkan
Indonesia akan
kesulitan dalam
menyesuaikan
kebijakan regulasi
perizinan dan
kesulitan
berkompetisi dengan
negaratetangga.

PotensiImplikasi
1. Memberikan
fleksibilitas bagi
Pemerintah Pusat
dalam mengambil
kebijakan mengikuti
dinamika masyarakat
dan global yang
semakincepat.
2. Diperlukan
identifikasi,
inventarisasidan kaji
ulang baku mutu
lingkungan.
3. Integrasi
pengelolaan B3 dan
bakumutulingkungan
dalam mekanisme
penyederhanaan
perizinan.
4. Penyiapan

mutugangguan;dang.
baku mutu lain sesuai
dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan
teknologi.

PAN TETAP

PPP

926. a.bakumutuair; PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

927. b.bakumutuairlimbah; PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

928. c. bakumutuairlaut; PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

929. d.bakumutuudaraambien; PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP
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saranapendukung

PerubahanpadaPasal
20Ayat3Poinb,yaitu
persetujuan yang
dilakukan oleh
PemerintahPusat.

Akan diatur
pendelegasikan
kewenangan dalam
PP dengan tetap
mengacu kepada UU
23 / 2014 tentang
PemerintahDaerah.

Catatan:
Persetujuan
membuanglimbahke
media lingkungan
harus mendapat
persetujuan
PemerintahPusat.
• Akses
masyarakat terhadap
informasi, partisipasi
publik dan keadilan
terhadap persetujuan
ini berpotensi
semakinsulit.
• Besar potensi
persetujuan yang
diberikan akan luput
mempertimbangkan
kondisikhasdandaya
dukung serta daya
tampung di tiap
lokasi.

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

930. e.bakumutuemisi; PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

931. f. bakumutugangguan;dan PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

932. g.baku mutu lain sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan
danteknologi.

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP
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• Pelaku usaha
kecilmenengahakan
semakin terbebani
karena untuk
mendapatkan
persetujuan harus
selalu mengurus ke
pusat tanpa
memandang besar
kecilnya skala risiko
usaha.

933. (3)Setiap orang
diperbolehkan untuk
membuang limbah ke
medialingkunganhidup
denganpersyaratan:

(3)Setiap orang diperbolehkan untuk
membuang limbah ke media
lingkungan hidup dengan
persyaratan:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS DIUBAH

(3) Setiap orang
diperbolehkanuntuk
membuang limbah
kemedialingkungan
hidup dengan
persyaratan: a.
memenuhi baku
mutu lingkungan
hidup; dan b.
mendapat
persetujuan
lingkungan dari
Pemerintah Pusat
dan atau
Pemerintah sesuai
dengan
kewenangannya.

Alasan

 Perizinan
pembuangan
limbah di media
lingkungan yang
harus dikeluarkan
oleh pemerintah
pusat justru akan
mempersulitproses
perizinan jika
kegiatannya
dilakukandidaerah.

Selain itu ada dimensi
perizinan dan
pengawasan oleh
pmerintahdaerah.Jika
periiznan dikeluarkan
oleh pemerintah pusat
sajamakapengawasan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

seharusnya harus
dilakukan oleh
pemerintahpusatjuga,
implikasinya ada
kesulitan dalam
pengawasan

PAN TETAP

PPP

934. a. memenuhibaku mutu
lingkunganhidup;dan

a.memenuhibaku mutu lingkungan
hidup;dan

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS DIHAPUS Normanya sudah
terkandung pada DIM
932

PAN TETAP

PPP

935. b. mendapat izin dari
Menteri,gubernur,atau
bupati/walikota sesuai
dengan
kewenangannya.

b.mendapat persetujuan dari
PemerintahPusat.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH

Kata “persetujuan”
diganti dengan
“izin”,sesuaidengan
DIM 878 dan 879.
Ditambahkan “atau
Pemerintah Daerah
sesuai dengan
kewenangannya”
diakhirkalimat.

Dampakmembuang
limbah ke media
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

lingkungan
dirasakan langsung
oleh masyarakat
sekitar. Izin
pembuanganlimbah
adalah dalam
rangkapengawasan
kualitas lingkungan,
olehkarenaituakan
lebih efektif bila
dikontrol oleh
PemerintahDaerah.

b. mendapat izin
dari Pemerintah
Pusat atau
Pemerintah Daerah
sesuai dengan
kewenangannya.

Selainitupeniadaan
peran Pemerintah
Daerah akan
membuat akses
masyarakat
terhadap informasi,
partisipasi publik
dan keadilan
terhadap
persetujuan ini
berpotensisemakin
sulit.Besarpotensi
bahwa persetujuan
yangdiberikanakan
luput
mempertimbangkan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

kondisi khas dan
daya dukung serta
daya tampung di
tiap lokasi.Pelaku
UMK-M akan
semakin terbebani
karena untuk
mendapatkan izin
harus selalu
mengurus ke
Pemerintah Pusat
tanpa memandang
besarkecilnyaskala
risiko
usaha/kegiatan.

P.NASDEM TETAP Persetujuanpemerintah
merupakan salah satu
syarat wajib bagi
kebolehan dari orang
perseorangan atau
badan usaha untuk
membuang limbah ke
media lingkungan
hidup.

PKB TETAP

PD

PKS DIHAPUS Normanya sudah
terkandung pada DIM
932

PAN DIUBAH

b. mendapat izin
dari Pemerintah
Pusat atau

Perlu dibuatkan aturan
yang mengatur
pendelegasian
kewenangan
Pemerintah Pusat
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

Pemerintah daerah
sesuai dengan
kewenangannya.

kepada Pemerintah
Daerah karena selain
untuk mengoptimalkan
peransertaPemerintah
Daerah, pendelegasian
jugadapatmeringankan
beban Pemerintah
Pusat yang akan
semakin besar dan
sangat bersifat teknis
jika mengurusiterlalu
banyakperizinan.

PPP Catatan:

Mohon penjelasan
terkaitpersetujuandari
pemerintah pusat
adalah tujuanya untuk
mempersulit atau
justru mempermudah
karena hanya butuh
persetujuan,mengingat
dampak dari
pembungan limbah ini
dapat menimbulkan
kerusakan lingkungan
danpenyakit

936. (4)Ketentuan lebih lanjut
mengenai baku mutu
lingkungan hidup
sebagaimanadimaksud
pada ayat(2)hurufa,
huruf c,huruf d,dan
huruf g diatur dalam
PeraturanPemerintah.

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai
baku mutu lingkungan hidup
sebagaimanadimaksud padaayat
(2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

TETAP PDI-P Apakah tidak
cukup diatur
dengan Permen?,
Mengingat
substansi hanya
berkenaan baku
mutu air yang
pastinya tidak

Disetujui Panja
Pukul16.18

TETAP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

perlu melibatkan
lintas sektor K/L
seperti dalam
pembuatanPP.
Jika melihat

praktik yang
selama initerjadi,
terkaitbaku mutu
jugadiaturdengan
Permen. Oleh
karena itu, jika
hendak digeser
untuk diatur
dengan PP maka
perlu untuk
dijelaskan
alasannya.

PG TETAP

Menambahkanpoin
sebagaiberikut:

3.KetentuanPasal
21diubah
sehinggaberbunyi
sebagaiberikut:

(4)Kriteriabaku
kerusakanakibat
perubahaniklim
didasarkanpada
paramaterantara
lain:
a.kenaikan
temperatur;
b.kenaikan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

mukaairlaut;
c.badai;
dan/ataud.
kekeringan.

(5)Kriteriabaku
kerusakan
gambut
sebagaimana
disebutdalam
ayat(3)huruf(f)
diatas
didasarkanpada
kondisigambut
yangtidak
mampu
menyerapairdan
unsurhara
(keringtidak
balik/irreversible
)

(6)Ketentuanlebih
lanjutmengenai
kriteriabaku
kerusakan
lingkunganhidup
sebagaimana
dimaksudpada
ayat(3),ayat(4)
danayat(5)
diaturdengan
Peraturan
Pemerintah

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

937. 3.Ketentuan Pasal 23 diubah
sehinggaberbunyisebagaiberikut:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

938. Pasal23
(1)Kriteriausahadan/atau

kegiatan yang
berdampak penting
yang wajib dilengkapi
dengan amdal terdiri
atas:
a.pengubahan bentuk

lahan dan bentang
alam;

b.eksploitasi sumber
daya alam, baik
yang terbarukan
maupun yang tidak
terbarukan;

c. prosesdankegiatan
yang secara
potensial dapat
menimbulkan
pencemaran
dan/atau kerusakan
lingkungan hidup

Pasal23
(1)Kriteria usaha dan/atau kegiatan

yang wajib dilengkapi dengan
Amdal merupakan proses dan
kegiatan yang berdampak penting
terhadap lingkungan hidup,sosial,
ekonomi,danbudaya.

AlasanPerubahan
1. Salah satu
politik hukum dalam
penyusunan RUU
CiptaKerjaadalahhal-
hal yang bersifat
detaildanteknisakan
diatur lebih lanjut
dengan Peraturan
Pemerintah.

2. Perubahan ini
memberikan
fleksibilitas bagi
Pemerintah Pusat
dalam mengambil
kebijakan mengikuti
dinamika masyarakat
dan global yang
semakincepat.

PotensiImplikasi

PDI-P Penambahan frasa
baru, yaitu:
“…kegiatan yang
berdampak
terhadap
lingkungan hidup,
sosial, ekonomi,
budaya, dan
kesehatan
masyarakat.

Alasan: jaminan
Kesehatan
merupakan amanat
Pasal28H ayat(1)
UUD1945.

Disetujui Panja
Pukul16.25

Kembali ke UU
eksisting.

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH.

Kriteria amdal
merupakanhalyang
bersifatpentingdan
menjadisalah satu
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serta pemborosan
dan kemerosotan
sumberdaya alam
dalam
pemanfaatannya;

d.prosesdankegiatan
yanghasilnyadapat
mempengaruhi
lingkungan alam,
lingkungan buatan,
serta lingkungan
sosialdanbudaya;

e.prosesdankegiatan
yang hasilnya akan
mempengaruhi
pelestariankawasan
konservasi sumber
dayaalam dan/atau
perlindungan cagar
budaya;

f. introduksi jenis
tumbuh-tumbuhan,
hewan, dan jasad
renik;

g.pembuatan dan
penggunaan bahan
hayati dan
nonhayati;

h.kegiatan yang
mempunyai risiko
tinggi dan/atau
mempengaruhi
pertahanan negara;
dan/atau

i. penerapanteknologi
yang diperkirakan
mempunyaipotensi
besar untuk

Untukmendorong
efektifitasreformasi
perizinanlingkungan
melaluiRUUini,
Pemerintahperlu
segeramenyiapkan
PPuntukmengatur
hal-halyangbersifat
lebihteknisterkait
perizinanlingkungan.
Kriteria yang lebih
detail sebagaimana
tercantum dalam UU
32/2009 akan
dielaborasidalam PP.
NSPK didesain untuk
memuathal-halyang
bersifatlebihdetaildi
dalam PP.

Dalam proses
penyusunan Amdal
mulaidariKerangka
Acuan, dokumen
Andal,dan dokumen
RKL/RPL sudah
memuat substansi
sosial, ekonomi,
lingkunganhidup,dan
budaya. Sehingga
keempataspekdalam
proses Amdal
merupakan satu
kesatuan. Hal ini
sesuai dengan UU
32/2009 dan PP
27/2012 tentang Izin
Lingkungan.

esensi utama UU
existing, mendrop
pengaturannya ke
PP berdampak
ketidakpastiandan
pelemahan
perlindungan
lingkungan dari
dampak penting
yang berpotensi
merusaklingkungan
hidupsecarajangka
panjang.

Perubahan 9
(sembilan) kriteria
usaha/kegiatan
yang berdampak
penting pada Ayat
(1)inimenjadisatu
kriteria yang
indikatornya
abstrak. Hal ini
mengakibatkan
ketidakjelasan
standar
usaha/kegiatan
seperti apa yang
membutuhkan
AMDAL. “Proses
dan kegiatan yang
berdampak penting
terhadap
lingkungan hidup,
sosial, ekonomi,
dan budaya”
mempunyai
interpretasi yang
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mempengaruhi
lingkunganhidup. Catatan:

Kriteria usaha
dan/atau kegiatan
yang wajib Amdal
yang semula lebih
jelasdiaturdengan9
kriteriadiPasal23UU
Lingkungan Hidup
diubahmenjadihanya
satu kriteria yang
indikatornya abstrak.
Kriteria yang sangat
abstrakmenggunakan
katahubung ‘dan’ini
berpotensi semakin
mengerucutkan jenis
kegiatan usaha yang
wajib Amdal tanpa
pertimbangandengan
baikaspeklingkungan
hidup karena harus
berkompromidengan
aspek lainnya:
ekonomi,sosial,dan
budaya.

luas.

Penggunaan kriteria
RBA untuk menilai
suatu
keigatan/usaha
berdampak penting
atautidakterhadap
lingkungan, kurang
tepat, mengingat
dampak penting
sesuai UU dapat
diturunkan
statusnya menjadi
beresiko menengah
dalam penilaian
RBA.

Kesimpulan:
Kembali kepada
teks lama (UU
existing)

Pasal23
(1)Kriteria usaha

dan/atau
kegiatan yang
berdampak
penting yang
wajib dilengkapi
dengan amdal
terdiriatas:
a.pengubahan

bentuk lahan
dan bentang
alam;

b.eksploitasi
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

sumber daya
alam, baik
yang
terbarukan
maupun yang
tidak
terbarukan;

c.proses dan
kegiatanyang
secara
potensial
dapat
menimbulkan
pencemaran
dan/atau
kerusakan
lingkungan
hidup serta
pemborosan
dan
kemerosotan
sumber daya
alam dalam
pemanfaatan-
nya;

d.proses dan
kegiatanyang
hasilnyadapat
mempenga-
ruhi
lingkungan
alam,
lingkungan
buatan, serta
lingkungan
sosial dan



56

NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

budaya;
e.proses dan

kegiatanyang
hasilnya akan
mempengaru
hipelestarian
kawasan
konservasi
sumber daya
alam
dan/atau
perlindungan
cagarbudaya;

f.introduksi
jenis tumbuh-
tumbuhan,
hewan, dan
jasadrenik;

g.pembuatan
dan
penggunaan
bahan hayati
dannonhayati;

h.kegiatanyang
mempunyai
risiko tinggi
dan/atau
mempengaru
hipertahanan
negara;
dan/atau

i.penerapan
teknologiyang
diperkirakan
mempunyai
potensibesar
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

untuk
mempengaru
hilingkungan
hidup.

P.NASDEM Perbaikan Norma
Baru Dengan
Menambah Frasa
“Kesehatan
Masyarakat”

Pasal23
(1)Kriteria usaha

dan/atau
kegiatan yang
wajib dilengkapi
dengan Amdal
mempertimbang
kan dampak
pentingterhadap
lingkunganhidup,
sosial budaya,
ekonomi, dan
kesehatan
masyarakat.

Kriteria usaha atau
kegiatan yang wajib
dilengkai dengan
AMDAL sebagaimana
dmaksud pasal 23,
perlu menambah
penjelasan tentang
kegiatan yang berisiko
tinggi dan/atau
mempengaruhi
pertahanan negara,
sebagaicontoh adalah
kegiatan PLTN atau
sejenis yang berisiko
baik terhadap
lingkungan maupun
kesehatanmanusiajika
tidakdilakukandengan
SOP teknisdantingkat
disiplin yang tinggi.
Pengembangan dan
pemanfaatan teknologi
nuklir juga dapat
berpengaruh terhadap
pertahanan negarajika
tidakdilakukandengan
pengawasan yang
sangatketat

PKB (1)TETAP
(1A) Penambahan
ayat 1A sehingga

Perubahansubtansi:
Kriteria usahadan/atau
kegiatan perlu
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

berbunyi:
Kriteria usaha
dan/atau kegiatan
yang wajib
dilengkapi dengan
amdalsebagaimana
dimaksud ayah (1)
terdiriatas:
a.pengubahan

bentuklahan dan
bentangalam;

b.eksploitasi
sumber daya
alam, baik yang
terbarukan
maupun yang
tidakterbarukan;

c.proses dan
kegiatan yang
secara potensial
dapat
menimbulkan
pencemaran
dan/atau
kerusakan
lingkungan hidup
sertapemborosan
dan kemerosotan
sumberdayaalam
dalam
pemanfaatannya;

d.proses dan
kegiatan yang
hasilnya dapat
mempengaruhi
lingkungan alam,

dicantumkan agar
memiliki kepastian
hukum sebagairujukan
dalam pembuatan
peraturanpemerintah
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

lingkungan
buatan, serta
lingkungan sosial
danbudaya;

e.proses dan
kegiatan yang
hasilnya akan
mempengaruhi
pelestarian
Kawasan
konservasi
sumberdayaalam
dan/atau
perlindungan
cagarbudaya;

f.introduksi jenis
tumbuh-
tumbuhan,hewan,
danjasadrenik;

g.pembuatan dan
penggunaan
bahan hayatidan
nonhayati;

h.kegiatan yang
mempunyairisiko
tinggi dan/atau
mempengaruhi
pertahanan
negara;dan/atau

i.penerapan
teknologi yang
diperkirakan
mempunyai
potensi besar
untuk
mempengaruhi
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

lingkunganhidup.

PD

PKS Kembali
keketentuan UU 32
tahun2009

Alasan

 Ketentuan Undang-
undang yang ada
sekarangjauhlebih
baik, dengan
memiliki kriteria
yang jelas.
Sehingga
memberikan
kepastian hokum
bagisetiap pelaku
usaha.

 Kriteria usaha
dan/atau kegiatan
perlu dibuat
spesifik untuk
menjamin
kepastian hukum
dan memberikan
batasan yang jelas
mengenaikegiatan
apasajayangharus
dilengkapi dengan
Amdal.

 Dalam naskah
akademis
perubahan UU
23/1997 ke UU
32/2009
disebutkan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

kelemahan yang
harus diperbaiki
adalah “ketiadaan
pengaturantentang
kriteria usaha atau
kegiatanyangwajib
Amdal dan UKL-
UPL”.

Bila tidak memuat
kriteria,makasejatinya
kita kembali kepada
Undang-undang 23
tahun1997

PAN DIUBAH

Kembali pada UU
Existing.

Ketentuan AMDAL
wajib memenuhi
criteria yang sama
dengan ketentuan
awal yaitu terdiri
dari:
a. pengubahan
bentuk lahan dan
bentangalam;
b. eksploitasi
sumberdaya alam,
baik yang
terbarukan maupun
yang tidak
terbarukan;
c. proses dan
kegiatan yang

Dampak terhadap
lingkungan hidup,
sosial, ekonomi dan
budaya masih terlalu
general dan abstak
tanpa parameteryang
jelas, sementara
permasalahan dampak
lingkungan hidup yang
terkait dengan amdal
harus memuat
penjelasan yang
bersifat rinci dan
prinsip.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

secara potensial
dapatmenimbulkan
pencemaran
dan/atau kerusakan
lingkungan hidup
serta pemborosan
dan kemerosotan
sumberdaya alam
dalam
pemanfaatannya;
d. proses dan
kegiatan yang
hasilnya dapat
mempengaruhi
lingkungan alam,
lingkungan buatan,
serta lingkungan
sosialdanbudaya;
e. proses dan
kegiatan yang
hasilnya akan
mempengaruhi
pelestariankawasan
konservasi sumber
dayaalam dan/atau
perlindungan cagar
budaya;
f. introduksi
jenis tumbuh-
tumbuhan, hewan,
danjasadrenik;
g. pembuatan
dan penggunaan
bahan hayati dan
nonhayati;
h. kegiatan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

yang mempunyai
risiko tinggi
dan/atau
mempengaruhi
pertahanan negara;
dan/atau
i. penerapan
teknologi yang
diperkirakan
mempunyaipotensi
besar untuk
mempengaruhi
lingkunganhidup.

PPP DikembalikankeUU
No.32Tahun2009
Pasal23 ayat (1)
yangberbunyi:

1. Kriteria usaha
dan/atau
kegiatan yang
wajib
dilengkapi
dengan Amdal
terdiriatas:
a.pengubahan

bentuklahan
danbentang
alam;

b.eksploitasi
sumberdaya
alam, baik
yang
terbarukan
maupun
yang tidak

Karena ketentuan ini
lebih detail dan
kongkrituntuk Kriteria
Usaha dan/atau
Kegiatan yang wajib
dilengkapiuntukAmdal
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

terbarukan;
c.proses dan

kegiatan
yang secara
potensial
dapat
menimbulka
n
pencemaran
dan/atau
kerusakan
lingkungan
hidup serta
pemborosan
dan
kemerosota
n sumber
daya alam
dalam
pemanfaata
nnya;

d.proses dan
kegiatan
yang
hasilnya
dapat
mempengar
uhi
lingkungan
alam,
lingkungan
buatan,
serta
lingkungan
sosial dan
budaya;
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

e.proses dan
kegiatan
yang
hasilnya
dapat
mempengar
uhi
pelestarian
kawasan
konservasi
sumberdaya
alam
dan/atau
perlindunga
n cagar
budaya;

f.introduksi
jenistumbuh
-tumbuhan,
hewan, dan
jasadrenik;

g.pembuatan
dan
penggunaan
bahanhayati
dan non
rihani;

h.kegiatan
yang
mempunyai
risiko tinggi
dan/atau
mempengar
uhi
pertahanan
Negara;
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

dan/atau
i.penerapan

teknologi
yang
diperkirakan
mempunyai
potensi
beasr untuk
mempengar
uhi
lingkungan
hidup.

939. (2)Ketentuan lebih lanjut mengenai
kriteria usaha dan/atau kegiatan
yang berdampak penting
sebagaimanadimaksudpadaayat
(1), diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

TETAP PDI-P TETAP Disetujui Panja
Pukul16.26

DIHAPUS

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB Ketentuan lebih
lanjut mengenai
kriteria usaha
dan/atau kegiatan
yang berdampak
penting
sebagaimana
dimaksudpadaayat
(1A),diaturdengan
Peraturan
Pemerintah.

PerubahanAyat(2):
Menyesuaikan dengan
penambahan norma
baruayat(1A)

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

940. 4.Ketentuan Pasal 24 diubah
sehinggaberbunyisebagaiberikut:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS

PAN TETAP

PPP

941. Pasal24
Dokumen amdal
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal22merupakan
dasarpenetapankeputusan
kelayakanlingkunganhidup.

Pasal24
(1)DokumenAmdalmerupakandasar

ujikelayakanlingkunganhidup.

AlasanPerubahan
Amdal dikembalikan
kedudukan/posisinya
sepertipada konsep
awalnyayaitusebagai
studikelayakan dari
aspek lingkungan
terhadap suatu
rencana usaha
dan/atau kegiatan
yangakandilakukan.

Uji kelayakan untuk
usaha dan/atau
kegiatanwajibamdal
atau yang berisiko
tinggi dilakukan
sebelum dimulainya
kegiatan.

Untukusahadan/atau
kegiatan berisiko
tinggi atau wajib
amdal, Perizinan
Berusaha diterbitkan
setelahditerbitkannya
keputusan kelayakan
lingkungan.
Jeniskegiatanusaha

PDI-P Dikembalikan pada
UUexisting.

Amdal merupakan
instrumen penting
untuk memastikan
usaha dan/atau
kegiatan sesuai
denganLH.

Disetujui Panja
Pukul16.29

Timus/Timsin,
usulan
disempurnakan
sebagaimana
usulan
FPNasdem
(ditambahkan
frasa
“usaha/kegiatan”)

PG TETAP

P.GERINDRA Pendalaman

1.Apa yang
dimaksud
dengan uji
kelayakan?

2.Adakah
perbedaan
signifikan antara
AMDAL sebagai
dasarpenetapan
kelayakan
lingkungan dan
AMDAL sebagai
dasar uji
kelayakan?
Mohon
penjelasan alur
keputusan
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diaturdiPP
Pemerintah dapat
menunjuk lembaga
dan/atau ahli
tersertifikasi untuk
melakukan uji
kelayakan.
Pada dasarnya
kebutuhan untuk
lembagadan/atauahli
yang bersertifikat
adalah untuk
membantu
Pemerintah dalam
melakukan Uji
Kelayakan dalam
rangka apabila
terdapatketerbatasan
sumber daya di
Pemerintah.

Pemerintahdalam
melakukanuji
kelayakanmemiliki
duapilihan,yaitu
dilakukanoleh
pemerintahatau
menunjukpihak
bersertifikat.Dalam
haldilakukan
pemerintah,akan
dibentuksuatu
tim/lembagapenilai
ujikelayakan.Tim ini
akan
mengintegrasikan3
(tiga)tim yang

kelayakan
Lingkungan
Hidup.

Kesimpulan:
DIUBAH,kembalike
TeksUUExisting.

(1)Dokumen amdal
merupakandasar
penetapan
keputusan
kelayakan
lingkungan
hidup.

P.NASDEM PERBAIKANNORMA
BARU

(1)DokumenAmdal
merupakan
dasar uji
kelayakan
lingkunganhidup
usaha/kegiatan

 Terjadi perubahan
mendasar dari
Amdal sebagai
dasar pengambilan
keputusan menjadi
dasarujikelayakan
lingkungan.

 Konsekuensi dari
perubahan diatas
adalah hasilamdal
dalam bentuk
menolak dan atau
menerima suatu
usaha dan/atau
kegiatan, tetapi
amdal menjadi
dasar pelaksanaan
uji,arttinya setelah
Amdalselesaimaka
dilakukan lagi uji
kelayakan
lingkungan
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sebelumnyaada,yaitu
KomisiPenilai
AMDAL,Tim Teknis
danSekretaiat.
Dengandibentuknya1
(satu)tim akanlebih
efisiennamuntetap
dengantingkat
efektifitasyangsama.
Komposisitim
tersebutakan
mengadopsiKomisi
PenilaiAMDALdan
Tim teknis,yaitu:
1.Kementerianyang

membidangi
urusanlingkungan
hidup/KLHK
(Ketua)

2.K/Llaindan/atau
perwakilan
Pemerintah
Daerah

3.Pakar(lingkungan,
perencanaan,
dampak)

4.Organisasi
dan/atauunsur
lainyangrelevan

5.Masyarakat
terdampak

PotensiImplikasi
1. Pemerintah
perlu segera
menyusun
mekanisme

PKB TETAP

PD

PKS Dikembalikan
keketentuan UU 32
tahun2009

Alasan

 Jika dilihat dari
konstruksipasal24
inipemerintahpusat
hendakmemonopoli
segala keputusan
terkaitAMDAL.

 Dokumen AMDAL
merupakan dasar
penetapan
kelayakan
lingkungan yang
dibuat berdasarkan
skalakegiatan.

 Bersepakat dengan
tim ahli bahwa
amdal merupakan
studikelayakan.

Kemudian menjadi
dasarbagipemerintah
ataupemerintahdaerah
dalam menerbitkan
Surat Keputusan
KelayakanLH

PAN TETAP

PPP

942. (2)Uji Kelayakan sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)dilakukan
olehPemerintahPusat.

PDI-P TETAP Disetujui Panja
Pukul16.31

TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA PENDALAMAN
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pelaksanaan uji
kelayakan, sistem
sertifikasi, maupun
standar kompetensi
bagi lembaga atau
ahli tersertifikasi
untuk dapat
melaksanakan uji
kelayakan
sebagaimana
dimaksuddalam RUU
ini.
2. Izinlingkungan
yang sudah ada
menjadibagian atau
syarat perizinan
berusaha.
3. Izinlingkungan
yang sedang
berproses akan
dikeluarkan
keputusan kelayakan
lingkungan atau
persetujuan
pemerintah.

• AMDAL tidak
dihapuskan tapi
dikembalikan kepada
fungsi dan proses
sebenarnya yaitu
dokumen teknis dan
ilmiahstudikelayakan
lingkunganhidupyang
kemudian digunakan
sebagai syarat

Menyesuaikan
dengan pola
kewenanganyang
sudahdisepakati,
dibawa ke
Timus/Timsin.

Mengapa
Pemerintah Daerah
tidak dilibatkan
dalam melakukanuji
kelayakan AMDAL?
Mengingat lokasi
kegiatan/usaha
berada di daerah,
maka Pemerintah
Daerah lebih
mengetahui dan
memahamidampak
suatu
kegiatan/usaha
terhadap
LingkunganHidup.

Kesimpulan:
DIUBAH

(2)Uji Kelayakan
dokumen Amdal
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 24
dilakukan oleh
Pemerintah
Pusat atau
Pemerintah
Daerah sesuai
dengan
kewenangannya

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS DIHAPUS Alasan
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perizinan berusaha
yang memuat
ketentuan/kewajiban
dariaspeklingkungan.
• Dengan
terhadap perizinan
berusaha sehingga
Perizinan Berusaha
dapat dicabut
dihapusnya
terminologi Izin
Lingkungan, maka
safeguard yang
dihasilkandariproses
Amdal atau standar
UKL-UPL akan
diintegrasikan dalam
Perizinan Berusaha,
sehingga apabila
terjadi pelanggaran
aspek lingkungan
merupakan juga
pelanggaran.
• Dengan
adanya perubahan
penghapusan
terminologi izin
lingkungan tidak
mengurangi akses
masyarakat.
• Masyarakat
akan tetap terlibat
dalam setiap proses
Amdal.

Catatan:
Izin lingkungan
dihilangkan, diganti

 Seluruh ketentuan
terkait ujidokumen
amdal dikembalikan
pada mekanisme
yang ada diUU 32
tahun 2009,dimana
dokumen amdal
dinilai oleh komite
penilaiamdal

 Usulan terkait uji
kelayakan dokumen
amdalyangdiusulkan
oleh pemerintah
untuk menjadi
kewenangan
pemerintah pusat
dengan menunjuk
lembagaahliatauahli
berserttifikat
dianggap tidak
menyelasaikan
persoalan dokumen
amdal yang terjadi
saat ini, melainkan
hanya akan
memindahkan
kesalahan praktik-
praktik Amdalyang
bayakterjadisaatini
kepemerintahpusat.
OlehsebabituFPKS
menaggap bahwa
perubahan ini tidak
urgent/penting
karena pada
dasarnya
dikembalikan kepada
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perizinan berusaha.
Dengan demikian,
semakinsempitakses
masyarakat untuk
melakukan upaya
hukum terhadap
keputusan yang
berpotensi
menimbulkandampak
lingkunganhidup.

mental penyusun
amdalserta seluruh
pihak yang terkait
dengan kegiatan
amdal.

FPKS juga
mengusulkan untuk
memasukan dalam
normaRUUCikerterkait
pasal sanksi bagi
penyusun,penilaidan
pemrakarsa dokumen
amdal jika terbukti
melakukanpelanggaran
kode etik penyusunan
atau penilaidokumen
amdal

PAN TETAP

PPP

943. (3)PemerintahPusatdalam melakukan
Uji Kelayakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat
menunjuk lembaga dan/atau ahli
bersertifikat.

PDI-P TETAP Disetujui Panja
Pukul16.34

Disesuaikan
denganDIM 942.

PG TETAP

P.GERINDRA PENDALAMAN

1.Apakah Ahli
bersertifikatyang
dimaksud itu
bisa satu orang
atau panelahli?
Atau tim penilai
lintas unsur,
termasuk ahli?
Bagaimana
kriterianya?

2.Mengingat akan
ada banyak
permohonan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

perizinan
berusaha/kegiat
an yang
berdampak
penting,Apakah
akan dibentuk
ratusan Panel
AhlidiPusat?

3.Apakahlembaga
atau Ahli
bersertifikat
dapat juga
dibentuk oleh
Pemerintah
Daerah?

4.Sertifikasi Ahli
dimaksud akan
dilaksanakan
oleh siapa?
Bagaimana
kedudukan Ahli
yang sudah
bersertifikat
sebelum RUU
CiptaKerjaini?

5.Pengetahuan
Lokasi sangat
menentukan
keputusan ahli
terhadap
kelayakan
Lingkungan.
bagaimanan jika
panelAhlihanya
ada Pemerintah
Pusat?
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

Kesimpulan:
DIUBAH

(3)Pemerintah
Pusat dan
Pemerintah
Daerah sesuai
dengan
kewenangannya
dalam
melakukan Uji
Kelayakan
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1)
membentuk tim
penilai Amdal
yang terdiridari
unsur
masyarakat,
Pemerintah,dan
ahlibersertifikat.

P.NASDEM TETAP

Mengusulkan
Rumusan norma
barudiantaraayat3
danayat4

Ujikelayakan yang
dilakukan oleh
lembaga
bersertifikatmenjadi
salah satu bahan
pertimbangan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

pemerintah pusat
dalam penetapan
keputusan
kelayakan
lingkunganhidup.

PKB TETAP

PD

PKS DIHAPUS

PAN TETAP

PPP

944. (4)Pemerintah Pusat menetapkan
Keputusan kelayakan lingkungan
hidup berdasarkan uji kelayakan
lingkungan.

PDI-P TETAP Disetujui Panja
Pukul16.35

Disesuaikan
dengan DIM
sebelumnya.

PG TETAP

P.GERINDRA PENDALAMAN

1.Dimana
kedudukan
AMDAL?

2.Apa yang
dimaksud
dengan uji
kelayakan?

3.Sejauh mana
Pemerintah
Pusat bisa
menjaminbahwa
uji kelayakan
tersebutobjektif?
Mengingat
Pemerintah
Pusat berada
jauh darikokasi
usaha/kegiatan.

4.Dimana
keterlibatan
masyarakat
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

setempat dan
Pemerintah
Daerah dalam
penyusunan
AMDAL dan uji
kelayakannya?

Kesimpulan:
DIUBAH

(4) Pemerintah
Pusat dan
Pemerintah Daerah
sesuai dengan
kewenangannya
menetapkan
Keputusan
kelayakan
lingkungan hidup
berdasarkan
AMDAL.

P.NASDEM Perbaikan norma
dengan menambah
frasa “dengan
mempertimbangkan
hasil”

Pemerintah Pusat
menetapkan
Keputusan
kelayakan
lingkungan hidup
dengan
mempertimbangkan
hasilujikelayakan
lingkungan.



77

NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

PKB TETAP

PD

PKS IHAPUS

PAN TETAP

PPP

945. (5)Keputusan kelayakan lingkungan
hidupsebagaimanadimaksudpada
ayat (4), sebagai persyaratan
penerbitanPerizinanBerusaha.

PDI-P Adanya redaksional
mengenai“Perizinan
Berusaha” yang
sudah diaturpada
ketentuan umum
pada RUU Cipta
Kerja,tidak sejajar
dengan adanya
ketentuanyangada
pada Pasal1 ayat
36.Sehinggaterjadi
tumpang tindih,
karena ada dua
pengertian “Izin
Usaha” dan
“ Perizinan
Berusaha”

Disetujui Panja
Pukul16.38

Tetap

Pasal1angka36
disesuaikan
seharusnya
perizinan
berusaha.

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH

1.Kelayakan
lingkunganhidup
apakah sama
denganRBA?

2.Kamiberasumsi
bahwa izin
lingkungan,
terutama yang
berdampak
penting,bersifat
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

terpisah karena
waktu
penyusunan
dokumen
AMDAL yang
relatif lama,
minimal30 hari,
ditambah waktu
penilaian/uji
kelayakan yang
bisa memakan
waktu minimal
60 hari.Apabila
keputusan
kelayakan
lingkunganhidup
menjadi syarat
penerbitan
Perizinan
Berusaha,maka
waktupenerbitan
Perizinan
Berusaha akan
sangat lama.
Bagaimana
mengatasi hal
ini?

3.Kelayakan
lingkunganhidup
sepertiapayang
dimaksud
sebagai syarat
penerbitan
Perizinan
Berusaha?

4.Apabila
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

kelayakan
lingkunganhidup
dalam Perizinan
Berusahaberupa
komitemensaja?
Apakah Pelaku
Usaha sudah
bisa melakukan
kegiatan/
usahanyasetelah
mendapat “izin
lingkungan
dengan
komitmen”?Atau
harusmenunggu
terbitnya surat
keputusan
kelayakan
lingkungan
hidup?

5.Apabila
keputusan
kelayakan
lingkunganhidup
didahuluidengan
“izin lingkungan
dengan
komitmen”, dan
Pelaku Usaha
bisa langsung
melakukan
kegiatan/usahan
yabahkanhingga
berproduksi,
bagaimana
apabila AMDAL-
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

nya dinyatakan
tidak layak
lingkungan
sehingga tidak
dapatditerbitkan
keputusan
kelayakan
lingkungan
hidup? Apakah
izinberusahanya
dicabut/tidak
berlaku dan
usahanya harus
terhenti?

Kesimpulan:
DIUBAH

(5)Bagi pelaku
usaha yang
telah
memperoleh
perizinan
berusaha,
keputusan
kelayakan
lingkungan
hidup
sebagaimana
dimaksud pada
ayat(3),menjadi
syarat
pelaksanaan
kegiatan
dan/atau
usahanya.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS DIHAPUS

PAN Perlu penjelasan
lebih lanjut dari
Pemerintah
mengenai
keputusan
kelayakan
lingkungan hidup
sebagaipersyaratan
penerbitanPerizinan
Berusaha.

PPP

946. (6)Terhadap kegiatan yang dilakukan
oleh instansi Pemerintah,
keputusan kelayakan lingkungan
hidupsebagaimanadimaksudpada
ayat(4)sebagaidasarpelaksanaan
kegiatan.

PDI-P TETAP Disetujui Panja
Pukul16.39

TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS DIHAPUS

PAN TETAP

PPP

947. (7)Ketentuan lebih lanjut mengenai
pelaksanaan ujikelayakan diatur
denganPeraturanPemerintah.

PDI-P TETAP Disetujui Panja
Pukul16.39

TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA PENDALAMAN

1.SeharusnyaUUini
mengaturtentang
ketentuan-
ketentuan pokok
tentang:

a.Kegiatan
yang wajib
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

Amdal
b.Keterlibatan

Masyarakat
dalam
penyusunan
dan
penilaian.

c. Keterlibatan
Pemerintah
Daerah

d.Konsekuensi
apabila
Amdaldinilai
tidak layak
lingkungan.

Dari ketentuan-
ketentuan diatas
beberapa
diantaranya belum
diatur, sehingga
harus dibuatpasal
tambahan untuk
mengaturnya, tidak
langsung
dituangkan dalam
bentuk PP, tanpa
cantolanUU.

Kita meminta
pemerintah
mengajukankepada
DPR tambahan
pasal-pasal baru
untukmengaturhal-
hal yang belum
diaturdiatas.



83

NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

Kata “pelaksanaan”
dihapus.

Kesimpulan:
DIUBAH.

(7)Ketentuan lebih
lanjutmengenai
uji kelayakan
diatur dengan
Peraturan
Pemerintah.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS

PAN TETAP

PPP

948. 5.Ketentuan Pasal 25 diubah
sehinggaberbunyisebagaiberikut:

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

949. Pasal25
Dokumenamdalmemuat:

Pasal25
DokumenAmdalmemuat:

AlasanPerubahan
1. Agar
pembahasan Amdal
itu fokus dan tidak
melebar,maka saran
masukan serta
tanggapan

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP
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masyarakat dalam
dokumenAmdalyang
harusadahanyadari
masyarakat yang
terkena dampak
secara langsung dan
relevan terhadap
rencana usaha
dan/ataukegiatan.
2. Hal ini juga
ditujukanagarAmdal
tepat sasaran untuk
mengkaji dampak
lingkungandarisuatu
usaha dan/atau
kegiatan,serta tidak
dimanfaatkan oleh
pihak-pihak lain yang
berkepentingan.
3. Perizinan
berusaha tetap
memperhatikan
lingkungan hidup
dengan
mengutamakan
masyarakat yang
terkena dampak
secara langsung dan
relevan.
4. Kelompok
masyarakat lainnya
tetap dapat
berpartisipasi dalam
memberikan saran
masukan serta
tanggapan namun
tidakdiharuskanada.

PAN TETAP

PPP

950. a.pengkajian mengenai
dampakrencanausaha
dan/ataukegiatan;

a.pengkajian mengenai dampak
rencanausahadan/ataukegiatan;

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

951. b.evaluasi kegiatan di
sekitar lokasirencana
usaha dan/atau
kegiatan;

b.evaluasikegiatandisekitarlokasi
rencanausahadan/ataukegiatan;

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

952. c. saran masukan serta
tanggapan masyarakat
terhadaprencanausaha
dan/ataukegiatan;

c. saran masukan serta tanggapan
masyarakat terkena dampak
langsung yang relevan terhadap
rencanausahadan/ataukegiatan;

PDI-P TETAP Disetujui Panja
Pukul16.40

TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA PENDALAMAN

Penambahan frasa
“terkena dampak
langsung yang
relevan”padahuruf
cini,ternyatadiikuti
dengan
penghapusan
ketentuan Pasal26
ayat(3)lama (UU
existing) (DIM No.
959).

Hal itu berakibat,

Pasal26 ayat(3)UU
No.32Tahun2009:

(3) Masyarakat
sebagaimana
dimaksudpadaayat
(1)meliputi:

a.yang terkena
dampak;

b.pemerhati
lingkungan
hidup;dan/atau

c. yang
terpengaruhatassegala
bentuk keputusan
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Konsepsi dokumen
Amdal sebelumnya
diharuskan memua3
(tiga) kelompok
masyarakat.

PotensiImplikasi
Pemerintah
menegaskanbahwa
masyarakattetap
dapatmemberikan
masukandifokuskan
tapitidakterbatas
hanyabagi
masyarakatterkena
dampaklangsungdan
relevanterhadap
rencanadan/atau
kegiatan

Catatan:
Perubahaninibukan
suatupembatasan
melainkanagarfokus
dantepatsasaran
kepadapihak-pihak
yangberdampak
langsung,karena
dewasaini,banyak
pihak-pihakyangtidak
berkepentingan
terlibatsehingga
prosespenyusunan
Amdalrumit.

dinafikannya suara
masyarakat sekitar
yang terkana
dampak langsung
yang tidak relevan,
atau yang tidak
langsung terkena
dampak,dan suara
kalangan aktivis
lingkungan serta
akademisi
perguruan tinggi
yang konsern
terhadap isu-isu
lingkunganhidup.

Masyarakat yang
terdampaklangsung
secara relevan
dalam kenyataan
selamainikerapkali
mengalami
hambatan untuk
menyampaikan
pendapat dan
aspirasinya
terhadap suatu
rencana
kegiatan/usaha
yang berpengaruh
langsung terhadap
lingkungan dan
kehidupanmereka.

Kesimpulan:Diubah,
hurufc kembalike
tekslama.

dalam prosesamdal.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

c.Saran masukan
serta tanggapan
masyarakat
terhadap rencana
usaha dan/atau
kegiatan;

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS Dikembalikan
keketentuan UU 32
tahun2009

Alasan

FPKS berpendapat
bahwa Partisipasi
seluruh elemen
masyarakat (tidak
hanya masyarakat
terdampak) mutlak
diperlukankarena
merupakanhakpublik
terhadap lingkungan.
Sebagai contoh
kebanyakan
masyarakat yang
terkena dampak
langsung dariaktifitas
atau usaha adalah
masyarakatbiasayang
belum semuanya
teredukasi terkait
persoalan lingkungan,
sehinggamasukandari
pengamat, akademisi,
NGO dll masih tetap
relevan dalam
penyusunan dokumen
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

amdal.

FPKS menyadaripada
tatanan praktik
konstruksi point c
dalam UU 32 tahun
2009 banyak disalah
gunakan oleh oknum
tertentu dalam proses
penysusunan amdal,
akantetapipemrakarsa
amdal termasuk
instansi yang terkait
penyusunan dokumen
amdal dapat
menyesuaikan
kebutuhan partisipasi
masyarakat dalam
penysunan dokumen
amdaloleh sebab itu
FPKS berpendapat
bahwa usulan
perubahanpointcharus
tetap sesuai dengan
ketentuandalam UU32
tahun2009

PAN TETAP

PPP Ketentuan huruf C
inidikembalikanke
UU No.32 Tahun
2009Pasal25huruf
cyangberbunyi:

c. saran masukan
serta tanggapan
masyarakat
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

terhadaprencana
usaha dan/atau
kegiatan;

953. d.prakiraan terhadap
besaran dampak serta
sifat penting dampak
yangterjadijikarencana
usaha dan/atau
kegiatan tersebut
dilaksanakan;

d.prakiraanterhadapbesarandampak
serta sifatpenting dampak yang
terjadijikarencanausahadan/atau
kegiatantersebutdilaksanakan;

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

954. e.evaluasisecaraholistik
terhadap dampak yang
terjadi untuk
menentukan kelayakan
atau ketidaklayakan
lingkunganhidup;dan

e.evaluasisecara holistik terhadap
dampak yang terjadi untuk
menentukan kelayakan atau
ketidaklayakan lingkungan hidup;
dan

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

955. f. rencana pengelolaan
dan pemantauan
lingkunganhidup.

f. rencana pengelolaan dan
pemantauanlingkunganhidup.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

956. 6.Ketentuan Pasal 26 diubah
sehinggaberbunyisebagaiberikut

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA

P.NASDEM TETAP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

PKB TETAP

PD

PKS

PAN TETAP

PPP

957. Pasal26
(1)Dokumen amdal

sebagaimanadimaksud
dalam Pasal22disusun
oleh pemrakarsa
dengan melibatkan
masyarakat.

Pasal26
(1)Dokumen Amdal sebagaimana

dimaksuddalam Pasal22disusun
olehpemrakarsa.

AlasanPerubahan
1. Keterlibatan
masyarakat adalah
faktor fundamental
dalam penyusunan
Amdal.
2. Keterlibatan
masyarakat oleh
sebagian pihak
dianggap menjadi
faktor penghambat
investasi, sehingga
perlu kehati-hatian
dalam perumusan
pasal ini agar hak
masyarakat tidak
sertamertahilang.
3. Salah satu
politik hukum dalam
penyusunan RUU
CiptaKerjaadalahhal-
hal yang bersifat
detaildanteknisakan
diatur lebih lanjut
dengan Peraturan
Pemerintah.
4. Perubahan ini
diharapkan dapat
mempercepat
penyelesaian

PDI-P TETAP Disetujui Panja
Pukul16.56

Kembali ke UU
eksisting

PG TETAP

P.GERINDRA PENDALAMAN

1.Pasal1Ayat
(1) dalam
RUU Cipta
Kerja ini
tidak masuk
akal,karena
apakah ada
pihak lain
yang
berkepenting
an
menyusun
Amdaluntuk
kegiatan
usaha orang
lain (selain
pemrakarsan
ya sendiri)
karena itu
norma yang
diatur
harusnya
pelibatan
masyarakat
seperti teks
UUexisting.
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perizinan berusaha
pada sektor
lingkungan.
5. Kelompok
masyarakat lainnya
tetap dapat
berpartisipasi dalam
memberikan saran
masukan serta
tanggapan namun
tidakdiharuskanada.
Konsepsi dokumen
Amdal sebelumnya
diharuskan memua 3
(tiga) kelompok
masyarakat.

PotensiImplikasi
Pemerintah
menegaskanbahwa
masyarakattetap
dapatmemberikan
masukandifokuskan
tapitidakterbatas
hanyabagi
masyarakatterkena
dampaklangsungdan
relevanterhadap
rencanadan/atau
kegiatan

2.Pelibatan
masyarakat
dalam
penyusunan
Amdal
sangat
penting dan
bila perlu
diperluas,
fungsinya
untuksecara
komprehensi
f mencegah
terjadinya
dampak
yang
mungkin
timbul

3.Pasal 26
mengatur
tentang
keterlibatan
masyarakat
dalam
penyusunan
Amdal(Ayat
(1) sampai
Ayat(3))dan
dalam
penilaian
Amdal(Ayat
(4))sehingga
bunyi Ayat
(1)
ditegaskan
tentang
keterlibatan
masyarakat
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

dalam
perumusan
danpenilaian
Amdal.

Kesimpulan:
DIUBAH

Pasal26
(1)Masyarakat

harus dilibatkan
dalam
penyusunan dan
penilaian
dokumen Amdal
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal22.

P.NASDEM PERLUDIJELASKAN
DALAM
PENJELASAN

Perlu menambah
penjelasanPasalbahwa
penyusunan dokumen
Amdal tetap
mempertimbangkan
keterlibatanmasyarakat
yang lebih fokus dan
tepat sasaran serta
sesuaimasukan yang
relevan

PKB (1)Dokumen amdal
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal22disusun
olehpemrakarsa
dengan
melibatkan

PerubahanSubstansi:
Dalam penyusunan
dokumen amdalwajib
melibatkan masyarakat
agar dokumen amdal
tersebutdapatbersifat
akuntable
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

masyarakat

PD

PKS Kembali
keketentuan UU32
tahun2009

Alasan

Frasa pelibatan
masyarakat tetap
menjadi kata kunci
penyusunan dokumen
amdal

PAN DIUBAH

Ditambahkan frasa
“dengan melibatkan
perwakilan unsur
masyarakat”,
setelah kata
“pemrakarsa”,
sehingga menjadi
sebagaiberikut:

AMDAL
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 22 disusun
oleh pemrakrasa
dengan melibatkan
perwakilan unsur
masyarakat

Unsurmasyarakatwajib
dilibatkan dalam
penyusunan AMDAL
dimaksudkan untuk
dapat memperkaya
kajian AMDAL yang
dilakukan karena pada
kondisi lingkungan,
biasanya masyarakat
memilikiinformasiyang
menyeluruh mengenai
keadaanlingkungannya.
Pelibatan masyarakat
juga dapat
meminimalisir potensi
konflik yang akan
terjadiantara kegiatan
usaha yang akan
dilakukakan dengan
aktivitas masyarakat
serta aturan norma
(local wisdom) yang
mungkin berlaku pada
daerahtersebut.

PPP Dikembalikan Pasal - Seharusnya tetap
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

26ayat(1)sampai
(4)UUNo.32Tahun
2009yangberbunyi:

(1) Dokumen
amdal
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal22
disusun oleh
pemrakarsa
dengan
melibatkan
masyarakat;

(2) Pelibatan
masyarakat
harusdilakukan
berdasarkan
prinsip
pemberian
informasiyang
transparan dan
lengkap serta
diberitahukan
sebelum
kegiatan
dilaksanakan.;

(3) Masyarakat
sebagaimana
dimaksudpada
ayat (1)
meliputi: a.
yang terkena
dampak; b.
pemerhati
lingkungan

melibatkan
masyarakat lain
yang berurusan
dengan lingkungan
hidup misalnya
pemerhati
lingkungan hidup
dan/atau yang
terpengaruh atas
segala bentuk
keputusan dalam
prosesAmdal.

- Semangatnya tidak
mengurangi
partisipasi public
dalam menganulir
atau mengoreksi
keputusan yang
melanggar hukum
yang berkaitan
dengan lingkungan
hidup, sebab
masyarakata
memiliki hak dan
kesempatam yang
sama seluas-
liuasnya untuk
berperanaktif.



94

NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

hidup;dan/atau
c. yang
terpengaruh
atas segala
bentuk
keputusan
dalam proses
amdal;

(4) Masyarakat
sebagaimana
dimaksudpada
ayat(1)dapat
mengajukan
keberatan
terhadap
dokumen
amdal;

958. (2)Pelibatan masyarakat
harus dilakukan
berdasarkan prinsip
pemberian informasi
yang transparan dan
lengkap serta
diberitahukan sebelum
kegiatandilaksanakan.

(2)Penyusunan dokumen Amdal
dilakukan dengan melibatkan
masyarakatyang terkena dampak
langsung terhadap rencana usaha
dan/ataukegiatan.

PDI-P Mengusulkan
perubahanredaksi:

(2)Penyusunan
dokumenAmdal
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (2) wajib
melibatkan
masyarakat
yang terkena
dampak
langsung
terhadap
rencana usaha
dan/atau
kegiatan.

Alasan: adanya

Disetujui Panja
Pukul16.57

Dibawa ke
Timus/Timsin.
Disebutkan
dengan jelas
bahwa proses
pembuatan
amdal dengan
melibatkan
masyarakat dan
hasilnya dapat
divalidasi
pemerintah
dengan
melakukan uji
publik.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

frasa wajib guna
memastikan dalam
penyusunan Amdal,
masyarakat
dilibatkan dengan
aktif berdasarkan
prinsipakuntabilitas
dantransparansi.

PG (2)Penyusunan
dokumen Amdal
dilakukandengan
melibatkan
masyarakatyang
terkena dampak
langsung dan
pihak lain yang
berkepentingan
terhadaprencana
usaha dan/atau
kegiatan.

Halinidalam rangak
memenuhi kaidah
international best
practice

P.GERINDRA PENDALAMAN

1.Perubahan pada
ayat(2),dengan
menghapus kata
“harus”,
meniadakan
kewajiban
pemrakarsa
untuk
memberikan
informasi yang
transparan dan
lengkap kepada
masyarakat
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

sebelum
kegiatan
dilaksanakan.
Haliniberakibat
masyarakatakan
mengalami
kesulitan untuk
mengetahui
dampak rencana
kegiatan/usaha
yang
sesungguhnya,
baik langsung
maupun tidak
langsung,
terhadap
lingkungan dan
kehidupan
mereka.

2.Perubahan juga
menambahfrasa
“yang terkena
dampak
langsung”.Frasa
ini membatasi
partisipasipublik
dalam proses
penyusunan
AMDAL, karena
masyarakatyang
dilibatkan hanya
masyarakatyang
terkena dampak
langsung.
Kelompok-
kelompok
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

masyarakat
lainnya, yang
disebut dalam
ayat (3) tidak
dimasukkan
karena ayat (3)
ini dihapus
dalam DIM No.
959.

Kesimpulan:
DIUBAH, kembali
teks lama (UU
existing).

(2) Pelibatan
masyarakat harus
dilakukan
berdasarkan prinsip
pemberian
informasi yang
transparan dan
lengkap serta
diberitahukan
sebelum kegiatan
dilaksanakan.

P.NASDEM TETAP

PKB Pelibatan
masyarakat harus
dilakukan
berdasarkan prinsip
pemberian
informasi yang
transparan dan
lengkap serta

PerubahanSubstansi:
Dalam penyusunan
dokumen amdalwajib
melibatkan masyarakat
agar dokumen amdal
tersebutdapatbersifat
akuntable dan
trsnparan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

diberitahukan
sebelum kegiatan
dilaksanakan.

PD

PKS DIUBAH

(2) Penyusunan
dokumen Amdal
dilakukandengan
melibatkan
masyarakat
berdasarkanprinsip
pemberian
informasiyang
transparan dan
lengkap serta
diberitahukan
sebelum
kegiatan
dilaksanakan

Alasan

Amdal berfungsi
sebagai
bahanpertimbangan
sebelum kegiatan
dilaksanakan,sehingga
sudah seharusnya
informasi
penyusunandan
sosialisasinya juga
dilakukan
sebelum dokumen
disusun
denganmelibatkan
masyarakat.

PAN DIUBAH

Menambahkanfrasa
“berdasarkanprinsip
pemberian
Dokumen informasi
yangtransparandan
lengkap serta
diberitahukan
sebelum kegiatan
dilaksanakan”
sehinggaberbunyi:
Penyusunan
dokumen Amdal
dilakukan dengan

Pemberian informasi
mengenaiAMDALwajib
dilakukan sebelum
kegiatan dilaksanakan
untuk menemukan
solusiyang baik bagi
kedua belah pihak
(pemrakarsa dan
masyarakat) sehingga
kegiatan yang
dilaksanakan dapat
dipastikan aman serta
mendapatkan
persetujuandanbahkan
dukunganmsyarakat.



99

NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

melibatkan
masyarakat yang
terkena dampak
langsung terhadap
rencana usaha
dan/atau kegiatan
berdasarkan prinsip
pemberian
Dokumen informasi
yangtransparandan
lengkap serta
diberitahukan
sebelum kegiatan
dilaksanakan.

PPP DiHapus KarenaKetentuanayat
(2)inisudah diaturdi
Pasal26 ayat(2),(3)
dan (4) UU No. 32
Tahun2009

959. (3)Masyarakat
sebagaimanadimaksud
padaayat(1)meliputi:

a.yang terkena
dampak;

b.pemerhati
lingkungan hidup;
dan/atau

c.yang terpengaruh
atas segala bentuk
keputusan dalam
prosesamdal.

(4)Masyarakat
sebagaimanadimaksud
pada ayat (1) dapat
mengajukan keberatan

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai
proses pelibatan masyarakat
sebagaimanadimaksudpadaayat
(2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

PDI-P Memintapenjelasan
pemerintah,apakah
tidakcukupdengan
Peraturan Menteri,
mengingat lingkut
substansinya tidak
terlaluluassehingga
tidak melibatkan
banyak sektor K/L
seperti dalam
pembentukanPP.

Praktek selama ini,
berkaitan dengan
pelibatan
masyarakat juga

Disetujui Panja
Pukul16.59

TETAP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

terhadap dokumen
amdal.

diatur dengan
Permen. Oleh
Karena itu, jika
digeseruntukdiatur
dengan PP maka
perlu dijelaskan
alasannya.

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH

Penyebutan
kelompok
masyarakat yang
bisa terlibatdalam
penyusunan dan
penilaian AMDAL
pada ayat (3) UU
existing bukanlah
masalahteknisatau
detail, tetapi
masalah prinsipil
terkaitkeadilandan
partisipasi dalam
proses
pembangunan
sesuai asas
pemerintahan yang
baik (good
government).

Kesimpulan:
DIUBAH
Ayat(3)danAyat(4)
lamatidakdihapus.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

(3)Masyarakat
sebagaimana
dimaksud pada
ayat(1)meliputi:

a.yangterkena
dampak;

b.pemerhati
lingkungan
hidup;
dan/atau

c.yang
terpengaruh
atas segala
bentuk
keputusan
dalam
proses
amdal.

(4)Masyarakat
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) dapat
mengajukan
keberatan
terhadap
dokumenamdal.

P.NASDEM TETAP

PKB (3)Masyarakat
sebagaimana
dimaksud pada
ayat(1)meliputi:
a.yangterkena

dampak;
b.pemerhati

lingkungan

PerubahanSubstansi:
Dalam penyusunan
dokumen amdalwajib
melibatkan masyarakat
yang terkena dampak
dan pemerhati
lingkungan agar
dokumen amdal
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

hidup;
dan/atau

c. yang
terpengaruh
atas segala
bentuk
keputusan
dalam
proses
amdal

Penambahan Ayat
(3A) sehingga
berbunyi:

Masyarakat
sebagaimana
dimaksudpadaayat
(1) dapat
mengajukan
keberatan terhadap
dokumenamdal.

tersebutdapatbersifat
akuntable

PenambahanAyat(3A)
sehinggaberbunyi:
Masyarakat
sebagaimanadimaksud
pada ayat (1) dapat
mengajukan keberatan
terhadap dokumen
amdal.

PD

PKS Kembali
keketentuan UU 32
tahun2009

Alasan yang sama
dengan DIM 952
mengenai urgensi
partisipasi masyakat
dalam penyusunan
dokumen amdal.Oleh
sebab itu FPKS
berpendat bahwa
ketentuan dalam pasal
26 ayat (3) dan (4)
harus tetap dimuat
dalam usulan norma
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

RUUCiker

PAN TETAP

PPP DiHapus Belum diperlukan
Peraturan Pemrintah
untuk ketentuan ini,
oleh karena itu
dikembalikan
ketentuanpasal26dari
ayat(1)sampai(4).

Catatan:
Mohon penjelasan
Kenapa pasal 28 ini
dihapus, dan kenapa
langsung diaturdiPP
karena dikhawatirkan
munculnyacekkosong

960. 7.Ketentuan Pasal 27 diubah
sehinggaberbunyisebagaiberikut:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS

PAN TETAP

PPP

961. Pasal27
Dalam menyusundokumen
amdal, pemrakarsa
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal26 ayat(1)
dapat meminta bantuan
kepadapihaklain.

Pasal27
Dalam menyusun dokumen Amdal,
pemrakarsa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) dapat
menunjukpihaklain.

AlasanPerubahan
1. Penegasan
bahwa penyusunan
dokumen Amdal
dapatdilakukan oleh
pihak lain yang
ditunjuk oleh
pemrakarsa.

PDI-P TETAP Disetujui Panja
Pukul17.00

TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH
Harmonisasidengan
DIM No.957.

Pasal27

Dalam menyusun
dokumen Amdal,
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2. Perubahan
pasal ini ditujukan
untuk memperjelas
pelaksanaan
penyusunan amdal
dalam menjamin
kualitas dari kajian
mengenai analisis
dampaklingkungan.

PotensiImplikasi
1.Menciptakan

lapangan
pekerjaan

2.Diperlukan
sosialisasi baik
pusat maupun
daerah untuk
pelaksanaan
penunjukan pihak
lain dalam
penyusunan
Amdal.

pemrakarsa dapat
menunjukpihaklain.

P.NASDEM TETAP

PKB

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

962. 8.Ketentuan Pasal 28 diubah
sehinggaberbunyisebagaiberikut:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS

PAN

PPP

963. Pasal28
(1)Penyusun amdal

sebagaimanadimaksud

Pasal28
(1)Penyusun Amdal sebagaimana

dimaksuddalam Pasal26ayat(1)

AlasanPerubahan
1.Salah satu politik

hukum dalam

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH
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dalam Pasal26ayat(1)
dan Pasal 27 wajib
memiliki sertifikat
kompetensi penyusun
amdal.

dan Pasal 27 wajib memiliki
sertifikat kompetensi penyusun
Amdal.

penyusunan RUU
CiptaKerjaadalah
hal-hal yang
bersifatdetaildan
teknisakan diatur
lebihlanjutdengan
Peraturan
Pemerintah.

2.Memberikan
fleksibilitas bagi
Pemerintah Pusat
dalam mengambil
kebijakan
mengikuti
dinamika
masyarakat dan
global yang
semakincepat.

Harmonisasidengan
DIM No.957 dan
961.

Pasal28
(1)PenyusunAmdal

sebagaimana
dimaksud pada
Pasal 27 wajib
memiliki
sertifikat
kompetensi
penyusunAmdal.

P.NASDEM TETAP

PKB

PD

PKS TETAP

PAN TETAP
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PotensiImplikasi
Untuk mendorong
efektifitas reformasi
perizinan lingkungan
melalui RUU ini,
Pemerintah perlu
segera menyiapkan
PP untuk mengatur
hal-halyang bersifat
lebih teknis terkait
AmdaldanUKL-UPL.

PPP Catatan:

Mohon penjelasan
Kenapapasal28ini
dihapus, dan
kenapa langsung
diaturdiPP karena
dikhawatirkan
munculnya cek
kosong

964. (2)Kriteria untuk
memperoleh sertifikat
kompetensi penyusun
amdal sebagaimana
dimasud pada ayat(1)
meliputi:a.penguasaan
metodologipenyusunan
amdal;b. kemampuan
melakukan pelingkupan,
prakiraan,dan evaluasi
dampak serta
pengambilankeputusan;
dan c. kemampuan
menyusun rencana
pengelolaan dan

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai
sertifikasidan kriteria kompetensi
penyusun Amdal diatur dengan
PeraturanPemerintah.

PDI-P Memintapenjelasan
pemerintah,apakah
tidakcukupdengan
Peraturan Menteri?
mengingat lingkut
substansinyaterlalu
luassehinggatidak
melibatkan lintas
sektor K/L seperti
dalam pembentukan
PP.
Praktek selama ini,
berkaitan dengan
pelibatan
masyarakat juga
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

pemantauan lingkungan
hidup.

(3)Sertifikat kompetensi
penyusun amdal
sebagaimanadimaksud
padaayat(1)diterbitkan
olehlembagasertifikasi
kompetensi penyusun
amdalyang ditetapkan
oleh Menteri sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.

(4)Ketentuan lebih lanjut
mengenaisertifikasidan
kriteria kompetensi
penyusun amdaldiatur
dengan Peraturan
Menteri.

diatur dengan
Permen. Oleh
karena itu, jika
digeseruntukdiatur
dengan PP maka
perlu dijelaskan
alasannya.

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH

Untuk memberikan
kepastian, perlu
dimasukkan norma
yang mengatur
tentang kriteria
untuk memperoleh
sertifikat
kompetensi
penyusuanAmdal.

Tidak relevan
kriteria yang sudah
diaturdalam UUdan
sudahberlakulama,
dirutunkan dalam
Peraturan
Pemerintah.

Selamainimasalah
tidak terletak pada
sertifikasi keahlian
tetapipada kinerja
KomisiAMDALdan
lamanya
pengesahan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

dokumenAMDAL.

Kesimpulan:
DIUBAH,kembalike
teksUUExisting

(2)Kriteria untuk
memperoleh
sertifikat
kompetensi
penyusun amdal
sebagaimana
dimasud pada
ayat(1)meliputi:
a. penguasaan
metodologi
penyusunan
amdal; b.
kemampuan
melakukan
pelingkupan,
prakiraan, dan
evaluasidampak
serta
pengambilan
keputusan; dan
c. kemampuan
menyusun
rencana
pengelolaan dan
pemantauan
lingkungan
hidup.

(3)Sertifikat
kompetensi
penyusunamdal



109

NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1)
diterbitkan oleh
lembaga
sertifikasi
kompetensi
penyusunamdal
yang ditetapkan
oleh Menteri
sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.

(4)Ketentuan lebih
lanjutmengenai
sertifikasi dan
kriteria
kompetensi
penyusunamdal
diatur dengan
Peraturan
Pemerintah.

P.NASDEM TETAP

PENAMBAHAN
AYATBARU:
(3) Peraturan
Pemerintah yang
mengatur tentang
sertifikasi dan
kriteria kompetensi
penyusun Amdal
sebagaimana yang

Perlu diatur didalam
norma untuk
mempertegas yang
akan diatur dalam
PeraturanPemerintah
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

dimaksudpadaayat
(2) paling sedikit
meliputi:

a)penguasaan
metodologi
penyusunan
Amdal;

b)kemampuan
melakukan
pelingkupan,
prakiraan, dan
evaluasi
dampak serta
pengambilan
keputusan;dan

c) kemampuan
menyusun
rencana
pengelolaan
dan
pemantauan
lingkungan
hidup.

PKB TETAP

PD

PKS Kembali
keketentuan UU 32
tahun2009

Alasan

Pasal28ayat(2)pada
UU 32 tahun 2009
memuat kriteria baku
terkait kompetensi
penyusun amdalyang
dapatmenjadiguideline
bagi output utama
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

dalam prosespelatihan
untuk mendapatkan
sertifikat penyusun
amdal.Oleh sebab itu
FPKS berpendapat
norma iniharus tetap
masuk dalam usulan
normaRUUciker.

PAN TETAP

PPP Catatan:

Mohon penjelasan
Kenapa pasal 28 ini
dihapus, dan kenapa
langsung diaturdiPP
karena dikhawatirkan
munculnyacekkosong

965. Pasal29
(1)Dokumen amdaldinilai

oleh Komisi Penilai
Amdal yang dibentuk
oleh Menteri,gubernur,
atau bupati/walikota
sesuai dengan
kewenangannya.

(2)Komisi Penilai Amdal
wajib memiliki lisensi
dariMenteri,gubernur,
atau bupati/walikota
sesuai dengan
kewenangannya.

(3)Persyaratan dan
tatacara lisensi
sebagaimanadimaksud
pada ayat (2) diatur

9.KetentuanPasal29dihapus. AlasanPerubahan
TerkaitKomisiPenilai
AMDAL sudah
dijelaskanpadapasal
24 terkait dengan
prosesujikelayakan.

Adapun terkait
dengan Pemerintah
Pusat adalah sbb.:
Politik hukum dalam
penyusunan RUU
Cipta Kerja
kewenangan
Menteri/pimpinan
Lembaga,gubernur,da
n/atau
bupati/walikota perlu

PDI-P SupayahasilAmdal
memiliki kualitas
dan kualifikasi
sesuai dengan
peraturan
perundang-
undangan, maka
tetap diperlukan
penilaian. Oleh
karenaitu,diusulkan
perubahan pas
sebagaiberikut:

Pasal29
(1)Dokumen

Amdaldinilai
oleh
Pemerintah.

(2)dalam hal

Disetujui Panja
Pukul17.02

TETAP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

dengan Peraturan
Menteri.

ditata kembali
berdasarkan prinsip
perizinan berusaha
berbasis risiko dan
menerapkan
penggunaanteknologi
informasi dalam
pemberian perizinan
(misalnya perizinan
berusaha secara
elektronik).

Pengaturan lebih
lanjut didelegasikan
melalui Peraturan
Pemerintah agar
memberikan
fleksibilitas bagi
Pemerintah Pusat
dalam mengambil
kebijakan mengikuti
dinamika masyarakat
dan global yang
semakin cepat.Jika
tidak didelegasikan
melalui PP maka
dikhawatirkan
Indonesia akan
kesulitan dalam
menyesuaikan
kebijakan regulasi
perizinan dan
kesulitan
berkompetisi dengan
negaratetangga.

melakukan
penilaian uji
kelayakan
Amdal
Pemerintah
dapat
menunjuk
lembaga
dan/atauahli
bersertfikat.

DenganAlasan;
Jika ketentuan
Pasal 29 dihapus
maka tidak ada
mekanisme
penilaian terhadap
Amdal, sehingga
tidakbisa
memastikan
dokumen Amdal
sesuaidengan nilai
kelayakan.

PG TETAP

P.GERINDRA PENDALAMAN

1.Perlunya
penilaian
AMDAL
dilakukan
oleh tim
yang
pembentuka
n timnya
lebih dari
satu
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2. Tujuan dari
perubahanpengatuan
ini adalah
memberikan
fleksibilitas bagi
Pemerintah Pusat
dalam mengambil
kebijakan mengikuti
dinamika masyarakat
dan global yang
semakincepat.

PotensiImplikasi
1.Memberikan

fleksibilitas bagi
Pemerintah Pusat
dalam mengambil
kebijakan
mengikuti
dinamika
masyarakat dan
global yang
semakincepat.

2.Konsekuensi dari
perubahan ini
adalah
diperlukannya
mekanisme
maupun
pengaturan
mengenai
pelaksanaan uji
kelayakan yang
menggantikan
pelaksanaantugas
komisi penilai

mempertimb
angkan
potensi
munculnya
kegiatan
usaha
berdampak
penting.

2.Penilaian
dilakukan
oleh tim
yang terdiri
dariberbagai
unsur lintas
sektor.

3.Ahli
bersertifikan
yangmenjadi
anggotaTim
haruslah
yang sudah
memiliki
pengalaman
minimal 2
Tahun.

Kesimpulan:
DIUBAH

Pasal29
(1)Dokumenamdal

dinilaioleh tim
penilai yang
dibentuk oleh
Pemerintah
Pusat atau
Pemerintah
Daerah, sesuai
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amdal, berikut
dengan sistem
sertifikasi,
kompetensi bagi
lembaga atau ahli
tersertifikasi,
penyusunan
kurikulum,training
of trainers (TOT)
danpelatihan.

dengan
kewenangannya
.

(2)Tim penilai
wajib memiliki
sertifikat
keahlian
sebagai penilai
AMDAL dan
berpengalaman
sekurang-
kurangnya 2
tahun.

(3) Sertifikasi
keahlian
sebagaimana
dimaksudpadaayat
(2) diatur dengan
Peraturan
Pemerintah.

P.NASDEM TETAP

PKB Pasal29
(1)Dokumenamdal
dinilai oleh
PemerintahPusat
(2) dalam hal
melakukanpenilaian
ujikelayakanamdal
pemerintah dapat
menunjuk lembaga
dan/atau ahli
bersertfikat
(3) Sertifikat
sebagaimana diatur
pada ayat (1A)
dilakukan
berdasarkan
ketentuanperaturan

PenambahanNorma
baru:
Implikasidari
penghapusanKomisi
PenilaiAmdaladalah
belum adanya
mekanismedansistem
yangditawarkan
pemerintahuntuk
menilaikelayakan
amdalmakadariitu
perlumembuatsistem
baru.
Dalam penilaian amdal
diperlukan lembaga
sertifikasi yang
bertujuanuntukmenilai
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

perundang-
undangan.

apakahdokumenamdal
memang telah
memenuhipersyaratan
peraturan perundang-
undangan.

PD

PKS Dikembalikan ke
ketentuan UU 32
tahun2009

 Alasan FPKS
berpendapat untuk
memilih komisi
penilai amdal
dibandingkan
dengan tim uji
dokumen amdal
yang akan dipilih
oleh pemerintah
pusatadalahkarena
komisipenilaiamdal
dinilai lebih
representative dan
rill dibandingkan
dengan lembagauji
yang masih akan
dibentuk oleh
pmerintah pusat
melaluPPtersebut.

Representatif yang
dimaksuddisiniadalah
karena KPA memiliki
anggotayangmewakili
semua kalangan dan
penunjukannyapun
dapat melalu
bupati/walikota,
gubernur dan mentri
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

tergantung jenis dan
skalakegiatannyayang
inisangat berbanding
terbalik dengan
lembaga uji tawaran
pemerintahyanghanya
akan dikeluarkan oleh
pemerintahpusat.

PAN TETAP Perludijelaskandengan
tegas mengenaipihak
yang menjadi penilai
AMDAL serta tatacara
penerbitan dokumen
amdal yang sudah
disetujui Pemerintah
Pusat sehingga
khalayak dapat
mengetahui dan
memberikan penilaian
terhadap amdal yang
sudahditerbitkan.

PPP

966. Pasal30
(1)Keanggotaan Komisi

Penilai Amdal
sebagaimanadimaksud
dalam Pasal29 terdiri
ataswakildariunsur:
a.instansilingkungan

hidup;
b.instansi teknis

terkait;
c. pakar di bidang

pengetahuan yang
terkaitdenganjenis

10.KetentuanPasal30dihapus. TerkaitKomisiPenilai
AMDAL sudah
dijelaskanpadapasal
24 terkait dengan
prosesujikelayakan.

AlasanPerubahan
1. Salah satu
politik hukum dalam
penyusunan RUU
CiptaKerjaadalahhal-
hal yang bersifat
detaildanteknisakan

PDI-P TETAP Disetujui Panja
Pukul17.02

TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA PENDALAMAN

Pengaturan tentang
KomposisiTim Ahli
perlu tetap diatur
dalam UUini.

Kesimpulan:
DIUBAH
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usaha dan/atau
kegiatan yang
sedangdikaji;

d.pakar di bidang
pengetahuan yang
terkait dengan
dampakyangtimbul
dari suatu usaha
dan/atau kegiatan
yangsedangdikaji;

e.wakil dari
masyarakat yang
berpotensi terkena
dampak;dan

f. organisasi
lingkunganhidup.

(2)Dalam melaksanakan
tugasnya,KomisiPenilai
Amdaldibantuolehtim
teknisyangterdiriatas
pakarindependen yang
melakukankajianteknis
dan sekretariat yang
dibentukuntukitu.

(3)Pakar independen dan
sekretariat
sebagaimanadimaksud
padaayat(3)ditetapkan
oleh Menteri,gubernur,
atau bupati/walikota
sesuai dengan
kewenangannya.

diatur lebih lanjut
dengan Peraturan
Pemerintah.

2. Tujuan dari
perubahanpengatuan
ini adalah
memberikan
fleksibilitas bagi
Pemerintah Pusat
dalam mengambil
kebijakan mengikuti
dinamika masyarakat
dan global yang
semakincepat.

Pasal30
Keanggotaan tim
penilai
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal29sekurang-
kurannya terdiri
atas:

a.instansi
lingkungan
hidup;

b.instansi
teknis
terkait;

c. Ahli
bersertifikat
sesuai
bidang
kegiatan
atau usaha
yangterkait.

d.wakil dari
masyarakat

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS Dikembalikan
keketentuan UU 32
tahun2009

Alasannya sama
denganDIM 965

PAN TETAP

PPP

967. Pasal31
Berdasarkanhasilpenilaian
Komisi Penilai Amdal,
Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota

11.KetentuanPasal31dihapus. TerkaitKomisiPenilai
AMDAL sudah
dijelaskanpadapasal
24 terkait dengan
prosesujikelayakan.

PDI-P TETAP Disetujui Panja
Pukul17.03

TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH
KembaliketeksUU
Existing, dengan
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menetapkan keputusan
kelayakan atau
ketidaklayakan lingkungan
hidup sesuai dengan
kewenangannya.

AlasanPerubahan
1. Salah satu
politik hukum dalam
penyusunan RUU
CiptaKerjaadalahhal-
hal yang bersifat
detaildanteknisakan
diatur lebih lanjut
dengan Peraturan
Pemerintah.
2. Tujuan dari
perubahanpengatuan
ini adalah
memberikan
fleksibilitas bagi
Pemerintah Pusat
dalam mengambil
kebijakan mengikuti
dinamika masyarakat
dan global yang
semakincepat.

PotensiImplikasi
1. Memberikan
fleksibilitas bagi
Pemerintah Pusat
dalam mengambil
kebijakan mengikuti
dinamika masyarakat
dan global yang
semakincepat.

2. Konsekuensi
dari perubahan ini
adalah diperlukannya
mekanisme maupun
pengaturanmengenai

beberapa
perubahan.

Pasal31
Berdasarkan hasil
penilaiantim penilai,
Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah sesuai
kewenagannya,
menetapkan
keputusan
kelayakan atau
ketidaklayakan
lingkunganhidup.

P.NASDEM TETAP

PKB Pasal31
Berdasarkan hasil
penilaian
sebagaiman
dimaksud dalam
pasal29 ayat (1),
(2),dan(3)lembaga
dan/atau ahli
bersertifikat
menetapkan
keputusan
kelayakan atau
ketidaklayakan
lingkunganhidup.

PerubahanSubstansi.
Penetapan kelayakan
amdalyang dilakukan
olehlembagadan/atau
ahli bersertifikat
bertujuan untuk
membantu Pemerintah
Pusat dalam proses
penentuan kelayakan
amdal.

PD

PKS Dikembalikan ke
ketentuan UU 32
tahun2009

Alasannya sama
denganDIM 965

PAN TETAP

PPP
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pelaksanaan uji
kelayakan yang
menggantikan
pelaksanaan tugas
komisipenilaiamdal,
berikutdengansistem
sertifikasi,
kompetensi bagi
lembaga atau ahli
tersertifikasi,
penyusunan
kurikulum,training of
trainers (TOT) dan
pelatihan.

968. 12.Ketentuan Pasal 32 diubah
sehinggaberbunyisebagaiberikut:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN

PPP

969. Pasal32
(1)Pemerintah dan

Pasal32
(1)Pemerintah Pusatdan pemerintah

AlasanPerubahan
Salah satu politik

PDI-P Guna menghindari
multitafsirdefinisi
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

pemerintah daerah
membantu penyusunan
amdal bagi usaha
dan/atau kegiatan
golongan ekonomi
lemahyangberdampak
penting terhadap
lingkunganhidup.

daerah membantu penyusunan
Amdal bagi usaha dan/atau
kegiatan Usaha Mikro dan Kecil
yang berdampakpenting terhadap
lingkunganhidup.

hukum RUU Cipta
Kerja adalah
memberikan jaminan
keberpihakan
pemerintah terhadap
kegiatanusahaUMK.

PotensiImplikasi
UMK semakin
berperan dalam
perekonomian.

Penyesuaian
nomenklatur ini
mendorong
kelancaran
pelaksanaan
berusaha dan
konsistensikebijakan
pemerintah.
Pengaturan iniakan
ber-implikasi pada
alokasi pendanaan/
pembiayaan untuk
dapat melakukan
fasilitasitersebut.

UMKM makadalam
penjelasan untuk
usaha mikro dan
kecil, adalah
sebagaimana
dimaksud dalam
Undang-Undang
usaha mikro kecil
menengah.
Hal ini mengingat
didalam penjelasan
Pasal22 RUU CK,
hanyacukupjelas.

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM PERLU
PENJELASAN

Perlu Penjelasan Pasal
terkait dengan usaha
MikrodanKecilmerujuk
kepada ketentuan UU
20tahun2008tentang
Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM),
yang dilihat darinilai
asetkurangdari50juta
(mikro)dan50-500juta
(kecil) dan penjualan
tertinggisertakumulatif
tahunantidaklebihdari
300juta.

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP Kegiatan Ekonomi
MikrodanKecilsangat
penting untuk
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

difasilitasi sehingga
dapat mengakselerasi
dirinya untuk tumbuh
danmembesarmenjadi
usahabesar.

PPP

970. (2)Bantuan penyusunan
amdal sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)
berupa fasilitasi,biaya,
dan/atau penyusunan
amdal.

(2)Bantuan penyusunan Amdal
sebagaimanadimaksud padaayat
(1)berupafasilitasi,biaya,dan/atau
penyusunanAmdal.

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

971. (3)Kriteriamengenaiusaha (3)Penentuan mengenai usaha PDI-P TETAP
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dan/atau kegiatan
golongan ekonomi
lemah diatur dengan
peraturan perundang-
undangan.

dan/ataukegiatanUsahaMikrodan
Kecilsebagaimanadimaksudpada
ayat (1) dilakukan berdasarkan
kriteria sesuaidengan ketentuan
peraturanperundang-undangan.

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

972. 13.Ketentuan Pasal 34 diubah
sehinggaberbunyisebagaiberikut:

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN

PPP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

973. Pasal34
Gubernur atau
bupati/walikota
menetapkan jenis usaha
dan/atau kegiatan yang
wajib dilengkapi dengan
UKL-UPL.

Pasal34
(1)Setiap usaha dan/atau kegiatan

yang tidak berdampak penting
terhadap lingkungan wajib
memenuhistandarUKL-UPL.

Proses UKL-UPL
relatif tidak berubah
dengan konsepsi
dengan UU 32/2009
dan dilengkapiuntuk
percepatan dan
penyeragaman
prosesnya dengan
menggunakan
standar. Secara
substansi standar
UKL-UPL yang
dinyatakan dalam
“pernyataan
kesanggupan
pengelolaan
lingkungan hidup”
juga akan memuat
rencana pengelolaan
dan pemantauan
lingkunganhidupyang
sudah berdasarkan
standar.Pada pasal
37 menegaskan
bahwa persetujuan
berisikewajibanyang
tertuang dalam
dokumenUKL-UPL

AlasanPerubahan
1.
Pengklasifikasian
usaha dan/atau
kegiatan berdasarkan
resiko dampak

PDI-P TETAP Disetujui Panja
Pukul17.04

TETAP
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terhadap lingkungan
dilakukan oleh
pemerintah pusat,
dengan
memperhatikan
masukan dari
pemerintah daerah,
baikprovinsimaupun
kabupaten/kota.
2. Sesuaidengan
arahan Presiden,
politik hukum dalam
penyusunan RUU
Cipta Kerja
kewenangan
Menteri/pimpinan
Lembaga,gubernur,da
n/atau
bupati/walikota perlu
ditata kembali
berdasarkan prinsip
perizinan berusaha
berbasis risiko dan
menerapkan
penggunaanteknologi
informasi dalam
pemberian perizinan
(misalnya perizinan
berusaha secara
elektronik).
3. Pengaturan
lebih lanjut
didelegasikan melalui
PeraturanPemerintah
agar memberikan
fleksibilitas bagi
Pemerintah Pusat
dalam mengambil

PG TETAP

P.GERINDRA PENDALAMAN

1.UKL-UPL
merupakan
komitmen ijin
lingkungan
seperti juga
AMDAL, karena
itutetapdisusun
sebagai sebuah
kajian,sehingga
kegiatan usaha
yang dilakukan
layaklingkungan.

2.Bagaimanapun
resiko
lingkungan
setiap jenis
usaha beragam,
tidak bisa
distandarkan
secaraumum.

3.Karena itu studi
UKL-UPL tetap
dibutuhkan
terkait dengan
jenisusahayang
bergaram, dan
faktor lokasi
yang berbeda-
beda.

4.Penggunaan
standar seolah-
olah semua
resiko
lingkungan
sudah dihitung
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kebijakan mengikuti
dinamika masyarakat
dan global yang
semakincepat.
4. Perubahan ini
untuk meningkatkan
transparansi
mengenai Kegiatan
Berusaha Berbasis
Risiko bagi pelaku
usaha dan
memudahkan
penyelesaian izin
lingkungan.

PotensiImplikasi
1. Meningkatkan
transparansi
mengenai Kegiatan
Berusaha Berbasis
Risiko bagi pelaku
usaha dan
memudahkan
penyelesaian izin
lingkungan.
2. Untuk
mendorongefektifitas
reformasi perizinan
lingkungan melalui
RUU ini,Pemerintah
Pusat perlu segera
menetapkan daftar
jenisusaha dan/atau
kegiatan yang wajib
UKL-UPL, dimana
sebelumnya
pemerintah daerah
memilikikewenangan

danstandaryang
didusun seolah
mampu
menghindarkan
kemungkinan
resiko-resiko
yang
ditimbulkannya.

5.Meski dampak
tidak penting,
dampak
menengah tetap
mengandung
resiko yang
efeknya kepada
masyarakatbisa
sangat dinamis,
sehingga sulit
distandarkan.

Kesimpulan:
DIUBAH

Pasal34
(1)Setiap usaha

dan/atau
kegiatan yang
tidakberdampak
pentingterhadap
lingkungan wajib
memenuhi UKL-
UPL.

P.NASDEM PERBAIKAN
RUMUSAN:

Setiap usaha
dan/atau kegiatan
yang tidak

Kunci dari upaya
pengelolaanlingkungan
bagi usaha/kegiatan
yang tidak berisiko
tinggiadalahmemenuhi
standar pengelolaan
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untuk
menetapkannya.
3. Terdapat
tantangan bagi
Pemerintah Pusat
dalam menyusun
daftar ini untuk
daerah-daerah yang
memiliki kekhususan
atau karakteristik
tersendiri.
4. Izinlingkungan
yang sudah ada
menjadibagian atau
syarat perizinan
berusaha.

Catatan:
telah dipetakan
kurang lebih 1200
standar, sehingga
nantinya dapat
menjadi standar
dalam pengisianUKL-
UPL. Hal ini akan
memangkas proses
UKL-UPL yang
sebelumnya manual
dan memakan waktu
yanglama.BobotUKL
-UPL tidak akan
berubah, tetap
mengacu pada
standar.

berdampak penting
terhadaplingkungan
wajib memenuhi
standarpengelolaan
lingkungan.

lingkungan.

Ketentuan Pasal ini
berkaitan dengan
ketentuan mengenai
sanksiadministratifdan
sanksi pidana dalam
Pasal109DIM No.361-
364

PKB Setiap usaha
dan/atau kegiatan
yangtidaktermasuk
dalam kriteriawajib
amdalsebagaimana
dimaksud dalam
Pasal23 ayat(1A)
wajib memenuhi
standarUKL-UPL.

PerubahanSubstansi,
Kriteriausahadan/atau
kegiatan yang tidak
wajib amdal perlu
dibuat kriteria yang
spesifik agar tidak
tumpangtindihdengan
kriteria yang wajib
amdal.

PD

PKS TETAP

PAN TETAP Analisadanpenelaahan
serta penilaian
UKL/UPL wajib
melibatkan Pemerintah
Daerah sebagai
pemberimasukan.

PPP

974. (2)Pemenuhan standar UKL-UPL
dinyatakan dalam pernyataan
kesanggupan pengelolaan
lingkunganhidup.

PDI-P TETAP Disetujui Panja
Pukul17.05

TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH
Ditegaskan peran
Pemerintah Daerah,
harmonisasidengan
DIM-DIM diatas.

(1)Pengajuan UKL-
UPL dilakukan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

olehpemrakarsa
kepada
Pemerintah
Daerah dan
Pemerintah
Pusat sesuai
dengan
kewenangannya.

(2)Keputusan
kelayakan
lingkunganhidup
dilakukan oleh
PemerinahPusat
dan Pemerintah
Daerah sesuai
dengan
kewenangannya
setelah rencana
pengelolaan
lingkungan
dalam UKL-UPL
dinilaimemenuhi
kaidah yang
diatur oleh
Pemerintah
Pusat.

(3)Kelayakan UKL-
UPL dinyatakan
dalam
pernyataan
kesanggupan
pengelolaan
lingkungan
hidup.

P.NASDEM PERBAIKAN
RUMUSAN

 Pemerintah
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

Pemenuhanstandar
lingkungan
dinyatakan dalam
pernyataan
kesanggupan
memenuhi
ketentuan UKL-UPL
atau pernyataan
kesanggupan
pengelolaan
lingkunganhidup

menyediakan
standar-standar
pengelolaan
lingkungandan/atau
menyiapkan koridor
opsi pengelolaan
lingkungan dalam
bentukUKL-UPLbila
standar belum
lengkap.

 Pemrakarsa cukup
menyatakan
kesanggupan
memenuhinya
dalam bentuk
formulir.

 AlasankenapaUKL-
UPL masih harus
diadakan adalah
karenakelengkapan
standar belum
memadai,sehingga
masih harus
menggunakan
referensi beberapa
standar yang
mendekati relevan
atau bestavailable
practiceyangdapat
diacu pemerintah.
UKL-UPL adalah
formathukum yang
disediakan untuk
memayungikondisi
tersebut tanpa
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

menambah
prosedur namun
juga tidak
mengganti makna
standar.

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN DIUBAH

Ditambahkan frasa
“sesuai dengan
peraturan
perundang-
undangan.”
sehinggaberbunyi:
Pemenuhanstandar
UKL-UPLdinyatakan
dalam pernyataan
kesanggupan
pengelolaan
lingkungan hidup
sesuai dengan
peraturan
perundangan-
undangan.

StandarUPK-UPLharus
berpedoman pada
ketentuan yang telah
ditetapkan oleh
peraturan perundang-
undangan.

PPP

975. (3)Berdasarkan pernyataan
kesanggupan pengelolaan
lingkungan hidup sebagaimana
dimaksudpadaayat(1),Pemerintah
Pusat menerbitkan Perizinan
Berusaha.

PDI-P TETAP Disetujui Panja
Pukul17.05

TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH
Ditegaskan peran
Pemerintah Daerah,
harmonisasidengan
DIM-DIM diatas.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

(4)Berdasarkan
pernyataan
kesanggupan
pengelolaan
lingkunganhidup
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (3),
Pemerintah
Pusat dan
Pemerintah
Daerah sesuai
dengan
kewenangannya
menerbitkan
Perizinan
Berusaha.

P.NASDEM PERBAIKAN
RUMUSAN

Berdasarkan
pernyataan
kesanggupan
pengelolaan
lingkungan hidup
sebagaimana
dimaksudpadaayat
(1), Pemerintah
Pusat menerbitkan
Perizinan Berusaha
atau Sertifikasi
Standarbagipelaku
usaha atau
Persetujuan
Pemerintah bagi
instansipemerintah.

Bagikegiatan dengan
risiko menengah yang
wajib UKL-UPL akan
dikenakan kewajiban
Perizinan Berusaha
atauSertifikasiStandar
sebagai dasar
pelaksanaan
pengawasan dan
penegakanhukum bagi
pelaku usaha,
sementara bagi
kegiatanyangdilakukan
oleh instansi
pemerintah diterbitkan
PersetujuanPemerintah
Pusat sebagai dasar
pelaksanaan
pengawasan dan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

penegakanhukum.

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

976. (4)PemerintahPusatmenetapkanjenis
usahadan/ataukegiatanyangwajib
UKL-UPL.

PDI-P TETAP Disetujui Panja
Pukul17.05

TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS DIUBAH

Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
daerah menetapkan
jenis usaha
dan/atau kegiatan
yangwajibUKL-UPL.

PAN TETAP

PPP

977. (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai
jenisusaha/danataukegiatanyang
wajib UKL-UPL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur
denganPeraturanPemerintah.

PDI-P TETAP Disetujui Panja
Pukul17.05

TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM RUJUKAN AYAT
MENJADIAYAT(2)

Ketentuan lebih
lanjutmengenaiUKL
-UPLdanpenetapan
standarpengelolaan
lingkungan
sebagaimana

Rujukan ayat (5)
seharusnya
dimaksudkan sebagai
acuan pada ayat (2)
diatas.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

dimaksudpadaayat
(2) diatur dengan
Peraturan
Pemerintah.

PKB TETAP

PD

PKS DIHAPUS

PAN TETAP

PPP

978. Pasal35
(1)Usaha dan/atau

kegiatan yang tidak
wajib dilengkapi UKL-
UPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
34 ayat (2) wajib
membuat surat
pernyataan
kesanggupan
pengelolaan dan
pemantauanlingkungan
hidup.

(2)Penetapan jenis usaha
dan/atau kegiatan
sebagaimanadimaksud
padaayat(1)dilakukan
berdasarkankriteria:
a.tidak termasuk

dalam kategori
berdampak penting
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal23 ayat(1);
dan

14.KetentuanPasal35dihapus. TETAP PDI-P TETAP Disetujui Panja
Pukul17.06

TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ketentuan
UU32tahun2009

Alasan

FPKS berpendapat
bahwa Pengusulan
perubahan atau
penghapusan pasal
terkait UKL UPL
dirasakantidakurgent.
Atau tidak mempunyai
alasan yang kuatdan
logis,oleh sebab itu
FPKS melihat seluruh
ketentuan ini
dikembalikan pada
ketentuanUU 32tahun
2009

PAN TETAP

PPP
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b.kegiatan usaha
mikrodankecil.

(3)Ketentuan lebih lanjut
mengenaiUKL-UPLdan
surat pernyataan
kesanggupan
pengelolaan dan
pemantauanlingkungan
hidup diatur dengan
peraturanMenteri.

979. Pasal36
(1)Setiap usaha dan/atau

kegiatan yang wajib
memiliki amdal atau
UKL-UPLwajibmemiliki
izinlingkungan.

(2)Izin lingkungan
sebagaimanadimaksud
padaayat(1)diterbitkan
berdasarkan keputusan
kelayakan lingkungan
hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
31 atau rekomendasi
UKL-UPL.

(3)Izin lingkungan
sebagaimanadimaksud
pada ayat (1) wajib
mencantumkan
persyaratan yang
dimuat dalam
keputusan kelayakan
lingkungan hidup atau
rekomendasiUKL-UPL.

(4)Izin lingkungan
diterbitkanolehMenteri,
gubernur, atau
bupati/walikota sesuai

15.KetentuanPasal36dihapus. TETAP PDI-P TETAP Disetujui Panja
Pukul17.06

TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH
Harmonisasidengan
DIM No.878 dan
879 mengenaiizin
lingkungan..

Pasal36
(1)Setiap usaha

dan/atau
kegiatan yang
wajib memiliki
amdalatauUKL-
UPL wajib
memiliki izin
lingkungan.

(2)Izin lingkungan
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1)
diterbitkan
berdasarkan
keputusan
kelayakan
lingkunganhidup
sebagaimana
dimaksuddalam
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dengan
kewenangannya.

Pasal 31 atau
rekomendasi
UKL-UPL.

(3)Izin lingkungan
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) wajib
mencantumkan
persyaratan
yang dimuat
dalam
keputusan
kelayakan
lingkungan
hidup atau
rekomendasi
UKL-UPL.

(4) Izin
lingkungan
diterbitkan oleh
Pemeringah Pusat
dan Pemerintah
Daerah sesuai
dengan
kewenangannya.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS DIUBAH
Pasal36

(1)Setiap usaha
dan/atau
kegiatan yang
wajib memiliki
amdalatauUKL-
UPL wajib
memiliki



135

NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

Persetujuan
lingkungan.

(2)Persetujuan
lingkungan
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1)
diterbitkan
berdasarkan
keputusan
kelayakan
lingkunganhidup
sebagaimana
dimaksuddalam
Pasal 31 atau
rekomendasi
UKL-UPL.

(3)Persetujuan
lingkungan
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) wajib
mencantumkan
persyaratan
yang dimuat
dalam
keputusan
kelayakan
lingkungan
hidup atau
rekomendasi
UKL-UPL.

(4)
Persetujuanlingkung
an diterbitkan oleh
Menteri, gubernur,
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

ataubupati/walikota
sesuai dengan
kewenangannya.

PAN DIUBAH

Dikembalikan pada
UUEksistingdengan
perubahan pada
ayat (4) yang
berbunyi Izin
Lingkungan
diterbitkan oleh
PemerintahPusat

Pasal36
(1)Setiap usaha

dan/atau
kegiatan yang
wajib memiliki
amdalatauUKL-
UPL wajib
memiliki izin
lingkungan.

(2)Izin lingkungan
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1)
diterbitkan
berdasarkan
keputusan
kelayakan
lingkunganhidup
sebagaimana
dimaksuddalam
Pasal 31 atau
rekomendasi
UKL-UPL.

IzinLingkunganAMDAL
dan UKL/UKL masih
sangatdiperlukanuntuk
melindungi Negara
Indonesia dari
kerusakan lingkungan
hidup yang akhirnya
dapatberdampakburuk
bagi kehidupan
manusia.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

(3)Izin lingkungan
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) wajib
mencantumkan
persyaratan
yang dimuat
dalam
keputusan
kelayakan
lingkungan
hidup atau
rekomendasi
UKL-UPL.

(4) Izin lingkungan
diterbitkan oleh
PemerintahPusat

PPP

980. 16.Ketentuan Pasal 37 diubah
sehinggaberbunyisebagaiberikut:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA

P.NASDEM TETAP

PKB

PD

PKS TETAP

PAN

PPP

981. Pasal37
(1)Menteri,gubernur,atau

bupati/walikota sesuai
dengankewenangannya
wajib menolak
permohonan izin
lingkungan apabila
permohonan izin tidak

Pasal37
Perizinan Berusaha dapatdibatalkan
apabila:

AlasanPerubahan
Sesuaidenganarahan
Presiden, politik
hukum dalam
penyusunan RUU
Cipta Kerja
kewenangan
Menteri/pimpinan

PDI-P Mohon dijelaskan
perubahan yang
substansial antara
ketentuan UU
existingdenganRUU
Cipta kerja.Dalam
UU existing berupa
penolakan disaat
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

dilengkapi dengan
amdalatauUKL-UPL.

(2)Izin lingkungan
sebagaimanadimaksud
dalam Pasal36ayat(4)
dapat dibatalkan
apabila:

Lembaga,gubernur,da
n/atau
bupati/walikota perlu
ditata kembali
berdasarkan prinsip
perizinan berusaha
berbasis risiko dan
menerapkan
penggunaanteknologi
informasi dalam
pemberian perizinan
(misalnya perizinan
berusaha secara
elektronik).

Pengaturan lebih
lanjut didelegasikan
melalui Peraturan
Pemerintah agar
memberikan
fleksibilitas bagi
Pemerintah Pusat
dalam mengambil
kebijakan mengikuti
dinamika masyarakat
dan global yang
semakin cepat.Jika
tidak didelegasikan
melalui PP maka
dikhawatirkan
Indonesia akan
kesulitan dalam
menyesuaikan
kebijakan regulasi
perizinan dan

pengajuan
permohonan izin
merupakan filter
agar izin tidak
diajukan
sembarangan,
sementara dalam
ketentuan baru
langsung pada
pengaturan
pembatalan
perizinan yang bisa
ditafsirkan seolah
izin pasti akan
diberikan (tidak
ditolak), namun
setelah keluar izin
bisadibatalkan.

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH

Kembalike norma
UUexisting.

Pasal37
(1)Pemerintah

Pusat dan
Pemerintah
Daerah sesuai
dengan
kewenangannya
wajib menolak
permohonanizin
lingkungan
apabila
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kesulitan
berkompetisi dengan
negaratetangga.

PotensiImplikasi
Untuk mendorong
efektifitas reformasi
perizinan lingkungan
melalui RUU ini,
Pemerintah perlu
segera menyiapkan
PP untuk mengatur
hal-halyang bersifat
lebih teknis terkait
perizinan lingkungan
dan perizinan
berusaha.

permohonanizin
tidak dilengkapi
dengan amdal
atau UKL-UPL
yang layak
lingkungan.

(2)Izin lingkungan
sebagaimana
dimaksuddalam
Pasal36ayat(4)
dapatdibatalkan
apabila:

P.NASDEM TETAP

PKB Perizinan Berusaha
dapat dibatalkan
oleh Pemerintah
Pusatapabila:

Perubahansubtansi
penambahan frasa
”oleh Pemerintah

Pusat” menjelaskan
siapa yang berhak
membatalkan setiap
PerizinanBerusaha

PD

PKS DIUBAH

(1) Pemerintah
Pusat dan atau
Pemerintah Daerah
sesuai dengan
kewenangannya
wajib menolak
permohonan
perizinan berusaha
apabila tidak
dilengkapi dengan
amdal atau UKL-
UPL.
(2)Perizinan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

Berusaha
sebagaimana
dimaksuddalam
Pasal36ayat(4)
dapatdibatalkan
apabila:

a persyaratan
yang diajukan
dalam
permohonan
mengandung
cacat hukum,
kekeliruan,
penyalahgunaan,
serta
ketidakbenaran
dan/atau
pemalsuandata,
dokumen,
dan/atau
informasi;

b penerbitannya
tanpamemenuhi
syarat
sebagaimana
tercantum
dalam
keputusan
komisi tentang
kelayakan
lingkungan
hidup atau
rekomendasi
UKL-UPL;atau

c kewajiban yang
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

ditetapkan
dalam dokumen
amdalatauUKL-
UPL tidak
dilaksanakan
oleh
penanggung
jawab usaha
dan/atau
kegiatan.

PAN Diubah

Kembali kepada
Pasal37 ayat (1)
dan ayat (2) UU
eksisting. Untuk
Pasal37 ayat (1)
dilakukan
perubahan
nomenklatur yaitu
Menteri diganti
Pemerintah Pusat
dan gubernur,atau
bupati/walikota
diganti menjadi
Pemerintah Daerah
sehingga berbunyi
sebagaiberikut:

(1)Pemerintah
Pusat atau
Pemerintah
Daerah sesuai
dengan
kewenangannya
wajib menolak
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

permohonan izin
lingkungan
apabila
permohonan izin
tidak dilengkapi
dengan amdal
atauUKL-UPL.

(2)Izin lingkungan
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal36ayat(4)
dapatdibatalkan
apabila:
a.persyaratan

yang
diajukan
dalam
permohonan
izin
mengandung
cacathukum,
kekeliruan,
penyalahgun
aan, serta
ketidakbenar
an dan/atau
pemalsuan
data,
dokumen,
dan/atau
informasi;

b.penerbitannya
tanpa
memenuhi
syarat
sebagaiman
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

a tercantum
dalam
keputusan
komisi
tentang
kelayakan
lingkungan
hidup atau
rekomendasi
UKL-UPL;
atau

c. kewajiban
yang
ditetapkan
dalam
dokumen
amdal atau
UKL-UPL
tidak
dilaksanakan
oleh
penanggung
jawab usaha
dan/atau
kegiatan.

PPP

982. a.persyaratan yang
diajukan dalam
permohonan izin
mengandung cacat
hukum, kekeliruan,
penyalahgunaan,
serta
ketidakbenaran
dan/ataupemalsuan

a.persyaratan yang diajukan dalam
permohonan Perizinan Berusaha
mengandung cacat hukum,
kekeliruan,penyalahgunaan,serta
ketidakbenaran dan/atau
pemalsuan data, dokumen,
dan/atauinformasi;

PDI-P Memintapenjelasan
pemerintah terkait
cacat hukum,
kekeliruan,
penyalahgunaan,
serta
ketidakbenaran
dan/ataupemalsuan
data, dokumen,
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

data, dokumen,
dan/atauinformasi;

dan/atau informasi;
ditentukan oleh
siapa?
Mestinya
pengadilan, tetapi
bukankah iniakan
membutuhkan
proses yang
panjang dan rentan
“permainan”?

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB persyaratan yang
diajukan dalam
permohonan
Perizinan Berusaha
mengandung cacat
hukum, kekeliruan,
penyalahgunaan,
serta
ketidakbenaran
dan/ataupemalsuan
data, dokumen,
dan/atauinformasi;

PD

PKS DIHAPUS Normanya sudah
termuatpadaDIM 981

PAN TETAP

PPP

983. b.penerbitannyatanpa
memenuhi syarat
sebagaimana
tercantum dalam
keputusan komisi

b.penerbitannya tanpa memenuhi
syarat sebagaimana tercantum
dalam keputusan kelayakan
lingkungan hidup atau pernyataan
kesanggupan pengelolaan

PDI-P Memintapenjelasan
pemerintah terkait
frasa “kelayakan
lingkungan hidup
atau pernyataan

Disetujui Panja
Pukul17.07

TETAP



145

NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

tentang kelayakan
lingkungan hidup
atau rekomendasi
UKL-UPL;atau

lingkunganhidup;atau kesanggupan
pengelolaan
lingkungan hidup”
sangat longgar,
apalagipenggunaan
kata atau yang
berartibisamemilih
salah satu.Dengan
demikian akan sulit
untuk membatalkan
perizinanberusaha.

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB penerbitannyatanpa
memenuhi syarat
sebagaimana
tercantum dalam
keputusan
kelayakan
lingkungan hidup
atau pernyataan
kesanggupan
pengelolaan
lingkungan hidup;
atau

PD

PKS DIHAPUS Normanya sudah
termuatpadaDIM 981

PAN TETAP

PPP

984. c. kewajiban yang
ditetapkan dalam
dokumen amdal atau
UKL-UPL tidak

c. kewajiban yang ditetapkan dalam
dokumen Amdal atau UKL-UPL
tidak dilaksanakan oleh
penanggungjawabusahadan/atau

PDI-P Memintapenjelasan
pemerintah terkait
siapa yang
mengevaluasi dan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

dilaksanakan oleh
penanggung jawab
usaha dan/atau
kegiatan.

kegiatan. memutuskan
sehingga sebuah
perusahaan
dikatakan tidak
melaksanakan
kewajiban sesuai
dokumen AMDAL
atau UKL-UPL?
Ketentuaninirawan
tindakan “main
mata” antara
perusahaan dengan
pihak yang
mengevaluasi dan
pihak pengambil
keputusan.

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB kewajiban yang
ditetapkan dalam
dokumen Amdal
atau UKL-UPLtidak
dilaksanakan oleh
penanggung jawab
usaha dan/atau
kegiatan.

PD

PKS DIHAPUS Normanya sudah
termuatpadaDIM 981

PAN TETAP

PPP

985. Pasal38
Selain ketentuan
sebagaimana dimaksud

17.KetentuanPasal38dihapus. TETAP PDI-P TerkaitDIM 1075

Mohon dijelaskan,

Disetujui Panja
Pukul17.09
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

dalam Pasal37 ayat(2),
izin lingkungan dapat
dibatalkan melalui
keputusan pengadilan tata
usahanegara.

Keputusan
pengadilan dalam
haliniPTUN adalah
benteng terakhir
bagi masyarakat
maupunpemerintah
untuk mendapatkan
kepastian hukum
yang adil, jika
ketentuan ini
dihapus, dimana
penyelesaian
sengketa TUN
(perizinan) bisa
diperoleh?

TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB Selain ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 37
Persetujuan
Lingkungan dapat
dibatalkan melalui
keputusan
pengadilan tata
usahanegara.

Perubahansubstansi,
pembatalan
persetujuan lingkungan
oleh PTUN agar
memberikan ruang
pemerintah atau
masyarakat untuk
melakukan gugatan
dalam halperusahaan
melanggar persetujuan
lingkungan

PD

PKS DIUBAH

Selain ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam

Alasan
FPKS Berpendapat
bahwa Persoalan
perizinan berusaha
termasuk subjek yang



148

NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

Pasal37 ayat(2),
Perizinan berusaha
dapat dibatalkan
melalui keputusan
pengadilan tata
usahanegara.

harusnyadapatdigugat
diPTUN

PAN Diubah

Kembali ke pasal
eksisting.

Fraksi PAN
memandang bahwa
Pasal38pentinguntuk
dipertahankan sebagai
wadah untuk
memberikan peran
sertamasyarakatdalam
proses penegakan
hukum yang
berkeadilan sesuai
denganPasal28H ayat
(1) UUD Negara
Republik Indonesia
tahun 1945 yang
berbunyi:
(1)Setiaporangberhak
hidup sejahtera lahir
dan batin, bertempat
tinggal dan
mendapatkan
lingkungan hidup yang
baik dan sehat serta
berhak memperoleh
pelayananKesehatan.

PPP Menghidupkan
kembali ketentuan
pasal 38, dan
menggantifrasaizin
lingkungan menjadi

Untukmembukaruang
bagi pihak
swasta/pengusaha
melakukan gugatan
melaluiPeradilan Tata
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

“Perizinan
Berusaha” yang
berbunyi:

Selain ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal37,perizinan
berusaha” dapat
dibatalkan melalui
keputusan
pengadilan tata
usahanegara.

Usaha Negara yang
tidak puas akan
perizinan berusahanya
dicabut oleh
pemerintahpusat.

986. 18.Ketentuan Pasal 39 diubah
sehinggaberbunyisebagaiberikut:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS Kembali
keketentuan UU 32
tahun2009

Kembali keketentuan
UU32tahun2009

PAN TETAP

PPP

987. Pasal39
(1)Menteri,gubernur,atau

bupati/walikota sesuai
dengankewenangannya
wajib mengumumkan
setiappermohonandan
keputusan izin
lingkungan.

Pasal39
(1)Keputusan kelayakan lingkungan

hidup diumumkan kepada
masyarakat.

TETAP PDI-P Memintapenjelasan
pemerintah, siapa
yang
mengumumkan?

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH

BunyibaruAyat(1)
mengandung
ketentuan yang
terbatas pada
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

pengumuman
kelayakan
lingkungan, tidak
mencakup Amdal
dan UKL-UPL yang
tidak layak
lingkungan.

Karena itu
dikembalikan ke
norma lama dalam
UU existing yang
mencakup
kelayakan dan
ketidaklayakan
lingkungan dari
suatu permohona
perizinanberusaha.

Pasal39
(1) Pemerintah
Pusat dan
Pemerintah Daerah
sesuai dengan
kewenangannya
wajib
mengumumkan
setiap permohonan
dan keputusan izin
lingkungan.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS Kembali
keketentuan UU 32
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

tahun2009

PAN TETAP

PPP Menambahkan kata
“wajib” pada pasal
39 sehingga
bunyinyamenjadi:

Keputusan
kelayakan
lingkungan hidup
wajib diumumkan
kepadamasyarakat.

988. (2)Pengumuman
sebagaimanadimaksud
padaayat(1)dilakukan
dengan cara yang
mudah diketahui oleh
masyarakat.

(2)Pengumuman sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)dilakukan
melaluisistem elektronikdanatau
cara lain yang ditetapkan oleh
PemerintahPusat.

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH

Kembali ke UU
existing
Elektronikataucara
lainberpotensitidak
mudah diketahui
oleh masyarakat
sekitar lokasiatau
kegiatanusahayang
terdampak. Oleh
karena itu
mekanisme lama
seperti
menggunakanplang
pada lokasi lebih
mudah diketahui
oleh masyarakat,
sehingga
masyarakat lebih
mudah melakukan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

kontrolsosial.

(2)
Pengumuman
sebagaimana
dimaksudpadaayat
(1) dilakukan
dengan cara yang
mudah diketahui
olehmasyarakat.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS Kembali
keketentuan UU 32
tahun2009

Alasan:

Apakah semua unsur
masyarakat di
Indonesia telah bisa
mengakses jaringan
internet? Apakah
pemerintah boleh
menentukan sepihak
cara penyampaian
informasitanpa
memperhatikan
informasiitubisaatau
tidak
diaksesmasyarakat?

PAN Diubah

Penambahan frasa
“dan/atau
Pemerintah Daerah
sesuai dengan
kewenangannya”

Fraksi PAN
memandang bahwa
Pemerintah Daerah
tetap perlu berperan
aktifdalam mendukung
keterbukaaninformasi.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

sehinggaberbunyi:
(2) Pengumuman
sebagaimana
dimaksudpadaayat
(1) dilakukan
melalui sistem
elektronik dan atau
cara lain yang
ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat
dan/atau
Pemerintah Daerah
sesuai dengan
kewenangannya.

PPP Menambahkanfrasa
“dengan cara yang
mudah diketahui
oleh masyarakat”
sehinggabunyinya:

Pengumuman
sebagaimana
dimaksudpadaayat
(1) dilakukan
dengan cara yang
mudah diketahui
oleh masyarakat,
melalui sistem
elektronik yang
ditetapkan oleh
PemerintahPusat.

Untuk mempermudah
aksesbagimasyarakat
mendapatkan
informasi

989. Pasal40
(1)Izin lingkungan

merupakan persyaratan
untuk memperoleh izin

19.KetentuanPasal40dihapus. TETAP PDI-P Kembali ke UU
existing karena.
Pada Ayat (2) UU
esisting ditegaskan

Disetujui Panja
Pukul17.16

TETAP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

usaha dan/atau
kegiatan.

(2)Dalam hal izin
lingkungandicabut,izin
usaha dan/atau
kegiatandibatalkan.

(3)Dalam hal usaha
dan/atau kegiatan
mengalami perubahan,
penanggung jawab
usaha dan/atau
kegiatan wajib
memperbarui izin
lingkungan.

jika izin lingkungan
dicabut otomatis
membatalkan izin
usaha, hal ini
menunjukkan
betapa pentingnya
izin lingkungan.
Sehingga sangat
ironis apabila
ketentuan izin
lingkungan justru
dihapus.

Bahwa izin
lingkungan
merupakan
bagian integral
perizinan
berusaha dalam
DIM 894.

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH

Kembali ke UU
existing.

Pasal40
(1)Izin lingkungan

merupakan
persyaratan
untuk
pelaksanaan
kegiatan
dan/atau usaha
yang telah
memperoleh
Perizinan
Berusaha.

(2)Dalam hal izin
lingkungan
dicabut atau
dibatalkan,
Perizinan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

Berusaha
dibatalkan.

(3) Dalam hal
usaha dan/atau
kegiatanmengalami
perubahan,
penanggung jawab
usaha dan/atau
kegiatan wajib
memperbarui izin
lingkungan.

P.NASDEM TETAP

PKB Pasal40
Dalam hal usaha
dan/atau kegiatan
mengalami
perubahan,
penanggung jawab
usaha dan/atau
kegiatan wajib
memperbarui
Persetujuan
Lingkungan.

Perubahansubstansi
penambahan dalam
pasal40 inibertujuan
untuk mengantisipasi
penyalahgunaan
persetujuan lingkungan
terhadap usaha dan
/kegiatan yang
mengalamiperubahan

PD

PKS DIUBAH

(1)Persetujuan
lingkungan
merupakan
persyaratan
untuk
memperoleh
Perizinan
Berusaha.

(2)Dalam hal
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

Persetujuan
lingkungan
dicabut,
Perizinan Usaha
dibatalkan.

(3)Dalam halusaha
dan/atau
kegiatan
mengalami
perubahan,
Pemegang
perizinan
berusaha wajib
memperbarui
Persetujuan
lingkungan.

PAN DIUBAH

Kembali pada
ketentuan UU
eksisting

Pasal40
(1)Izin lingkungan

merupakan
persyaratan
untuk
memperolehizin
usaha dan/atau
kegiatan.

(2)Dalam hal izin
lingkungan
dicabut, izin
usaha dan/atau
kegiatan
dibatalkan.

(3) Dalam hal

Fraksi PAN
memandang bahwa
Pasal40 ayat(1),(2),
dan (3)masih relevan
dan penting untuk
diterapkan.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

usaha dan/atau
kegiatanmengalami
perubahan,
penanggung jawab
usaha dan/atau
kegiatan wajib
memperbarui izin
lingkungan.

PPP

990. 20.Ketentuan Pasal 55 diubah
sehinggaberbunyisebagaiberikut:

TETAP PDI-P TETAP

PG DIHAPUS Tidak ada batasan
waktu dan besarnya
dana yang dijaminkan,.
Lebihbaikdikembalikan
pada pengaturan
sebelumnya, yang
sudah dengan jelas
mengatur waktu dan
danayangdijaminkan

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN

PPP

991. Pasal55
(1)Pemegang izin

lingkungan
sebagaimanadimaksud
dalam Pasal36ayat(1)
wajibmenyediakandana
penjaminan untuk
pemulihan fungsi
lingkunganhidup.

Pasal55
(1)Pemegang Perizinan Berusaha

wajib menyediakan dana
penjaminanuntukpemulihanfungsi
lingkunganhidup.

TETAP PDI-P Memintapenjelasan
pemerintah terkait
ketentuan dana
penjaminandiaturdi
mana?

PG DIHAPUS

P.GERINDRA DIUBAH

Pasal55
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

(1)Pemegang
Perizinan
Berusaha yang
telah
memperolehizin
lingkunganwajib
menyediakan
dana
penjaminan
untukpemulihan
fungsi
lingkungan
hidup.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN Diubah

Frasa “Pemegang
PerizinanBerusaha”
diubah menjadi
“Pemegang Izin
Lingkungan”
sehingga menjadi
sebagaiberikut:
Pemegang Izin
Lingkungan wajib
menyediakan dana
penjaminan untuk
pemulihan fungsi
lingkunganhidup.

PPP

992. (2)Dana penjaminan (2)Danapenjaminandisimpandibank PDI-P Perlu
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

disimpan di bank
pemerintah yang
ditunjuk oleh Menteri,
gubernur, atau
bupati/walikota sesuai
dengan
kewenangannya.

pemerintah yang ditunjuk oleh
PemerintahPusat.

dipertimbangkan
Bank milik daerah
sebagai tempat
penyimpanan dana
penjaminan.

PG DIHAPUS

P.GERINDRA DIUBAH
Harmonisasidengan
DIM-DIM di atas
mengenai
kewenangan
PemeritahDaerah.

(2)Dana
penjaminan
disimpan di
bank negara
atau bank
daerah yang
ditunjuk oleh
Pemerintah
Pusat atau
Pemerintah
Daerah sesuai
dengan
kewenangannya.

P.NASDEM PERBAIKAN
RUMUSAN

Dana penjaminan
disimpan di bank
pemerintah yang
ditunjuk oleh

Mengusulkanperbaikan
rumusan baru dengan
menambah frasa
“sesuai peraturan
perundang-undangan”.
Selain itu,sudah ada
pengaturan tentang
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

Pemerintah Pusat
sesuai dengan
peraturan
perundang-
undangan.

ekonomi lingkungan
dalam PP Nomor 46
Tahun 2017 tentang
Instrumen Ekonomi
LingkunganHidup.

PKB TETAP

PD

PKS DIUBAH

Dana penjaminan
disimpan di bank
pemerintah yang
ditunjuk oleh
Pemerintah Pusat
danataupemerintah
daerah sesuai
dengan
kewenangannya.

Penyesuaian
nomenklatur
pemerintahpusat

PAN Diubah

Penambahan frasa
“dan/atau
Pemerintah Daerah
sesuai dengan
kewenangannya”
sehinggaberbunyi:
(1)Dana

penjaminan
disimpan di
bank
pemerintah
yang ditunjuk
oleh
Pemerintah
Pusatdan/atau
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

Pemerintah
Daerah sesuai
dengan
kewenangannya
.

PPP

993. (3)Menteri,gubernur,atau
bupati/walikota sesuai
dengankewenangannya
dapat menetapkan
pihak ketiga untuk
melakukan pemulihan
fungsilingkunganhidup
dengan menggunakan
danapenjaminan.

(3)Pemerintah Pusat dapat
menetapkan pihak ketiga untuk
melakukan pemulihan fungsi
lingkungan hidup dengan
menggunakandanapenjaminan.

PDI-P Penggunaan kata
“dapat” bernuansa
tidak tegas karena
bisa ditafsirkan
bahwa tidak hanya
pemerintah pusat
yangsecaramutlak
bisa menetapkan
pihak ketiga.
Rumusan pada UU
existingjustrulebih
tegasdanrinci.

PG DIHAPUS

P.GERINDRA DIUBAH

(3)Pemerintah
Pusat dan
Pemerintah
Daerah sesuai
kewenangannya
dapat
menetapkan
pihak ketiga
untuk
melakukan
pemulihan
fungsi
lingkunganhidup
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

dengan
menggunakan
dana
penjaminan.

P.NASDEM PERBAIKAN
RUMUSAN

Pemerintah Pusat
dapat menetapkan
pihak ketiga untuk
melakukan
pemulihan fungsi
lingkungan hidup
dengan
menggunakan dana
penjaminan, sesuai
peraturan
perundang-
undangan.

Mengusulkan rumusan
baru dengan
menambah frasa
“sesuai peraturan
perundang-undangan
“dan perlu dilengkapi
denganpenjelasanayat
yangberupapenjelasan
operasional.

PKB TETAP

PD

PKS DIUBAH

Pemerintah Pusat
dan atau
Pemerintah daerah
dapat menetapkan
pihak ketiga untuk
melakukan
pemulihan fungsi
lingkungan hidup
dengan
menggunakan dana
penjaminan.

Penyesuaian
nomenklatur
pemerintahpusat.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

PAN Diubah

Ditambah frasa
“dan/atau
PemerintahDaerah”
sehingga berbunyi
sebagaiberikut:
(2)Pemerintah

Pusatdan/atau
Pemerintah
Daerah dapat
menetapkan
pihak ketiga
untuk
melakukan
pemulihan
fungsi
lingkungan
hidup dengan
menggunakan
dana
penjaminan.

PPP

994. (4)Ketentuan lebih lanjut
mengenai dana
penjaminan
sebagaimanadimaksud
pada ayat(1) sampai
dengan ayat(3)diatur
dalam Peraturan
Pemerintah.

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai
dana penjaminan sebagaimana
dimaksud padaayat(1),ayat(2),
dan ayat (3) diatur dengan
PeraturanPemerintah.

PDI-P TETAP

PG DIHAPUS

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

995. 21.Ketentuan Pasal 59 diubah
sehinggaberbunyisebagaiberikut:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP
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P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS

PAN

PPP

996. Pasal59
(1)Setiap orang yang

menghasilkanlimbahB3
wajib melakukan
pengelolaanlimbah B3
yangdihasilkannya.

Pasal59
(1)Setiap orang yang menghasilkan

limbah B3 wajib melakukan
pengelolaan limbah B3 yang
dihasilkannya.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

997. (2)Dalam hal B3
sebagaimanadimaksud
dalam Pasal58ayat(1)
telah kedaluwarsa,
pengelolaannya
mengikuti ketentuan
pengelolaanlimbahB3.

(2)Dalam hal B3 sebagaimana
dimaksuddalam Pasal58ayat(1)
telahkedaluwarsa,pengelolaannya
mengikuti ketentuan pengelolaan
limbahB3.

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP Pasal58ayat(1)yang
dimaksuddisiniadalah
Pasalyang tercantum
dalam UU32/2009.

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

998. (3)Dalam halsetiaporang
tidak mampu
melakukan sendiri
pengelolaan limbahB3,
pengelolaannya
diserahkan kepada
pihaklain.

(3)Dalam hal setiap orang
sebagaimanadimaksud padaayat
(1)tidakmampumelakukansendiri
Pengelolaan limbah B3,
pengelolaannyadiserahkankepada
pihaklain.

PDI-P Perlu
penyempurnaan
redaksional yang
menjelaskan pihak
laininisiapa?

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

999. (4)Pengelolaan limbah B3
wajibmendapatizindari
Menteri,gubernur,atau
bupati/walikota sesuai
dengan
kewenangannya.

(4)Pengelolaan limbah B3 wajib
mendapatPerizinanBerusahadari
PemerintahPusat.

PDI-P Penarikan
kewenangan dari
daerah ke pusat
memang akan bisa
menyederhanakan
birokrasi, namun
dalam konteks
pengelolaan limbah
perlu
dipertimbangkan
peran pemerintah
daerah khususnya
kabupaten/kotadan
masyarakat
setempat yang
terkena dampak
langsung.

Mengusulkan
ketentuan diubah
menjadi:
(4) Pengelolaan
limbah B3 wajib
mendapatPerizinan
Berusaha dari
Pemerintah Pusat
berdasarkan
rekomendasi dari
Pemerintah
Kabupaten/Kota.

PG TETAP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

P.GERINDRA DIUBAH

(4) Pengelolaan
limbah B3 wajib
mendapatPerizinan
Berusaha dan izin
lingkungan dari
Pemerintah Pusat
atau Pemerintah
Daerah sesuai
dengan
kewenangannya.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS Kembali
keketentuan UU 32
tahun2009

Alasan:

FPKS beranggapan
bahwa pada Ayat 4
dalam usulan
pemerintah sebenarnya
terlihatabsurd,karena
pasal ini sedang
berkaitan dengan
kewajiban pengelolaan
limbah yang dihasilkan
dari usaha. Sehingga
tidak tepat izin
pengolahan limbah
diganti menjadi
perizinan berusaha
pengolahanlimbah

PAN DIUBAH

Menambahkanfrasa

Pemerintah Daerah
tetap didayagunakan
sesuai dengan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

“dan/atau
Pemerintah Daerah
sesuai
kewenangannya”
Sehinggaberbunyi:
Pengelolaan limbah
B3 wajib mendapat
Perizinan Berusaha
dari Pemerintah
Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah
sesuai
kewenangannya

fungsinyatetapidengan
pendelegasian dari
Pemerintah Pusat,
sehingga Pemerintah
Pusat tetap menjadi
regulator, namun
demikian Pemerintah
Daerahtetapterlibatkan
secaraaktif.

PPP

1000.(5)Menteri,gubernur,atau
bupati/walikota wajib
mencantumkan
persyaratan lingkungan
hidup yang harus
dipenuhidankewajiban
yang harus dipatuhi
pengelola limbah B3
dalam izin.

(5)Pemerintah Pusat wajib
mencantumkan persyaratan
lingkungan hidup yang harus
dipenuhidankewajibanyangharus
dipatuhipengelolalimbahB3dalam
PerizinanBerusaha.

PDI-P Memintapenjelasan
pemerintah terkait
persyaratan
lingkungan hidup,
apakah juga
diberlakukan untuk
perusahaan
penghasillimbahB3
yang mengolah
limbahnyasendiri?

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH

(5) Pemerintah
Pusat dan
Pemerintah Daerah
wajib
mencantumkan
persyaratan
lingkungan hidup
yangharusdipenuhi
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

dankewajibanyang
harus dipatuhi
pengelolalimbahB3
dalam izin
lingkungan.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS DIUBAH

Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
daerah wajib
mencantumkan
persyaratan
lingkungan hidup
yangharusdipenuhi
dankewajibanyang
harus dipatuhi
pengelolalimbahB3
dalam Perizinan
Berusaha.

Alasan:

Perizinan pengelolaan
limbahB3akansangat
tergantung dengan
pengawasan sehingga
kewenangan
pemerintah daerah
harus tetap
dipertahankan

PAN TETAP

PPP

1001.(6)Keputusan pemberian
izinwajibdiumumkan.

(6)Keputusan pemberian Perizinan
Berusahawajibdiumumkan.

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH

(6)Keputusan
pemberian
Perizinan
Berusaha dan
izin lingkungan
sebagaimana
dimaksud pada

Penambahan frasa
“dengan cara yang
mudah diketahuioleh
masyarakat”,
harmonisasi dengan
DIM No.988.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

ayat (4) wajib
diumumkan
dengan cara
yang mudah
diketahui oleh
masyarakat.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1002.(7)Ketentuan lebih lanjut
mengenai pengelolaan
limbahB3diaturdalam
PeraturanPemerintah.

(7)PemerintahPusatatauPemerintah
Daerah memfasilitasipengelolaan
berupa pengumpulan,
pengangkutan,dan pemanfaatan,
pengolahan dan/atau penimbunan
limbahB3.

PDI-P Diperlukan batasan
yang memfasilitasi
apa yang menjadi
domainPemdadan
Pemerintah pusat.
Ketentuaniniterasa
janggal karena
dalam proses
adminitrasi
perizinan tidak
tertulis peran
Pemerintah Daerah,
tetapi ketika
menyangkut
fasilitas konteks
pemerintah daerah
munculsecarajelas.

Disetujui Panja
Pukul17.19

DIHAPUS

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM DIHAPUS Pengertian
memfasilitasi dapat
berarti menyediakan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

sarana/prasarana dan
membebanipemerintah
padahal limbah B3
tersebut adalah hasil
dari kegiatan yang
menjadi tanggung
jawab yang
bersangkutan, bukan
pemerintah. Hal ini
bertentangan dengan
prinsippolluterpays

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP Pemerintah tidak
konsisten.
Ayat (7) ini
mempertegas kembali
bahwa keterlibatan
Pemerintah Daerah
masih sangat
diperlukan dalam
pengelolaan.

PPP

1003. (8)Ketentuan lebih lanjut mengenai
pengelolaan limbah B3 diatur
denganPeraturanPemerintah.

PDI-P Memintapenjelasan
pemerintah terkait
PP yang dimaksud
dalam ketentuanini
adalahPPbaruatau
mengacu pada PP
No:101Tahun2014
Tentang
PengelolaanLimbah
Bahan Berbahaya

Disetujui Panja
Pukul17.20

TETAP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

Beracun?

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP Yaitu dengan tetap
memperhatikanUUlain,
sepertiUUPemdayang
memberi juga
kewenangan
pengelolaan limbah B3
kepada Pemerintah
Daerah.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1004. 22.Ketentuan Pasal 61 diubah
sehinggaberbunyisebagaiberikut:

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS

PAN

PPP

1005. Pasal61
(1)Dumping sebagaimana

dimaksud dalam Pasal
60 hanya dapat
dilakukan dengan izin
dariMenteri,gubernur,
atau bupati/walikota
sesuai dengan
kewenangannya.

Pasal61
(1)Dumping sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 60 hanya dapat
dilakukan dengan persetujuan
PemerintahPusat.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH

Kembali ke teks
lama(UUexisting).

(1) Dumping
sebagaimana
dimaksud dalam
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

Pasal 60 hanya
dapat dilakukan
dengan izin dari
Pemerintah Pusat
atau Pemerintah
Daerah sesuai
dengan
kewenangannya.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS DIUBAH

Dumping
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 60 hanya
dapat dilakukan
denganpersetujuan
dari Menteri,
gubernur, atau
bupati/walikota
sesuai dengan
kewenangannya.

Kewajiban pemerintah
pusat berkewajiban
membuatrambu-rambu
terkaitdumping,namun
perizinannya tetap
diberikan oleh mentri,
gubernur
bupati/walikota seusai
dengankewenangannya
masing-masing.

PAN DIUBAH

Menambahkanfrasa
“ dan/atau
Pemerintah Daerah
sesuaikewenangan
yangdiberikan.”
Sehinggaberbunyi:

Pasal61
(1)Dumping

sebagaimana

PersetujuanPemerintah
Pusat dapat
didelegasikan pada
Pemerintah Daerah
sebagai wujud dari
pelibatan aktif Pemda
sertamengurangikesan
sentralisasi yang
sangatbesarpadaRUU
CiptaKerja.Sentralisasi
sangat potensial
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

dimaksuddalam
Pasal60 hanya
dapat dilakukan
dengan
persetujuan
Pemerintah
Pusat dan/atau
Pemerintah
Daerah sesuai
kewenangan
yangdiberikan.

bertabrakandenganUU
OtonomiDaerah serta
UU Pemda sementara
keduaUUtersebuttidak
termasukpadaUUyang
diubahdalam RUUCipta
Kerja.

PPP

1006.(2)Dumping sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)
hanya dapatdilakukan
di lokasi yang telah
ditentukan.

(2)Dumping sebagaimana dimaksud
padaayat(1)hanyadapatdilakukan
dilokasiyangtelahditentukan.

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1007.(3)Ketentuan lebih lanjut
mengenaitatacaradan
persyaratan dumping
limbah atau bahan
diaturdalam Peraturan
Pemerintah.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai
tatacaradanpersyaratandumping
limbah atau bahan diaturdengan
PeraturanPemerintah.

PDI-P Memintapenjelasan
pemerintah terkait
PP yang dimaksud
dalam ketentuanini
merupakanPPbaru
ataumengacupada
PP No:101 Tahun
2014 Tentang
PengelolaanLimbah
Bahan Berbahaya
Beracun?
KarenapadaPPNo
101/2014 Bab X

Disetujui Panja
Pukul17.21

Kembali ke UU
eksisiting.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

sudah mengatur
secara khusus dan
detail tentang
dumping
(pembuangan)
limbahB3.

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1008. 23.Di antara Pasal 61 dan 62
disisipkan 1 (satu) pasal yakni
Pasal61A yang berbunyisebagai
berikut:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1009. Pasal61A
Dalam halPelaku Usaha melakukan
kegiatandan/atauusaha:

TETAP PDI-P Untuk DIM 1009-
1014
Memintapenjelasan
pemerintah terkait
urgensi
penambahan
ketentuan pasal61
A.
Pasal ini terasa
menggantung jika
dikaitkan dengan
Pasal61danPasal

Disetujui Panja
Pukul17.26

DIM 109-DIM 114
dibawa ke
Timus/Timsin.
Tabulasinya
merupakan
kegiatannya,
pengintegrasiann
yadimasukkanke
dalam pasal
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

62 tersendiri.

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH

Perubahan
redaksional

Pasal61A
Pelaku Usaha yang
melakukankegiatan
dan/atauusaha:

P.NASDEM TETAP

PKB Pasal61A
Dalam hal Pelaku
Usaha melakukan
kegiatan dan/atau
usaha:

PD

PKS TETAP

PAN DIUBAH:

Ketentuaninidiubah
menjadi ayat (1),
sehingga berbunyi
sebagaiberikut:

(1)Dalam halPelaku
Usaha melakukan
kegiatan dan/atau
usaha:

PPP DiHapus Tidak jelas norma ini
dikaitkan kemana,
karena tidak terkait
denganpasaldiatasnya
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

dandibawahnya

1010. a.menghasilkan, mengangkut,
mengedarkan, menyimpan,
memanfaatkan, membuang,
mengolah, dan/atau menimbun
bahanberbahayadanberacun;

PDI-P TETAP DIM 1010–1014
Kata menimbun
dihapus.

Usulantambahan
dari pemerintah
setelahhurufe.

Membuang emisi
keudara

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM PERBAIKAN
RUMUSAN
Mengusulkan
menghapus kata
“menimbun”

menghasilkan,
mengangkut,
mengedarkan,
menyimpan,
memanfaatkan,
membuang,
dan/atau mengolah
bahan berbahaya
danberacun;

Sama sekali tidak
dibenarkan adanya
kegiatan penimbunan.
Menimbun B3 berarti
merupakan
pelanggaran dan tidak
bolehdilakukan

PKB menghasilkan,
mengangkut,
mengedarkan,
menyimpan,
memanfaatkan,
membuang,
mengolah,dan/atau
menimbun bahan
berbahaya dan
beracun;

PD

PKS TETAP

PAN TETAP Harus diatur secara
ketat terkait kegiatan
Usaha pengelolaan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

Limbah B3 dengan
ketentuan yang hanya
membolehkan Limbah
B3hasilkegiatandalam
negeri dan dilarang
kerasmelakukanimpor
limbah B3 dari luar
negeri.

PPP DiHapus Tidak jelas norma ini
dikaitkan kemana,
karena tidak terkait
denganpasaldiatasnya
dandibawahnya

1011. b.menghasilkan, mengangkut,
menyimpan, mengumpulkan,
memanfaatkan, mengolah,
dan/ataumenimbunlimbahbahan
berbahayadanberacun;

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM PERBAIKAN
RUMUSAN
mengusulkan
Menghapus kata
“menimbun”

menghasilkan,
mengangkut,
menyimpan,
mengumpulkan
dan/atau
memanfaatkan,
mengolah, limbah
bahan berbahaya
danberacun;

Sama sekali tidak
dibenarkan adanya
kegiatan penimbunan.
Menimbun B3 berarti
merupakan
pelanggaran dan tidak
bolehdilakukan

PKB menghasilkan,
mengangkut,
menyimpan,
mengumpulkan,
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

memanfaatkan,
mengolah,dan/atau
menimbun limbah
bahan berbahaya
danberacun;

PD

PKS TETAP

PAN TETAP Harus diatur secara
ketat terkait kegiatan
Usaha pengelolaan
Limbah B3 dengan
ketentuan yang hanya
membolehkan Limbah
B3hasilkegiatandalam
negeri dan dilarang
kerasmelakukanimpor
limbah B3 dari luar
negeri.

PPP DiHapus Tidakjelascantolannya
kemana?

1012. c. pembuanganairlimbahkelaut; PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB pembuangan air
limbahkelaut;

PD

PKS TETAP

PAN TETAP Harus diatur secara
ketat terkait kegiatan
Usaha pengelolaan
Limbah B3 dengan
ketentuan yang hanya
membolehkan Limbah
B3hasilkegiatandalam
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

negeri dan dilarang
kerasmelakukanimpor
limbah B3 dari luar
negeri.

PPP DiHapus Tidakjelascantolannya
kemana?

1013. d.pembuanganairlimbahkesumber
air;dan/atau

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB pembuangan air
limbah ke sumber
air;dan/atau

PD

PKS TETAP

PAN TETAP IDEM

PPP DiHapus Tidakjelascantolannya
kemana?

1014. e.memanfaatkan air limbah untuk
aplikasi ke tanah, merupakan
bagian dari kegiatan usaha,
pengelolaan tersebut dinyatakan
dalam AmdaldanUKL-UPL.

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH

Perbaikan
redaksional.
Mengingathurupa-e
teah dinyatakan
sebagai
usaha/kegiatan
diawalkalimat(DIM
1009)maka diakhir
kalimattidak perlu
diulang,makaanak
kalimat“merupakan
bagiandarikegiatan
usaha”dihapus.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

e.memanfaatkan
airlimbah untuk
aplikasiketanah,

merupakan bagian
darikegiatanusaha,
pengelolaan
tersebutdinyatakan
dalam Amdal dan
UKL-UPL.

P.NASDEM TETAP
PENAMBAHAN
HURUF:

f.membuang emisi
keudara
g. melakukan
pengelolaan air
limbahdengancara
injeksi

Mengusulkan
menambah ketentuan
baru menjadihuruf f
“membuang emisi ke
udara” dan huruf g
“melakukan
pengelolaan airlimbah
dengancarainjeksi

PKB memanfaatkan air
limbah untuk
aplikasi ke tanah,
merupakan bagian
darikegiatanusaha,
yang
pengelolaannya
wajib dinyatakan
dalam dokumen
amdaldan standar
UKL-UPL.

Perubahan substansi,
penambahan frasa
wajib mengandung
maksud bahwa setiap
pelaku usaha memiliki
tanggungjawab
terhadap kelestarian
lingkungan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

PD

PKS TETAP

PAN DIUBAH:

Ketentuan huruf e
diubah di mana
frasa “merupakan
bagiandarikegiatan
usaha,pengelolaan
tersebutdinyatakan
dalam Amdal dan
UKL-UPL,” dihapus
dan ditempatkan
menjadi ayat (2),
sehingga berbunyi
sebagaiberikut:

e.memanfaatkanair
limbah untuk
aplikasiketanah,

(2) Ketentuan
Pelaku Usaha
melakukankegiatan
dan/atau usaha
sebagaimana
dimaksudpadaayat
(1) merupakan
bagiandarikegiatan
usaha yang
pengelolaannya
dinyatakan dalam
AmdaldanUKL-UPL

IDEM

PPP DiHapus Tidak jelas kaitanya
kemana,karena tidak
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

terkait dengan pasal
diatasnya dan
dibawahnya

1015. 24.Ketentuan Pasal 63 diubah
sehinggaberbunyisebagaiberikut:

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS

PAN TETAP

PPP

1016. Pasal63
(1)Dalam perlindungandan

pengelolaan lingkungan
hidup, Pemerintah
bertugas dan
berwenang:

Pasal63
Dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup,Pemerintah Pusat
bertugasdanberwenang:

TETAP PDI-P Harmonisasi
perubahan kata
pemerintah menjadi
pemerintahpusat

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH
Diberikan nomor
ayat(1)
(1) Dalam
perlindungan dan
pengelolaan
lingkungan hidup,
Pemerintah Pusat
bertugas dan
berwenang:

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1017.a.menetapkan kebijakan
nasional;

a.menetapkankebijakannasional;
.

PDI-P TETAP

PG TETAP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1018.b.menetapkan norma,
standar,prosedur,dan
kriteria;

b.menetapkan norma, standar,
prosedur,dankriteria;

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1019.c. menetapkan dan
melaksanakankebijakan
mengenai RPPLH
nasional;

c. menetapkan dan melaksanakan
kebijakan mengenai RPPLH
nasional;

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1020.d.menetapkan dan
melaksanakankebijakan
mengenaiKLHS;

d.menetapkan dan melaksanakan
kebijakanmengenaiKLHS;

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

1021.e.menetapkan dan
melaksanakan
kebijakan mengenai
amdaldanUKL-UPL;

e.menetapkan dan melaksanakan
kebijakanmengenaiamdaldanUKL
-UPL;

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1022.f. menyelenggarakan
inventarisasi sumber
dayaalam nasionaldan
emisigasrumahkaca;

f. menyelenggarakan inventarisasi
sumberdaya alam nasionaldan
emisigasrumahkaca;

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1023.g.mengembangkan
standarkerjasama;

g.mengembangkan standar kerja
sama;

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1024.h.mengoordinasikan dan
melaksanakan
pengendalian
pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan
hidup;

h.mengoordinasikan dan
melaksanakan pengendalian
pencemaran dan/atau kerusakan
lingkunganhidup;

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

PAN DIUBAH
Menambahkan kata
“mendelegasikan”,
setelah kata
“mengkoordinasikan
”,
sehingga berbunyi
sebagaiberikut:

h.
mengkoordinasikan,
mendelegasikan
dan melaksanakan
pengendalian
pencemaran
dan/atau kerusakan
lingkunganhidup;

Penambahan kata
mendelegasikan perlu
ditambahkan karena
penambahan tugas
wewenang Pemerintah
Pusat menjadisangat
besar dan perlu
melibatkan Pemerintah
Daerah untuk
memudahkan dan
mengoptimalkan upaya
pengawasan
perlindungan
lingkunganhidup.

PPP

1025.i. menetapkan dan
melaksanakan
kebijakan mengenai
sumber daya alam
hayati dan nonhayati,
keanekaragamanhayati,
sumber daya genetik,
dan keamanan hayati
produk rekayasa
genetik;

i. menetapkan dan melaksanakan
kebijakan mengenaisumberdaya
alam hayati dan nonhayati,
keanekaragaman hayati, sumber
dayagenetik,dankeamananhayati
produkrekayasagenetik;

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1026.j. menetapkan dan
melaksanakan
kebijakan mengenai
pengendalian dampak
perubahan iklim dan
perlindungan lapisan
ozon;

j. menetapkan dan melaksanakan
kebijakan mengenaipengendalian
dampak perubahan iklim dan
perlindunganlapisanozon;

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

Tambahan
penjelasan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

pasal/ayatkebijakan
mengenai
pengendalian
dampak perubahan
iklim sepertiterkait
dengan langkah
pengaturan jumlah
emisi gas rumah
kaca(grk),teknologi
ramah lingkungan,
penilaian ekonomi
karbon dll yang
didasarkan pada
ketentuanperaturan
perundangan dan
dengan
memperhatikan
konvensi
internasional.

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1027.k. menetapkan dan
melaksanakankebijakan
mengenai B3, limbah,
sertalimbahB3;

k. menetapkan dan melaksanakan
kebijakan mengenai B3, limbah,
sertalimbahB3;

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1028.l. menetapkan dan
melaksanakan

l. menetapkan dan melaksanakan
kebijakan mengenaiperlindungan

PDI-P TETAP

PG TETAP
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kebijakan mengenai
perlindunganlingkungan
laut;

lingkunganlaut; P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1029.m.menetapkan dan
melaksanakan
kebijakan mengenai
pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan
hidup lintas batas
negara;

m.menetapkan dan melaksanakan
kebijakan mengenai pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan
hiduplintasbatasnegara;

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1030.n.melakukan pembinaan
dan pengawasan
terhadap pelaksanaan
kebijakan nasional,
peraturan daerah,dan
peraturan kepala
daerah;

n.melakukan pembinaan dan
pengawasanterhadappelaksanaan
kebijakan nasional, peraturan
daerah, dan peraturan kepala
daerah;

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1031.o.melakukan pembinaan
dan pengawasan
ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau
kegiatan terhadap
ketentuan perizinan
lingkungan dan
peraturan
perundangundangan;

o.melakukan pembinaan dan
pengawasanketaatanpenanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap ketentuan persetujuan
lingkungan dan peraturan
perundang-undangan;

PDI-P Harmonisasi
pergantian istilah
perizinanlingkungan
menjadipersetujuan
lingkungan

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

PAN TETAP

PPP Mengubah Frasa
persetujuan
lingkungan diganti
dengan Frasa
“perizinan
berusaha”sehingga
berbunyi:
melakukan
pembinaan dan
pengawasan
ketaatan
penanggung jawab
usaha dan/atau
kegiatan terhadap
ketentuan perizinan
berusaha dan
peraturan
perundang-
undangan;

Konsisten
menggunakan Frasa
“perizinan berusaha”
sesuai dengan Judul
RUU yang kami
usulkan.

1032.p.mengembangkan dan
menerapkan instrumen
lingkunganhidup;

p.mengembangkan dan menerapkan
instrumenlingkunganhidup;

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1033.q.mengoordinasikan dan
memfasilitasi kerja
samadanpenyelesaian
perselisihan
antardaerah serta
penyelesaiansengketa;

q.mengoordinasikan dan
memfasilitasi kerja sama dan
penyelesaian perselisihan
antardaerah serta penyelesaian
sengketa;

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1034.r. mengembangkan dan
melaksanakankebijakan
pengelolaan pengaduan
masyarakat;

r. mengembangkan dan
melaksanakan kebijakan
pengelolaan pengaduan
masyarakat;

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1035.s. menetapkan standar
pelayananminimal;

s. menetapkan standar pelayanan
minimal;

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1036.t. menetapkan kebijakan
mengenai tata cara
pengakuan keberadaan
masyarakathukum adat,
kearifan lokal,dan hak
masyarakathukum adat
yang terkait dengan
perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup;

t. menetapkan kebijakan mengenai
tata cara pengakuan keberadaan
masyarakathukum adat,kearifan
lokal,dan hakmasyarakathukum
adat yang terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan
lingkunganhidup;

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1037.u.mengelola informasi
lingkungan hidup
nasional;

u.mengelola informasi lingkungan
hidupnasional;

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1038.v. mengoordinasikan,
mengembangkan, dan
menyosialisasikan
pemanfaatan teknologi
ramahlingkunganhidup;

v. mengoordinasikan,
mengembangkan, dan
menyosialisasikan pemanfaatan
teknologiramahlingkunganhidup;

PDI-P Mohon cek kata
baku menggunakan
menyosialisasikan
atau
mensosialisasikan.

PG v.mengoordinasikan,
mengembangkan,
dan
mensosialisasikan
pemanfaatan
teknologi ramah
lingkunganhidup;

Mengganti kata
menyosialisasikan
menjadi
mensosialisasikan
sesuaiKBBI.

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1039.w.memberikanpendidikan,
pelatihan, pembinaan,
danpenghargaan;

w.memberikan pendidikan,pelatihan,
pembinaan,danpenghargaan;

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM Mengusulkan
rumusan baru
dengan menambah
frasa “serta
mendorong
kepemimpinan
berwawasan
lingkungan”.

Langkah-langkah
penguatan kebijakan
dan implementasi
kegiatan untuk
penguatan lingkungan
perlu didorong oleh
kepemimpinan di
berbagai strata
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

memberikan
pendidikan,
pelatihan,
pembinaan, dan
penghargaan serta
mendorong
kepemimpinan
berwawasan
lingkungan.

pemerintahan dan
lembaga-lembaga di
masyarakat.

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1040.x. mengembangkan
sarana dan standar
laboratorium lingkungan
hidup;

x. mengembangkan sarana dan
standar laboratorium lingkungan
hidup;

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1041.y. menerbitkan izin
lingkungan;

y. menerbitkanPerizinanBerusaha. PDI-P Harmonisasi
pergantian istilah
izin lingkungan
menjadi perizinan
berusaha.

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

PAN Diubah:

KembalikepadaUU
eksisting.

y.menerbitkan izin
lingkungan;

Keberadaan izin
lingkungan masih
sangat diperlukan
mengingat wajibnya
keberadaanAmdalatau
UKL-UPL dalam
perlindungan dan
pengelolaanlingkungan
hidup.
Ini juga sekaligus
konsistensisikap PAN
pada DIM sebelumnya
terkait dengan izin
lingkungan.

PPP

1042.z. menetapkan wilayah
ekoregion;dan

z. menetapkanwilayahekoregion;dan PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1043.aa.melakukan penegakan
hukum lingkungan
hidup.

(2)Dalam perlindungandan
pengelolaan lingkungan
hidup, pemerintah
provinsi bertugas dan
berwenang

a.menetapkan
kebijakan tingkat

aa.melakukan penegakan hukum
lingkunganhidup

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA PENDALAMAN

1.Kewenangan
Pemeritah
Daerah dalam
Pengelolaan
Hidup
sebagaimana
diaturdalam UU
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provinsi;
b.menetapkan dan

melaksanakan KLHS
tingkatprovinsi;

c. menetapkan dan
melaksanakan
kebijakan mengenai
RPPLHprovinsi;

d.menetapkan dan
melaksanakan
kebijakan mengenai
amdaldanUKL-UPL;

e.menyelenggarakan
inventarisasisumber
dayaalam danemisi
gasrumahkacapada
tingkatprovinsi;

f. mengembangkandan
melaksanakan kerja
samadankemitraan;

g.mengoordinasikan
dan melaksanakan
pengendalian
pencemarandan/atau
kerusakanlingkungan
hidup lintas
kabupaten/kota;

h. melakukan
pembinaan dan
pengawasan
terhadappelaksanaan
kebijakan, peraturan
daerah,danperaturan
kepala daerah
kabupaten/kota;

i. melakukan
pembinaan dan
pengawasanketaatan

exsting tidak
boleh dihapus,
apakah
Pemerintah
Pusat begitu
yakin dapat
mengelolaan
seluruh daerah
mengingat
jangkauan
pelayanan,
personil,
pengetahuan
lokal.Lagipula
yang merasakan
dampak atau
akibat dari
kerusakan
lingkunganhidup
adalah
masyarakat
daerah, atas
dasar apa
sehingga
Pemerintah
Daerah tidak
diberikan
kewenangan
dalam
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup.

2.Klaim
Pemerintah
Pusat bahwa
kewenangan
Pemerintah
Daerah diatur
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penanggung jawab
usaha dan/atau
kegiatan terhadap
ketentuan perizinan
lingkungan dan
peraturanperundang-
undangan dibidang
perlindungan dan
pengelolaan
lingkunganhidup;

j. mengembangkandan
menerapkan
instrumenlingkungan
hidup;

k. mengoordinasikan
dan memfasilitasi
kerja sama dan
penyelesaian
perselisihan
antarkabupaten/antar
kota serta
penyelesaian
sengketa;

l. melakukan
pembinaan, bantuan
teknis, dan
pengawasan kepada
kabupaten/kota di
bidang program dan
kegiatan;

m.melaksanakan
standar pelayanan
minimal;

n.menetapkan
kebijakan mengenai
tata cara pengakuan
keberadaan
masyarakat hukum

dalam Peraturan
Pemerintah (PP)
bertentangan
dengan sistem
ketatanegaraan
dan
pembentukan
Peraturan
Perundangan-
undanganbahwa
kewenangan
daerah yang
diakui oleh
konstitusi (UUD
1945 Pasal18)
harus dijabarkan
dalam UU.

3.Lagipula
mendroup
pengaturan yang
sudah diaturUU
menjadi diatur
dalam PP yang
tidakbermasalah
secara
subtansial
berpotensi
terjadinya
distorsi karena
merupakan
kebijakan
sepihak
Pemerintah
Pusat, yang
dapat saja
terpengaruh
kepentingan
sentralisasi
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adat,kearifan lokal,
dan hak masyarakat
hukum adat yang
terkait dengan
perlindungan dan
pengelolaan
lingkungan hidup
padatingkatprovinsi;

o.mengelola informasi
lingkungan hidup
tingkatprovinsi;

p.mengembangkandan
menyosialisasikan
pemanfaatan
teknologi ramah
lingkunganhidup;

q.memberikan
pendidikan,pelatihan,
pembinaan, dan
penghargaan;

r. menerbitkan izin
lingkungan pada
tingkatprovinsi;dan

s. melakukan
penegakan hukum
lingkungan hidup
padatingkatprovinsi.

(3)Dalam perlindungandan
pengelolaan lingkungan
hidup, pemerintah
kabupaten/kota
bertugas dan
berwenang:

a.menetapkan
kebijakan tingkat
kabupaten/kota;

b.menetapkan dan
melaksanakan KLHS

Sumber Daya
danpendapatan.

4.Menjadi rancu
ketika urusan
pembagian
kewenangan
antarapusatdan
daerah yang
adalah arahan
UUD 1945diatur
oleh Pemerintah
Pusat secara
sepihak.

Kesimpulan
DIUBAH,
kewenangan
Pemerintah Daerah
tetapdipertahankan
aliaskembalikeUU
exsting.

aa.melakukan
penegakan
hukum
lingkungan
hidup.

(2)Dalam
perlindungan
danpengelolaan
lingkungan
hidup,
pemerintah
provinsi
bertugas dan
berwenang
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tingkat
kabupaten/kota;

c. menetapkan dan
melaksanakan
kebijakan mengenai
RPPLH
kabupaten/kota;

d.menetapkan dan
melaksanakan
kebijakan mengenai
amdaldanUKL-UPL;

e.menyelenggarakan
inventarisasisumber
dayaalam danemisi
gasrumahkacapada
tingkat
kabupaten/kota;

f. mengembangkandan
melaksanakan kerja
samadankemitraan;

g.mengembangkandan
menerapkan
instrumenlingkungan
hidup;

h.memfasilitasi
penyelesaian
sengketa;

i. melakukan
pembinaan dan
pengawasanketaatan
penanggung jawab
usaha dan/atau
kegiatan terhadap
ketentuan perizinan
lingkungan dan
peraturan
perundangundangan;

j. melaksanakan

a.menetapkan
kebijakan
tingkat
provinsi;

b.menetapkan
dan
melaksanakan
KLHS tingkat
provinsi;

c. menetapkan
dan
melaksanakan
kebijakan
mengenai
RPPLH
provinsi;

d.menetapkan
dan
melaksanakan
kebijakan
mengenai
amdal dan
UKL-UPL;

e.
menyelenggar
akan
inventarisasi
sumber daya
alam dan
emisi gas
rumah kaca
pada tingkat
provinsi;

f.
mengembang
kan dan
melaksanakan
kerja sama
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standar pelayanan
minimal;

k. melaksanakan
kebijakan mengenai
tata cara pengakuan
keberadaan
masyarakat hukum
adat,kearifan lokal,
dan hak masyarakat
hukum adat yang
terkait dengan
perlindungan dan
pengelolaan
lingkungan hidup
pada tingkat
kabupaten/kota;

l. mengelola informasi
lingkungan hidup
tingkat
kabupaten/kota;

m.mengembangkandan
melaksanakan
kebijakan sistem
informasilingkungan
hidup tingkat
kabupaten/kota;

n.memberikan
pendidikan,pelatihan,
pembinaan, dan
penghargaan;

o.menerbitkan izin
lingkungan pada
tingkat
kabupaten/kota;dan

p.melakukan
penegakan hukum
lingkungan hidup
pada tingkat

dan
kemitraan;

g.
mengoordinas
ikan dan
melaksanakan
pengendalian
pencemaran
dan/atau
kerusakan
lingkungan
hidup lintas
kabupaten/ko
ta;

h. melakukan
pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
kebijakan,
peraturan
daerah, dan
peraturan
kepaladaerah
kabupaten/ko
ta;

i. melakukan
pembinaan
dan
pengawasan
ketaatan
penanggung
jawab usaha
dan/atau
kegiatan
terhadap
ketentuan
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kabupaten/kota. perizinan
lingkungan
danperaturan
perundang-
undangan di
bidang
perlindungan
dan
pengelolaan
lingkungan
hidup;

j.
mengembang
kan dan
menerapkan
instrumen
lingkungan
hidup;

k.
mengoordinas
ikan dan
memfasilitasi
kerja sama
dan
penyelesaian
perselisihan
antarkabupate
n/antarkota
serta
penyelesaian
sengketa;

l. melakukan
pembinaan,
bantuan
teknis, dan
pengawasan
kepada
kabupaten/ko
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

ta di bidang
program dan
kegiatan;

m.melaksanakan
standar
pelayanan
minimal;

n.menetapkan
kebijakan
mengenaitata
cara
pengakuan
keberadaan
masyarakat
hukum adat,
kearifan lokal,
dan hak
masyarakat
hukum adat
yang terkait
dengan
perlindungan
dan
pengelolaan
lingkungan
hidup pada
tingkat
provinsi;

o.mengelola
informasi
lingkungan
hidup tingkat
provinsi;

p.
mengembang
kan dan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

menyosialisas
ikan
pemanfaatan
teknologi
ramah
lingkungan
hidup;

q.memberikan
pendidikan,
pelatihan,
pembinaan,
dan
penghargaan;

r. menerbitkan
izin
lingkungan
pada tingkat
provinsi;dan

s. melakukan
penegakan
hukum
lingkungan
hidup pada
tingkat
provinsi.

(3)Dalam
perlindungan
danpengelolaan
lingkungan
hidup,
pemerintah
kabupaten/kota
bertugas dan
berwenang:

a.menetapkan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

kebijakan
tingkat
kabupaten/ko
ta;

b.menetapkan
dan
melaksanakan
KLHS tingkat
kabupaten/ko
ta;

c. menetapkan
dan
melaksanakan
kebijakan
mengenai
RPPLH
kabupaten/ko
ta;

d.menetapkan
dan
melaksanakan
kebijakan
mengenai
amdal dan
UKL-UPL;

e.
menyelenggar
akan
inventarisasi
sumber daya
alam dan
emisi gas
rumah kaca
pada tingkat
kabupaten/ko
ta;
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

f.
mengembang
kan dan
melaksanakan
kerja sama
dan
kemitraan;

g.
mengembang
kan dan
menerapkan
instrumen
lingkungan
hidup;

h.memfasilitasi
penyelesaian
sengketa;

i. melakukan
pembinaan
dan
pengawasan
ketaatan
penanggung
jawab usaha
dan/atau
kegiatan
terhadap
ketentuan
perizinan
lingkungan
danperaturan
perundangund
angan;

j. melaksanakan
standar
pelayanan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

minimal;
k. melaksanakan

kebijakan
mengenaitata
cara
pengakuan
keberadaan
masyarakat
hukum adat,
kearifan lokal,
dan hak
masyarakat
hukum adat
yang terkait
dengan
perlindungan
dan
pengelolaan
lingkungan
hidup pada
tingkat
kabupaten/ko
ta;

l. mengelola
informasi
lingkungan
hidup tingkat
kabupaten/ko
ta;

m.
mengembang
kan dan
melaksanakan
kebijakan
sistem
informasi
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

lingkungan
hidup tingkat
kabupaten/ko
ta;

n.memberikan
pendidikan,
pelatihan,
pembinaan,
dan
penghargaan;

o.menerbitkan
izin
lingkungan
pada tingkat
kabupaten/ko
ta;dan

p. melakukan
penegakan hukum
lingkungan hidup
pada tingkat
kabupaten/kota.

P.NASDEM TETAP
Mengusulkan
menambah
rumusanbaru:

bb.mengembangkan
usaha-usaha dalam
membangun
aktualisasikearifan
lokal.

Kearifan lokal sudah
harus perlu dijadikan
sebagaibagianpenting
dalam pengelolaan
lingkungan.

PKB TETAP

PD

PKS MENAMBAHKAN Alasan:
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

ayat (2) dan (3)
dalam UU 32 2009
untuk tetap
dimasukan
(2)Dalam

perlindungan
danpengelolaan
lingkungan
hidup,
pemerintah
provinsi
bertugas dan
berwenang

a.menetapkan
kebijakan
tingkat
provinsi;

b.menetapkan
dan
melaksanakan
KLHS tingkat
provinsi;

c. menetapkan
dan
melaksanakan
kebijakan
mengenai
RPPLH
provinsi;

d.menetapkan
dan
melaksanakan
kebijakan
mengenai
amdal dan

Ayat(2)dan ayat(3)
dalam UU 32 tahun
2009 ini tetap harus
dimasukkan kembali
dalam normaRUUCiker
sebab muatannya
sangat penting terkait
kewajiban pemerintah
daerah dalam upaya
perlindungan dan
pengelolaanlingkungan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

UKL-UPL;
e.
menyelenggaraka

ninventarisasi
sumber daya
alam dan
emisi gas
rumah kaca
pada tingkat
provinsi;

f.
mengembang
kan dan
melaksanakan
kerja sama
dan
kemitraan;

g.
mengoordinas
ikan dan
melaksanakan
pengendalian
pencemaran
dan/atau
kerusakan
lingkungan
hidup lintas
kabupaten/ko
ta;

h. melakukan
pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
kebijakan,
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

peraturan
daerah, dan
peraturan
kepaladaerah
kabupaten/ko
ta;

i. melakukan
pembinaan
dan
pengawasan
ketaatan
penanggung
jawab usaha
dan/atau
kegiatan
terhadap
ketentuan
perizinan
lingkungan
danperaturan
perundang-
undangan di
bidang
perlindungan
dan
pengelolaan
lingkungan
hidup;

j.
mengembang
kan dan
menerapkan
instrumen
lingkungan
hidup;

k.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

mengoordinas
ikan dan
memfasilitasi
kerja sama
dan
penyelesaian
perselisihan
antarkabupate
n/antarkota
serta
penyelesaian
sengketa;

l. melakukan
pembinaan,
bantuan
teknis, dan
pengawasan
kepada
kabupaten/ko
ta di bidang
program dan
kegiatan;

m.melaksanakan
standar
pelayanan
minimal;

n.menetapkan
kebijakan
mengenaitata
cara
pengakuan
keberadaan
masyarakat
hukum adat,
kearifan lokal,
dan hak
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

masyarakat
hukum adat
yang terkait
dengan
perlindungan
dan
pengelolaan
lingkungan
hidup pada
tingkat
provinsi;

o.mengelola
informasi
lingkungan
hidup tingkat
provinsi;

p.
mengembang
kan dan
menyosialisas
ikan
pemanfaatan
teknologi
ramah
lingkungan
hidup;

q.memberikan
pendidikan,
pelatihan,
pembinaan,
dan
penghargaan;

r. menerbitkan
izin
lingkungan
pada tingkat
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

provinsi;dan
s. melakukan

penegakan
hukum
lingkungan
hidup pada
tingkat
provinsi.

(3)Dalam
perlindungan
danpengelolaan
lingkungan
hidup,
pemerintah
kabupaten/kota
bertugas dan
berwenang:

a.menetapkan
kebijakan
tingkat
kabupaten/ko
ta;

b.menetapkan
dan
melaksanakan
KLHS tingkat
kabupaten/ko
ta;

c. menetapkan
dan
melaksanakan
kebijakan
mengenai
RPPLH
kabupaten/ko
ta;
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

d.menetapkan
dan
melaksanakan
kebijakan
mengenai
amdal dan
UKL-UPL;

e.
menyelenggar
akan
inventarisasi
sumber daya
alam dan
emisi gas
rumah kaca
pada tingkat
kabupaten/ko
ta;

f.
mengembang
kan dan
melaksanakan
kerja sama
dan
kemitraan;

g.
mengembang
kan dan
menerapkan
instrumen
lingkungan
hidup;

h.memfasilitasi
penyelesaian
sengketa;

i. melakukan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

pembinaan
dan
pengawasan
ketaatan
penanggung
jawab usaha
dan/atau
kegiatan
terhadap
ketentuan
perizinan
lingkungan
danperaturan
perundangund
angan;

j. melaksanakan
standar
pelayanan
minimal;

k. melaksanakan
kebijakan
mengenaitata
cara
pengakuan
keberadaan
masyarakat
hukum adat,
kearifan lokal,
dan hak
masyarakat
hukum adat
yang terkait
dengan
perlindungan
dan
pengelolaan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

lingkungan
hidup pada
tingkat
kabupaten/ko
ta;

l. mengelola
informasi
lingkungan
hidup tingkat
kabupaten/ko
ta;

m.
mengembang
kan dan
melaksanakan
kebijakan
sistem
informasi
lingkungan
hidup tingkat
kabupaten/ko
ta;

n.memberikan
pendidikan,
pelatihan,
pembinaan,
dan
penghargaan;

o.menerbitkan
izin
lingkungan
pada tingkat
kabupaten/ko
ta;dan

p. melakukan
penegakan hukum
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

lingkungan hidup
pada tingkat
kabupaten/kota.

PAN DIUBAH:

Ketentuan hurufaa
tetap.

Pada ayat (2)
dilakukan
perubahan sebagai
berikut:

(2) Dalam
perlindungan dan
pengelolaan
lingkungan hidup,
Pemerintah Daerah
bertugas dan
berwenang

a.menetapkan
kebijakantingkat
daerah;

b.menetapkan dan
melaksanakan
KLHS tingkat
daerah;

c. menetapkan dan
melaksanakan
kebijakan
mengenaiRPPLH
ditingkatdaerah;

d.menetapkan dan
melaksanakan
kebijakan
mengenaiamdal

Penegakan hukum
lingkungan hidup tetap
menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat,
namundemikiandalam
pelaksanaanya
Pemerintahpusatdapat
mendelegasikan
kepada Pemerintah
Daerah guna
meringankan beban
kewajiban serta
mendayagunakan
PemerintahDaerah.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

danUKL-UPL;
e.menyelenggarak

an inventarisasi
sumber daya
alam dan emisi
gas rumah kaca
pada tingkat
daerah;

f. mengembangkan
dan
melaksanakan
kerja sama dan
kemitraan;

g.mengoordinasika
n dan
melaksanakan
pengendalian
pencemaran
dan/atau
kerusakan
lingkunganhidup
lintas
kabupaten/kota;

h.melakukan
pembinaan dan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
kebijakan,
peraturan
daerah, dan
peraturan kepala
daerah
kabupaten/kota;

i. melakukan
pembinaan dan



216

NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

pengawasan
ketaatan
penanggung
jawab usaha
dan/atau
kegiatan
terhadap
ketentuan
perizinan
lingkungan dan
peraturan
perundang-
undangan di
bidang
perlindungandan
pengelolaan
lingkunganhidup;

j. mengembangkan
dan menerapkan
instrumen
lingkunganhidup;

k. mengoordinasika
n dan
memfasilitasi
kerja sama dan
penyelesaian
perselisihan
antarkabupaten/
antarkota serta
penyelesaian
sengketa

l. melakukan
pembinaan,
bantuan teknis,
danpengawasan
kepada
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

kabupaten/kota
di bidang
program dan
kegiatan;

m.melaksanakan
standar
pelayanan
minimal;

n.menetapkan
kebijakan
mengenai tata
cara pengakuan
keberadaan
masyarakat
hukum adat,
kearifan lokal,
dan hak
masyarakat
hukum adatyang
terkait dengan
perlindungandan
pengelolaan
lingkunganhidup
pada tingkat
daerah;

o.mengelola
informasi
lingkunganhidup
tingkatdaerah;

p.mengembangkan
dan
menyosialisasika
n pemanfaatan
teknologiramah
lingkunganhidup;

q.memberikan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

pendidikan,
pelatihan,
pembinaan, dan
penghargaan;

r. menerbitkan izin
lingkungan pada
tingkat daerah;
dan

s. melakukan
penegakan
hukum
lingkunganhidup
pada tingkat
daerah.

Ketentuan ayat(3)
dihapus.

PPP

1044. 25.Ketentuan Pasal 69 diubah
sehinggaberbunyisebagaiberikut:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1045. Pasal69
(1)Setiaporangdilarang:

Pasal69
Setiaporangdilarang:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

PPP

1046.a.melakukan perbuatan
yang mengakibatkan
pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan
hidup;

a.melakukan perbuatan yang
mengakibatkan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan
hidup;

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1047.b.memasukkan B3 yang
dilarang menurut
peraturan perundang-
undangan ke dalam
wilayah Negara
Kesatuan Republik
Indonesia;

b.memasukkan B3 yang dilarang
menurut peraturan perundang-
undangankedalam wilayahNegara
KesatuanRepublikIndonesia;

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1048.c. memasukkan limbah
yang berasaldariluar
wilayah Negara
Kesatuan Republik
Indonesia ke media
lingkungan hidup
Negara Kesatuan
RepublikIndonesia;

c. memasukkanlimbahyang berasal
dariluarwilayahNegaraKesatuan
Republik Indonesia ke media
lingkunganhidupNegaraKesatuan
RepublikIndonesia;

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1049.d.memasukkanlimbahB3
ke dalam wilayah
Negara Kesatuan
RepublikIndonesia;

d.memasukkanlimbahB3kedalam
wilayahNegaraKesatuanRepublik
Indonesia;

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1050.e.membuang limbah ke
medialingkunganhidup;

e.membuang limbah ke media
lingkunganhidup;

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1051.f. membuang B3 dan
limbah B3 ke media
lingkunganhidup;

f. membuang B3 dan limbah B3 ke
medialingkunganhidup;

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP

1052.g.melepaskan produk
rekayasa genetik ke
medialingkunganhidup
yang bertentangan
dengan peraturan
perundang-undangan
atauizinlingkungan;

g.melepaskan produk rekayasa
genetikkemedialingkunganhidup
yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan
ataupersetujuanlingkungan;

TETAP PDI-P Harmonisasai
penggantian istilah
izin lingkungan
dengan perizinan
lingkungan.

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH

KembaliUU Exsting
mengunakan
terminologi “izin”
lingkungan.
Harmonisasidengan
DIM No.878 dan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

879.

g. melepaskan
produk rekayasa
genetik ke media
lingkungan hidup
yang bertentangan
dengan peraturan
perundang-
undangan atau izin
lingkungan;

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN Diubah:

Dikembalikan
kepadaUUEksisting

g. melepaskan
produk rekayasa
genetik ke media
lingkungan hidup
yang bertentangan
dengan peraturan
perundang-
undangan atau izin
lingkungan;

Konsistendengansikap
PAN pada DIM
sebelumnya.

PPP Menghapus frasa
Persetujuan
lingkungan diganti
dengan frasa
“perizinan

Konsisten
menggunakan Frasa
“perizinan berusaha”
sesuai dengan Judul
RUUyangkamiusulkan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

berusaha”sehingga
berbunyi:
o. melepaskan

produk rekayasa
genetikkemedia
lingkunganhidup
yang
bertentangan
dengan
peraturan
perundang-
undangan atau
perizinan
berusaha;

1053.h.melakukan pembukaan
lahan dengan cara
membakar;

h.melakukan pembukaan lahan
dengancaramembakar;

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

Ketentuan
sebagaimana
dimaksudpadaayat
(1) huruf h
memperhatikan
dengan sungguh-
sungguh kearifan
lokal di daerah
masing-masing.

Mengusulkan
menghidupkan
kembali norma
Pasal69ayat(2)UU
Nomor 32 Tahun
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

2009.

Ditambahkan
penjelasan pasal
mengenai
pengaturan secara
teknis berkaitan
dengan teknik dan
waktumusim.

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN Butuh pendalaman
terutama
menyangkut
keberadaan
masyarakat hukum
adat.

Ketentuan masyarakat
adat (indigenous
peoples) yang ada di
wilayah Negara
Kesatuan Republik
Indonesia masih
memungkinkanmetode
membakar lahan,
namun demikian,
kearifan local ini
memiliki aturan
tersendiri yang ketat,
sehinggatetapmenjaga
keseimbangan dan
kelestarian alam
wilayah adat mereka.
Kearifanlocalinipatut
dilindungi karena
pemerintah sudah
mengakui keberadaan
mayarakat adat di
Indonesia berikut
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

dengan kearifan local
didalamnya.

PPP

1054.i. menyusunamdaltanpa
memiliki sertifikat
kompetensi penyusun
amdal;dan/atau

i. menyusun amdaltanpa memiliki
sertifikat kompetensi penyusun
amdal;dan/atau

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

PAN

PPP

1055.j. memberikan informasi
palsu, menyesatkan,
menghilangkan
informasi, merusak
informasi, atau
memberikanketerangan
yangtidakbenar.

(2)Ketentuansebagaimana
dimaksudpadaayat(1)
hurufhmemperhatikan
dengan sungguh-
sungguh kearifan lokal
di daerah masing-
masing.

j. memberikan informasi palsu,
menyesatkan, menghilangkan
informasi,merusakinformasi,atau
memberikanketeranganyangtidak
benar.

TETAP PDI-P Memintapenjelasan
pemerintah terkait
standar apa yang
digunakan atau
bagaimana cara
menentukan suatu
kearifan lokalbisa
menjadi
kekhususan?

Disetujui Panja
Pukul17.34

Ayat (2) UU
eksisting
dihidupkan
kembali.

Rapat ditutup
Pukul17.36PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH
KembaliUUExisting
memperhatikan
kearifanmasyarakat
lokal dalam
mengelolalahan,

j. memberikan
informasi
palsu,
menyesatkan,
menghilangka
n informasi,
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

merusak
informasi,
atau
memberikan
keterangan
yang tidak
benar.

(2)Ketentuan
sebagaimana
dimaksud pada
ayat(1)hurufh
memperhatikan
dengansungguh-
sungguhkearifan
lokal di daerah
masing-masing.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS TETAP

MENAMBAHKAN
AYAT:

(2) Ketentuan
sebagaimana
dimaksudpadaayat
(1) huruf h
memperhatikan
dengan sungguh-
sungguh kearifan
lokal di daerah
masing-masing.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

PAN DIUBAH

Dikembalikan
kepada UU
Eksisting.

j. memberikan
informasi palsu,
menyesatkan,
menghilangkan
informasi,merusak
informasi, atau
memberikan
keterangan yang
tidakbenar.

(2) Ketentuan
sebagaimana
dimaksudpadaayat
(1) huruf h
memperhatikan
dengan sungguh-
sungguh kearifan
lokal di daerah
masing-masing.

Ketentuan masyarakat
adat (indigenous
peoples) yang ada di
wilayah Negara
Kesatuan Republik
Indonesia masih
memungkinkanmetode
membakar lahan,
namun demikian,
kearifan local ini
memiliki aturan
tersendiri yang ketat,
sehinggatetapmenjaga
keseimbangan dan
kelestarian alam
wilayah adat mereka.
Kearifanlocalinipatut
dilindungi karena
pemerintah sudah
mengakui keberadaan
mayarakat adat di
Indonesia berikut
dengan kearifan local
didalamnya.

PPP

1056. 26.Ketentuan Pasal 71 diubah
sehinggaberbunyisebagaiberikut:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS

PAN TETAP

PPP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

1057. Pasal71
(1)Menteri,gubernur,atau

bupati/walikota sesuai
dengankewenangannya
wajib melakukan
pengawasan terhadap
ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau
kegiatanatasketentuan
yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-
undangan di bidang
perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup.

Pasal71
(1)Pemerintah Pusat melakukan

pengawasan terhadap ketaatan
penanggungjawabusahadan/atau
kegiatan atas ketentuan yang
ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan
lingkunganhidup.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH

Pasal71
(1)Pemerintah

Pusat dan
Pememerintah
Daerah sesuai
kewenangannya
melakukan
pengawasan
terhadap
ketaatan
penanggung
jawab usaha
dan/atau
kegiatan atas
ketentuan yang
ditetapkan
dalam peraturan
perundang-
undangan di
bidang
perlindungan
danpengelolaan
lingkungan
hidup.

P.NASDEM TETAP

PKB (1)TETAP

(1A) Pengawasan
sebagaimana
dimaksudpadaayat

Perubahan substansi,
penambahan ayat(1A)
bertujuanbahwadalam
pengawasan
persetujuan lingkungan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

(1)dilakukansecara
periodikpalinglama
5 (lima) tahun
sekali.

perlu ada bataswaktu
tertentu sehingga
perubahan lingkungan
yang diakibatkan oleh
kegiatan usaha akan
diketahui secara
berkala.

PD

PKS Dikembalikan ke
ketentuan UU 32
2009

PAN DIUBAH

Penambahan frasa
“dan/atau
Pemerintah Daerah
sesuai
kewenangannya”,
sehingga menjadi
sebagaiberikut:

Pasal71
(1) Pemerintah
Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah
sesuai
kewenangannya
melakukan
pengawasan
terhadap ketaatan
penanggung jawab
usaha dan/atau
kegiatan atas
ketentuan yang
ditetapkan dalam

Konsisten dengan
tanggapan pada DIM
sebelumnya.

Jika ada pasal yang
mengatur mengenai
limitasi kewenangan
daerah, maka
Pemerintah harus
memberikan
penjelasan yang
mendalam mengenai
halitu,untukdijadikan
bahan pemikiran dan
sikapfraksi.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

peraturan
perundang-
undangandibidang
perlindungan dan
pengelolaan
lingkunganhidup.

PPP

1058.(2)Menteri,gubernur,atau
bupati/walikota dapat
mendelegasikan
kewenangannya dalam
melakukanpengawasan
kepadapejabat/instansi
teknis yang
bertanggung jawab di
bidang perlindungan
dan pengelolaan
lingkunganhidup.

(2)Pemerintah Pusat dapat
mendelegasikan kewenangannya
dalam melakukan pengawasan
kepadapejabat/instansiteknisyang
bertanggung jawab di bidang
perlindungan dan pengelolaan
lingkunganhidup.

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA PENDALAMAN

1.Pendelegasian
kewenangandari
Pusat kepada
Daerah sesuai
UUD 1945
diberikankepada
Kepala Daerah.
Apa dasar
filosofis
pengabaian
Kepala Daerah
dalam
pendelegasian
pengawasan
dimaksud?

2.Pendelegasian
kewenanganjuga
harus mengikuti
prinsip-prinsip
otonomi daerah
yang diatur
dalam UU
Pemerintah
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

Daerah.

Kesimpulan:
DIUBAH.
Kembali ke teks
lama UU existing
denganperubahan..

(2) Pemerintah
Pusat dapat
mendelegasikan
kewenangannya
sebagaimana
dimaksudpadaayat
(1) kepada
Pemerintah Daerah
sesuai dengan
peraturan
perundang-
undangan.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS Dikembalikan ke
ketentuan UU 32
2009

PAN DIUBAH

Penambahan frasa
“dan/atau
PemerintahDaerah”,
sehingga menjadi
sebagaiberikut:

(2) Pemerintah

Konsisten dengan
tanggapan pada DIM
sebelumnya.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

Pusatdan/atau
PemerintahDaerah
dapat
mendelegasikan
kewenangannya
dalam melakukan
pengawasankepada
pejabat/instansi
teknisyang
bertanggungjawab
dibidang
perlindungandan
pengelolaan
lingkunganhidup.

PPP

1059.(3)Dalam melaksanakan
pengawasan, Menteri,
gubernur, atau
bupati/walikota
menetapkan pejabat
pengawas lingkungan
hidup yang merupakan
pejabatfungsional.

(3)Dalam melaksanakanpengawasan,
Pemerintah Pusat menetapkan
pejabatpengawaslingkunganhidup
yang merupakan pejabat
fungsional.

PDI-P Memintapenjelasan
lebih rinci tentang
pejabat pengawas
lingkungan hidup
(posisi,
rekrutmennya,
jobdeskdll).Apakah
sama/beda dengan
pejabat Fungsional
Pengawas
Lingkungan Hidup,
sebagaimana diatur
dalam Peraturan
Bersama Menneg
Lingkungan Hidup
dan Kepala Badan
Kepegawaian
NegaraNo09Tahun
2012 dan No 06
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

Tahun2012Tentang
Ketentuan
Pelaksanaan
Permenneg PAN
danRBNo39Tahun
2011 Tentang
Jabatan Fungsional
Pengawas
Lingkungan Hidup
dan Angka
Kreditnya.

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH
Harmonisasidengan
DIM No.1057.

(3) Dalam
melaksanakan
pengawasan,
Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah sesuai
kewenangannya
menetapkanpejabat
pengawas
lingkungan hidup
yang merupakan
pejabatfungsional.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS Dikembalikan ke
ketentuan UU 32
2009

PAN DIUBAH Konsisten dengan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

Penambahan frasa
“dan/atau
PemerintahDaerah”,
sehingga menjadi
sebagaiberikut:
(3) Dalam
melaksanakan
pengawasan,
PemerintahPusat
dan/atau
PemerintahDaerah
menetapkanpejabat
pengawas
lingkunganhidup
yangmerupakan
pejabatfungsional.

tanggapan pada DIM
sebelumnya.

PPP

1060. (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai
pejabatpengawaslingkunganhidup
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

PDI-P Berlaku juga untuk
DIM 1064.

Memintapenjelasan
pemerintah, apa
landasan pemikiran
sehinggadiperlukan
PP untukketentuan
lebih lanjuttentang
pejabat pengawas
lingkungan? Apa
istimewanyadengan
pejabat setingkat
lainnya?

RapatDilanjutkan
19/08/20

Disetujui Panja
19/08/20 Pukul
10.59

TETAP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS DIHAPUS Normainilebihdidalami
pada pasal 74 DIM
1063

PAN TETAP

PPP

1061. Pasal72
Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya
wajib melakukan
pengawasan ketaatan
penanggung jawab usaha
dan/ataukegiatanterhadap
izinlingkungan.

27.KetentuanPasal72dihapus. TETAP PDI-P TETAP Disetujui Panja
19/08/20 Pukul
11.02

DIM 1061kembali
ke UU eksisting,
disesuaikan
dengan masukan
FPKS, izin
lingkungan
diganti dengan
perizinan
berusaha,
sehingga
berbunyi:

Menteri,gubernur,
atau
bupati/walikota
sesuai dengan
kewenangannya
wajib melakukan
pengawasan
ketaatan
penanggung

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH

27.KetentuanPasal
72diubah.

Pasal72
Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah sesuai
dengan
kewenangannya
wajib melakukan
pengawasan
ketaatan
penanggung jawab
usaha dan/atau
kegiatan terhadap
izinlingkungan.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS DIUBAH
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jawab usaha
dan/atau
kegiatanterhadap
Perizinan
Berusaha.

Menteri, gubernur,
ataubupati/walikota
sesuai dengan
kewenangannya
wajib melakukan
pengawasan
ketaatan terhadap
PerizinanBerusaha.

PAN TETAP Sudah diatur dalam
Pasal71.

PPP

1062. Pasal73
Menteri dapat melakukan
pengawasan terhadap
ketaatanpenanggungjawab
usaha dan/atau kegiatan
yang izin lingkungannya
diterbitkanolehpemerintah
daerah jika Pemerintah
menganggap terjadi
pelanggaranyangseriusdi
bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup.

28.KetentuanPasal73dihapus. TETAP PDI-P TETAP Disetujui Panja
19/08/20 Pukul
11.03

Disesuaikan
dengan DIM
sebelumnya.

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH
Pasalinijustrubaik
sebagai kontrol
terhadap kinerja
pengawasan
lingkungan oleh
Pemerintah Daerah,
sehingga harus
tetapadadalam UU
existing.

28.KetentuanPasal
73diubah.

Pasal73
Pemerintah Pusat
dapat melakukan
pengawasan
terhadap ketaatan
penanggung jawab
usaha dan/atau
kegiatan yang izin
lingkungannya
diterbitkan oleh
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

Pemerintah Daerah
jika Pemerintah
Pusatmenganggap
terjadi pelanggaran
yang serius di
bidangperlindungan
dan pengelolaan
lingkunganhidup.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS DIUBAH

Menteri dapat
melakukan
pengawasan
terhadap ketaatan
penanggung jawab
usaha dan/atau
kegiatan yang
perizinan
berusahanya
diterbitkan oleh
pemerintah daerah
jika Pemerintah
menganggap terjadi
pelanggaran yang
serius di bidang
perlindungan dan
pengelolaan
lingkunganhidup.

PAN Diubah

KembalikepadaUU
Eksisting.

Haliniuntukmencegah
terjadinya potensi
penyalahgunaan
kewenangan daerah
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

dalam mengeluarkan
izinlingkungan.

PPP

1063. Pasal74
(1)Pejabat pengawas

lingkungan hidup
sebagaimanadimaksud
dalam Pasal71ayat(3)
berwenang:
a.melakukan

pemantauan;
b.meminta

keterangan;
c. membuat salinan

dari dokumen
dan/atau membuat
catatan yang
diperlukan;

d.memasuki tempat
tertentu;

e.memotret;
f. membuat rekaman

audiovisual;
g.mengambilsampel;
h.memeriksa

peralatan;
i. memeriksainstalasi

dan/atau alat
transportasi;
dan/atau

j. menghentikan
pelanggaran
tertentu.

(2)Dalam melaksanakan
tugasnya, pejabat

29.KetentuanPasal74dihapus. TETAP PDI-P TETAP Disetujui Panja
19/08/20 Pukul
11.06

Disesuaikan
dengan DIM
sebelumnya

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH

Penghapusan Pasal
74 inijustru dapat
memperlemah
prosespengawasan
atas ketaatan
pengelolaan
lingkunganhidupdi
lapangan. Oleh
karenaitu,Pasal74
harus tetap ada
dalam UUexisting.

Aliasangka29tidak
perluada(dihapus).

P.NASDEM Ketentuan pasal74
UU 32 Tahun 2009
tentang
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
untuk dapat
dihidupkan kembali
karena bicara
kewenangan

Keseluruhan rumusan
Pasal74 UU 32/2009
mengenaikewenangan
pejabat pengawas
lingkungan hidup
dihidupkankembali.

Mengenaikewenangan
pengawas ini
merupakan materi
muatan UU bukan PP.
Sebagai padanan,
kewenangan PPNS
dalam UUNo.32/2009,
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pengawas lingkungan
hidupdapatmelakukan
koordinasi dengan
pejabat penyidik
pegawainegerisipil.

(3)Penanggung jawab
usaha dan/atau
kegiatan dilarang
menghalangi
pelaksanaan tugas
pejabat pengawas
lingkunganhidup.

UUNo.18/2013tentang
Pencegahan dan
Pemberantasan
Perusakan Hutan dan
UUNo.41/1999tentang
Kehutanan tidak
dihapus.

PKB Pasal74
(1)Pejabat

pengawas
lingkunganhidup
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal71ayat(3)
berwenang:
antaralain:
a.melakukan

pemantauan;
b.meminta

keterangan;
c. membuat

salinan dari
dokumen
dan/atau
membuat
catatanyang
diperlukan;

d.memasuki
tempat
tertentu;

e.memotret;
f. membuat

rekaman
audiovisual;

g.mengambil
sampel;

h.memeriksa
peralatan;

Perubahan substansi,
penambahan norma
baru dalam pasalini
bertujuan memberikan
penjelasan tugas dan
wewenang pejabat
pengawaslingkungan.

Perubahan substansi
penambahan frase
penyidik kepolisian
bertujuan untuk
mempertegas dan
memperkuat aspek
pengawasan.

Perubahan substansi
bertujuanmemeberikan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

i. memeriksa
instalasi
dan/ataualat
transportasi;
dan/atau
menghentika
n
pelanggaran
tertentu.

(2)Dalam
melaksanakan
tugasnya,
pejabat
pengawas
lingkunganhidup
dapat
melakukan
koordinasi
dengan penyidik
kepolisian dan
pejabatpenyidik
pegawai negeri
sipil.

(3)Penanggung
jawab usaha
dan/atau
kegiatandilarang
menghalangi
pelaksanaan
tugas pejabat
pengawas
lingkungan
hidup.

keleluasaan terhadap
pejabat pengawas
lingkunganhidupdalam
melakukan tugas dan
kewenangannya.

PD
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

PKS Dikembalikan
ketentuan UU 32
tahun2009

Alasan

Ketentuan terkait
dengan pejabat
pengawas lingkungan
hidup dalam usulan
RUU Ciker sudah
dimuatpada pasal71,
namun FPKS
berpendapatkriterianya
tidak boleh diturunkan
ke PP,oleh sebab itu
FPKS beranggapan
bahwa pasal 74 ini
menjadi krusial untuk
tetap dimunculkan
kembali dalam RUU
Ciker

PAN TETAP

PPP

1064. Pasal75
Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara
pengangkatan pejabat
pengawaslingkunganhidup
dantatacarapelaksanaan
pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal71
ayat (3), Pasal 73, dan
Pasal 74 diatur dalam
PeraturanPemerintah.

30.KetentuanPasal75dihapus. TETAP PDI-P TETAP Disetujui Panja
19/08/20 Pukul
11.07

Disesuaikan
dengan DIM
sebelumnya.

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS
Pasal75harustetap
ada diUU existing.
Alias angka 30
dihapus.

P.NASDEM Ketentuan pasal75
UU 32 tahun 2009
dihidupkankembali.

PKB Pasal75
Ketentuan lebih
lanjutmengenaitata
cara pengangkatan
pejabat pengawas

Perubahan substansi
peraturan pemerintah
tentang pengangkatan
pejabat pengawas
lingkung hidup
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

lingkungan hidup
dan tata cara
pelaksanaan
pengawasan
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal71 ayat(3),
danPasal74diatur
dalam Peraturan
Pemerintah.

diperlukan untuk
memeberikan aturan
lebih lanjut secara
komprehensif.

PD

PKS Dikembalikan
ketentuan UU 32
tahun2009

PAN TETAP

PPP

1065. 31.Ketentuan Pasal 76 diubah
sehinggaberbunyisebagaiberikut:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS

PAN

PPP

1066. Pasal76
1)Menteri,gubernur,atau

bupati/walikota
menerapkan sanksi
administratif kepada
penanggung jawab
usaha dan/atau
kegiatan jika dalam
pengawasan ditemukan
pelanggaran terhadap

Pasal76
(1)Pemerintah Pusat menerapkan

sanksi administratif kepada
penanggungjawabusahadan/atau
kegiatan jika dalam pengawasan
ditemukan pelanggaran terhadap
PersetujuanLingkungan.

Disarankan diubah
rumusannya sebagai
berikut:

(1)Pemerintah Pusat
menerapkan
sanksi pidana
dan/atau
administratif
kepada

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH
Mengenai
“persetujuan
lingkungan” diubah
menjadi “izin
lingkungan”,
harmonisasidengan
DIM No.878 dan
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izinlingkungan penanggungjawab
usaha dan/atau
kegiatan jika
dalam
pengawasan
ditemukan
pelanggaran
terhadap
Persetujuan
Lingkungan.

879.

Pasal76
(1)Pemerintah

Pusat dan
Pemerintah
Daerah sesuai
kewenangannya
menerapkan
sanksi
administratif
kepada
penanggung
jawab usaha
dan/atau
kegiatan jika
dalam
pengawasan
ditemukan
pelanggaran
terhadap Izin
Lingkungan.

P.NASDEM TETAP

PKB (1)TETAP

(1A). Sanksi
administratif
sebagaimana
dimaksudpadaayat
(1)terdiriatas:

a.teguran
tertulis;

b.penghentian
sementara
kegiatan
usaha;

c. pembekuan

Perubahan substansi
bertujuan untuk
memperjelas dan
memberikan kepstian
hukum mengenaijenis
sanksi administratif
bagipenanggungjawab
usaha.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

Persetujuan
Lingkungan;
atau

pencabutan
Persetujuan
Lingkungan.

PD

PKS Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerahmenerapkan
sanksiadministratif
kepadapenanggung
jawab usaha
dan/atau kegiatan
jika dalam
pengawasan
ditemukan
pelanggaran
terhadap
Persetujuan
Lingkungan.

PAN DIUBAH
Menambahkanfrasa
“dan/atau
PemerintahDaerah”
setelah frasa
“Pemerintah Pusat,”
danmenggantikata
“Persetujuan”
menjadikata “Izin”,
sehingga berbunyi
sebagaiberikut:

Pasal76
(1) Pemerintah

Pelibatan Pemerintah
Daerah dalam
pengenaan sanksi
merupakan
konsekuensi atas
kewenangan
Pemerintah Daerah
dalam melakukan
pengawasan.

Pelanggaran atas izi
lingkungan merupakan
salah satu bentuk
tindakan perbuatan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah
menerapkan sanksi
administratifkepada
penanggung jawab
usaha dan/atau
kegiatanjikadalam
pengawasan
ditemukan
pelanggaran
terhadap Izin
Lingkungan.

melawan hukum yang
dapatberdampakbesar
terhadap kerusakan
lingkungan, sehingga
sangat tepat jika
pelanggarnya dikenai
sanksiadministrasi.

PPP Menghapus frasa
Persetujuan
lingkungan diganti
dengan frasa
“Perizinan
Berusaha”sehingga
berbunyi:

Pasal76
(1)Pemerintah

Pusat
menerapkan
sanksi
administratif
kepada
penanggung
jawab usaha
dan/atau
kegiatan jika
dalam
pengawasan
ditemukan
pelanggaran
terhadap
Perizinan

Konsisten
menggunakan Frasa
“perizinan berusaha”
sesuai dengan Judul
RUUyangkamiusulkan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

Berusaha

1067.2)Sanksi administratif
terdiriatas:a.teguran
tertulis; b. paksaan
pemerintah; c.
pembekuan izin
lingkungan; atau d.
pencabutan izin
lingkungan.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai
tatacarapengenaansanksidiatur
denganPeraturanPemerintah.

TETAP PDI-P Memintapenjelasan
pemerintah terkait
apa landasan
pemikiran sehingga
diperlukanPPuntuk
ketentuan lebih
lanjut tentang tata
cara pengenaan
sanksi. Apakah
Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup
Republik Indonesia
No:02Tahun2013
Tentang Pedoman
Penerapan Sanksi
Administratif di
BidangPerlindungan
dan Pengelolaan
Lingkungan belum
mencukupi?

Disetujui Panja
19/08/20 Pukul
11.11

PENDING
DIM 1063,1066,
1067,1069,1070,
1074

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH
Ayat(2)UUexisting
tetapdipertahankan.
Lalu ditambah ayat
(3) baru, yang
merupakan
substansiPasal79.
Sedang ayat (2)
baru menjadi ayat
(4).

(2)Sanksi
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

administratif
terdiriatas:
a. teguran

tertulis;
b. paksaan

pemerintah;
c. pembekuan

izin
lingkungan;
atau

d. pencabutan
izin
lingkungan.

(3) Pengenaan
sanksi
administratif
berupa
pembekuanatau
pencabutan izin
lingkungan
sebagaimana
dimaksuddalam
ayat(2)hurufc
dan huruf d
dilakukan
apabila
penanggung
jawab usaha
dan/atau
kegiatan tidak
melaksanakan
paksaan
Pemerintah
Pusat atau
Pemerintah
Daerah sesuai
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

dengan
kewenangannya.

(4)Ketentuan lebih
lanjutmengenai
tata cara
pengenaan
sanksi diatur
dengan
Peraturan
Pemerintah.

P.NASDEM TETAP

PKB Ketentuan lebih
lanjutmengenaitata
cara pengenaan
sanksisebagaimana
dimaksudpadaayat
(1A)diaturdengan
Peraturan
Pemerintah.

Perbaikanredaksi

PD

PKS MENAMBAHKAN

2) Sanksi
administratif terdiri
atas: a. teguran
tertulis;b.paksaan
pemerintah; c.
pembekuan izin
lingkungan;atau d.
pencabutan izin
lingkungan.

PAN TETAP Peraturan Pemerintah
yangmengaturtentang
sanksi diharapkan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

dapat memberikan
kepastian hukum dan
keberpihakan kepada
lingkungan hidup
sehingga kelestarian
dan kemanan
lingkungan tetap
terjaga.

PPP

1068. 32.Ketentuan Pasal 77 diubah
sehinggaberbunyisebagaiberikut:

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA

P.NASDEM TETAP

PKB DIHAPUS

PD

PKS

PAN TETAP

PPP

1069. Pasal77
Menteridapatmenerapkan
sanksi administratif
terhadap penanggung
jawab usaha dan/atau
kegiatan jika Pemerintah
menganggap pemerintah
daerahsecarasengajatidak
menerapkan sanksi
administratif terhadap
pelanggaranyangseriusdi
bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup.

Pasal77
Pemerintah Pusatdapatmenerapkan
sanksi administratif terhadap
penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatandalam halPemerintahPusat
menganggap Pemerintah Daerah
secara sengaja tidak menerapkan
sanksi administratif terhadap
pelanggaran yang serius di bidang
perlindungan dan pengelolaan
lingkunganhidup.

TETAP PDI-P Ketetentuanpasal
inidihapus,
mengingatpasal-
pasaldiatastelah
menghapus
kewenangan
PemerintahDaerah
dibidangPPLH.

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM DIHAPUS Pasalinisudah tidak
relevan lagi karena
pemerintah daerah
sudah tidak lagi
memiliki kewenangan
dalam penerapan
sanksi administratif
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

menurutPasal76

PKB DIHAPUS

PD

PKS TETAP

PAN TETAP

PPP Menghidupkan
kembali ketentuan
Pasal77UUNo.32
Tahun 2009, dan
mengganti kata
“Menteri” menejadi
Frasa “Pemrintah
Pusat”

Pasal77
Pemerintah Pusat
dapat menerapkan
sanksiadministratif
terhadap
penanggung jawab
usaha dan/atau
kegiatan jika
pemerintah Pusat
menganggap
menganggap
Pemerintah Daerah
secarasengajatidak
menerapkan sanksi
administratif
terhadap
pelanggaran yang
serius di bidang
perlindungan dan
pengelolaan
lingkunganhidup.

Menyelaraskan bunyi
pasal 77 daraf RUU
Ciptakerinikepasal77
UUNo.32tahun2009
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

1070. Pasal79
Pengenaan sanksi
administratif berupa
pembekuan atau
pencabutanizinlingkungan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal76 ayat(2)
huruf c dan huruf d
dilakukan apabila
penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan tidak
melaksanakan paksaan
pemerintah

33.KetentuanPasal79dihapus. TETAP PDI-P Ketentuaninimohon
diakomodir dalam
PPsesuaiketentuan
PAsal76Ayat(2)

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

Substansinyadidrop
kePasal76ayat(3)
baru.

P.NASDEM TETAP

PKB

PD

PKS DIUBAH

Pengenaan sanksi
administratifberupa
pembekuan atau
pencabutan
Perizinan Berusaha
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal76 ayat (2)
hurufcdanhurufd
dilakukan apabila
penanggung jawab
usaha dan/atau
kegiatan tidak
melaksanakan
paksaanpemerintah

PAN

PPP DenganCatatan:
Meminta penjelasan
kenapa Pasal ini
dihapus,karena yang
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

melakukakan
pelanggaran itu dapat
diberikan sanksi
administrative dan
pencabutan
persetujuanlingkungan

1071. 34.Ketentuan Pasal 82 diubah
sehinggaberbunyisebagaiberikut:

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA TETAP

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS

PAN

PPP

1072. Pasal82
(1)Menteri,gubernur,atau

bupati/walikota
berwenang untuk
memaksa penanggung
jawab usaha dan/atau
kegiatan untuk
melakukan pemulihan
lingkunganhidupakibat
pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan
hidup yang
dilakukannya.

Pasal82
(1)PemerintahPusatberwenanguntuk

memaksapenanggungjawabusaha
dan/ataukegiatanuntukmelakukan
pemulihanlingkunganhidupakibat
pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup yang
dilakukannya.

TETAP PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH

Pasal82
(1)Pemerintah

Pusat dan
Pemerintah
Daerah sesuai
dengan
kewenangannya
berwenang
untuk memaksa
penanggung
jawab usaha
dan/atau
kegiatan untuk
melakukan
pemulihan
lingkunganhidup
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

akibat
pencemaran
dan/atau
perusakan
lingkungan
hidup yang
dilakukannya.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS DIUBAH

(1) Pemerintah
Pusat dan
pemerintah Daerah
berwenang untuk
memaksa
penanggung jawab
usaha dan/atau
kegiatan untuk
melakukan
pemulihan
lingkungan hidup
akibat pencemaran
dan/atauperusakan
lingkungan hidup
yangdilakukannya

PAN Diubah

Penambahan frasa
“dan/atau
PemerintahDaerah",
sehingga berbunyi
sebagaiberikut:

Pelibatan Pemerintah
Daerah dalam
pengenaan sanksi
merupakan
konsekuensi atas
kewenangan
Pemerintah Daerah
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

Pasal82
(1) Pemerintah
Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah
berwenang untuk
memaksa
penanggung jawab
usaha dan/atau
kegiatan untuk
melakukan
pemulihan
lingkungan hidup
akibat pencemaran
dan/atauperusakan
lingkungan hidup
yangdilakukannya.

dalam melakukan
pengawasan.

PPP

1073.(2)Menteri,gubernur,atau
bupati/walikota
berwenang atau dapat
menunjuk pihak ketiga
untuk melakukan
pemulihan lingkungan
hidup akibat
pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan
hidupyangdilakukannya
atas beban biaya
penanggung jawab
usaha dan/atau
kegiatan.

(2)PemerintahPusatberwenangatau
dapatmenunjukpihakketigauntuk
melakukan pemulihan lingkungan
hidupakibatpencemarandan/atau
perusakan lingkungan hidup yang
dilakukannya atas beban biaya
penanggungjawabusahadan/atau
kegiatan.

PDI-P Memintapenjelasan
pemerintah terkait
siapa pihak ketiga
yang dimaksud
dalam ketentuanini?
Kualifikasinyaapa?

PG TETAP

P.GERINDRA DIUBAH

(2)Pemerintah
Pusat dan
Pemerintah
Daerah sesuai
dengan
kewenangannya
berwenang atau
dapatmenunjuk
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

pihak ketiga
untuk
melakukan
pemulihan
lingkunganhidup
akibat
pencemaran
dan/atau
perusakan
lingkungan
hidup yang
dilakukannya
atasbebanbiaya
penanggung
jawab usaha
dan/atau
kegiatan.

P.NASDEM TETAP

PENAMBAHAN
NORMABARU

Pasal82A
(1)Pelanggaran

terhadap
kewajiban
sebagaimana
dimaksuddalam
pasal 59
dan/atau
larangan
sebagaimana
dimaksuddalam
pasal 60
dan/atau pasal
69 dikenai

Diusulkan rumusan
penambahanpasalbaru
diantarapasal82dan
pasal83terkaitdengan
pelanggaran terhadap
kewajibansebagaimana
dimaksud dalam pasal
59 dan larangan
sebagaimanadimaksud
dalam pasal 60 dan
pasal 69 untuk
dikenakan Sanksi
Administratif.

1.Pasal82A iniuntuk
menjawab
ketidakjelasanposisi
pengaturan sanksi
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

Sanksi
Administratif
berupa denda,
melakukan
pemulihan
fungsi
lingkunganhidup
dan/atau
tindakan lain
yangdiperlukan.

(2)Setiap orang
yang melakukan
Pengelolaan
LimbahB3tanpa
Perizinan
Berusaha
sebagaimana
dimaksuddalam
Pasal59ayat(4)
dikenai sanksi
administratif
berupa denda
paling sedikit
Rp1.000.000.000
,00 (satu miliar
rupiah).

(3)Setiap orang
yang
menghasikan
limbah B3 dan
tidakmelakukan
pengelolaan
sebagaimana
dimaksuddalam
Pasal59dikenai
sanksi

administratif di
dalam bab
ketentuan pidana
RUU Cipta Kerja.
Pengaturan sanksi
administratif
seharusnya diatur
secara khusus di
dalam bab
ketentuan sanksi
administrasi.

2.Pengaturan sanksi
administratif dalam
bab ketentuan
pidanasebagaimana
didalam RRU Cipta
Kerja menimbulkan
kerancuan karena
akan menyulitkan
dalam
penerapannya.
Apakah
menggunakan
mekanisme
administratif atau
menggunakan
mekanisme
penerapan hukum
acarapidana.

3.Pasal82A memuat
pengaturan sanksi
administratif untuk
pelanggaran formil
dan materiil yang
tidakmengakibatkan
bahaya kesehatan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

administratif
berupa denda
paling sedikit
Rp2.000.000.000
,00 (dua miliar
rupiah)dan/atau
mewajibkan
kepada
penanggung
jawabperbuatan
itu untuk
melakukan
pemulihan
fungsi
lingkunganhidup
dan/atau
tindakan lain
yangdiperlukan.

(4)Setiap orang
yang
melakukan
dumping
(pembuangan)
limbah
dan/ataubahan
ke media
lingkungan
hiduptanpaizin
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal60
atau Pasal 69
ayat(1)hurufe
atau huruf f
dikenai sanksi
administratif

manusia dan/atau
luka dan/atau luka
berat dan/atau
matinyaorangserta
karenakelalaian.

4.Penambahan pasal
khusus pengenaan
sanksiadministratif:
a.untuk menjawab

upaya penerapan
asas Ultimum
Remedium yaitu
mengedepankan
Sanksi
Administrasi
sebelum Sanksi
Pidana tanpa
mengabaikan
prinsip-prinsip
dantujuanhukum
lingkungan.

b.Untuk
memudahkan
proses
pembahasan
karena sanksi
administratif
sudah
dikelompokkan
ke dalam bab
ketentuan sanksi
administratifdan
sanksi pidana
sudah
dikelompokkan
ke dalam
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

berupa denda
paling sedikit
Rp5.000.000.000
,00 (lima miliar
rupiah), dan
mewajibkan
kepada
penanggung
jawabperbuatan
itu untuk
melakukan
pemulihan
fungsi
lingkunganhidup
dan/atau
tindakan lain
yangdiperlukan.

(5)Setiap orang
yang melakukan
pelanggaran
larangan
sebagaimana
dimaksuddalam
pasal69,yaitu:

a.melakukan
perbuatan
yang
mengakibatka
npencemaran
dan/atau
perusakan
lingkungan
hidup
sebagaimana
dimaksud
dalam pasal

ketentuan sanksi
pidana.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

69 huruf a
dimana
perbuatan
tersebut
dilakukan
karena
kelalaiannya
dan tidak
mengakibatka
n bahaya
kesehatan
manusia,
dan/atauluka,
dan/atau luka
beratdan/atau
matinyaorang
dikenaisanksi
administratif
berupa denda
paling sedikit
Rp3.000.000.0
00,00 (tiga
miliar rupiah)
dan
mewajibkan
kepada
penanggung
jawab
perbuatan itu
untuk
melakukan
pemulihan
fungsi
lingkungan
hidup
dan/atau
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

tindakan lain
yang
diperlukan;
atau

b.menyusun
amdal tanpa
memiliki
sertifikat
kompetensi
penyusun
amdal
sebagaimana
dimaksud
dalam pasal
69 huruf i
dikenaisanksi
administratif
berupa denda
paling sedikit
Rp1.000.000.0
00,00 (satu
miliar rupiah)
dan/atau
tindakan lain
yang
diperlukan.

(6)Ketentuan
mengenai tata
cara penerapan
Sanksi
Administratif
dan besaran
denda
sebagaimana
dimaksuddalam
ayat(1)sampai
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

ayat (5) diatur
dalam Peraturan
Pemerintah.

PKB TETAP

PD

PKS DIUBAH

(2)Pemerintah
Pusat dan
Pemerintah
Daerah
berwenang atau
dapatmenunjuk
pihak ketiga
untuk
melakukan
pemulihan
lingkungan
hidup akibat
pencemaran
dan/atau
perusakan
lingkunganhidup
yang
dilakukannya
atasbebanbiaya
penanggung
jawab usaha
dan/atau
kegiatan.

PAN Diubah

Penambahan frasa

IDEM
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

“dan/atau
PemerintahDaerah",
sehingga berbunyi
sebagaiberikut:

(2)Pemerintah
Pusat dan/atau
Pemerintah
Daerah
berwenang atau
dapatmenunjuk
pihak ketiga
untuk
melakukan
pemulihan
lingkunganhidup
akibat
pencemaran
dan/atau
perusakan
lingkunganhidup
yang
dilakukannya
atasbebanbiaya
penanggung
jawab usaha
dan/atau
kegiatan.

PPP

1074. Pasal88
Setiap orang yang
tindakannya, usahanya,
dan/atau kegiatannya
menggunakan B3,

35.Ketentuan Pasal 88 diubah
sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal88
Setiap orang yang tindakannya,
usahanya, dan/atau kegiatannya

TETAP PDI-P Memintapenjelasan
pemerintah terkait
siapa pihak yang
bisa menetapkan
seseorang
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

menghasilkan dan/atau
mengelola limbah B3,
dan/atau yang
menimbulkan ancaman
seriusterhadaplingkungan
hidup bertanggung jawab
mutlakataskerugianyang
terjadi tanpa perlu
pembuktian unsur
kesalahan.

menggunakan B3, menghasilkan
dan/atau mengelola limbah B3,
dan/atauyangmenimbulkanancaman
serius terhadap lingkungan hidup
bertanggung jawab mutlak atas
kerugian yang terjadi dari usaha
dan/ataukegiatannya.

dipastikan
menggunakan B3,
menghasilkan
dan/ataumengelola
limbahB3,dan/atau
yang menimbulkan
ancaman serius
terhadaplingkungan
hidup?
Apa bentuk
tanggung jawab
yang dimaksud
dalam ketentuan
Pasalini?

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS

Penghapusan
“tanpa perlu
pembuktian unsur
kesalahan”
memperlemah
pengawasan dan
perlindungan
lingkungan hidup.
Oleh karena,Pasal
88kembaliketeks
lama UU existing,
tidakdiubah.

Alias angka 35
dihapus.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

PKS Dikembalikan ke
ketentuan UU 32
tahun2009

Bentuk usulan dalam
RUU Cipta kerja justru
akan semakin
melemahkan
pnegakkan hokum
kepada pelaku usaha
yang mencemari
lingkungan, sehingga
FPKS berpendapat
bahwa pronsip
tanggungjawabmutlak
atas kerugian harus
tetap dapatdikenakan
kepada pelaku usaha
tanpa unsur
pembuktian

PAN Diubah
KembalikepadaUU
Existing.

Pasal88
Setiap orang yang
tindakannya,
usahanya,dan/atau
kegiatannya
menggunakan B3,
menghasilkan
dan/ataumengelola
limbahB3,dan/atau
yang menimbulkan
ancaman serius
terhadaplingkungan
hidup bertanggung
jawab mutlak atas
kerugian yang
terjaditanpa perlu

Penerapan
pertanggungjawaban
mutlak (strict liability)
merupakan konsep
pertanggungjawaban
perdata yang tidak
mensyaratkan adanya
kesalahan pada diri
tergugat tetapi telah
menimbulkan kerugian
padadiripenggugat.

Dalam Undang-Undang
Nomor32Tahun2009
tentang Lingkungan
Hidup, kondisi ini
diperuntukkanbagitiap
orang yang
tindakannya,usahanya,
dan/atau kegiatannya
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

pembuktian unsur
kesalahan.

menggunakan Bahan
BerbahayadanBeracun
(B3), menghasilkan
dan/atau mengelola
limbah B3, dan/atau
yang menimbulkan
ancaman serius
terhadap lingkungan
hidup.

PPP Menghidupkan
kembali ketentuan
Pasal88UUNo.32
Tahun 2009,yang
berbunyi:

Pasal88
Setiap orang yang
tindakannya,
usahanya,dan/atau
kegiatannya
menggunakan B3,
menghasilkan
dan/ataumengelola
limbahB3,dan/atau
yang menimbulkan
ancaman serius
terhadaplingkungan
hidup bertanggung
jawab mutlak atas
kerugian yang
terjaditanpa perlu
pembuktian unsur
kesalahan.

- Bahwa penjelasan
Pasal88UUNo.32
Tahun 2009 untuk
menekankan strict
liabilitybahwaunsur
kesalahan tidak
perlu dibuktiksan,
tetapaiyang dilihat
secara otomatis
adalahkrrugianatau
kasaulitasnya.

- BahwaPasalinijuga
mengedepankan
bahwastiictliability
yang diterapkan di
Indonesia
berdasrkan UU ini
merupakan lex
specialis dari
perbuatan
melanggar hukum
(PMH) pada
umumnya.

1075. Pasal93
(1)Setiap orang dapat

36.KetentuanPasal93dihapus. TETAP PDI-P KembalikeUndang-
Undang existing

Disetujui Panja
19/08/20 Pukul
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

mengajukan gugatan
terhadapkeputusantata
usahanegaraapabila:
a.badan atau pejabat

tata usaha negara
menerbitkan izin
lingkungan kepada
usaha dan/atau
kegiatanyangwajib
amdaltetapitidak
dilengkapi dengan
dokumenamdal;

b.badan atau pejabat
tata usaha negara
menerbitkan izin
lingkungan kepada
kegiatanyangwajib
UKL-UPL, tetapi
tidak dilengkapi
dengan dokumen
UKLUPL;dan/atau

c. badan atau pejabat
tata usaha negara
yang menerbitkan
izinusahadan/atau
kegiatanyangtidak
dilengkapi dengan
izinlingkungan.

(2)Tata cara pengajuan
gugatan terhadap
keputusan tata usaha
negara mengacu pada
Hukum AcaraPeradilan
TataUsahaNegara.

dalam rangka:
1.Menjamin Hak

masyarakat
terhadap
lingkungan yang
baik.

2.AgarPemerintah
senantiansa
menerapkan
prinsip kehati-
hatian dalam
mengeluarkan
izinlingkungan.

11.14

TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS

KetentuanPasal93
UU existing penting
dipertahankanuntuk
memberikankontrol
kepada kinerja
perllndungan dan
pengawasan
pengelolaan
lingkungan hidup
oleh Pemerintah
Pusat dan
PemerintahDaerah.

Oleh karena,Pasal
93kembaliketeks
lama UU existing,
tidakdiubah.

Alias angka 36
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

dihapus

P.NASDEM TETAP

PKB (1)Setiap orang
dapat
mengajukan
gugatan
terhadap
keputusan tata
usaha negara
apabila:
a.Pemerintah

Pusat
menerbitkan
persetujuan
lingkungan
kepada
usaha
dan/atau
kegiatan
yang wajib
amdaltetapi
tidak
dilengkapi
dengan
dokumen
amdal;

b.Pemerintah
Pusat
menerbitkan
Persetujuan
Lingkungan
kepada
kegiatan
yang wajib
UKL-UPL,

Perubahan substansi.
Perlunya norma yang
memberi hak
masyarakat untuk
melakukan gugatan
terhadap pelanggaran
dalam penerbitan
persetujuanlingkungan.
Halinisangatpenting
untuk mengajak
partisipasi masyarakat
dalam menjaga
keberlanjutan
lingkungan.

Perubahan substansi
perlurujukanyangpasti
dalam tatacara
pengajuan gugatan di
PTUN
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

tetapi tidak
dilengkapi
dengan
dokumen
UKL-UPL;
dan/atau

c. Pemerintah
Pusat yang
menerbitkan
Perizinan
Berusaha
dan/atau
kegiatan
yang tidak
dilengkapi
dengan
Persetujuan
lingkungan.

Tatacarapengajuan
gugatan terhadap
keputusan tata
usaha negara
mengacu pada
Hukum Acara
Peradilan Tata
UsahaNegara.

PD

PKS Kembali ke
ketentuan UU 32
tahun2009

Alasan:

Jika pasal ini
dihapuskanjustruakan
menghilangkan salah
satu jenis partisipasi
public dalam hal
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

penuntutan atas
kelalaian yang
dilakukan oleh pejabat
pemberiperizinan.Oleh
sebab itu FPKS
beranggapan bahwa
pasal93 UU 32 tahun
2009inisangatpenting
untuk tetap
dipertahankan dalam
normaRUUCiker

PAN DIUBAH

Kembali pada UU
eksistingyaitu:

Pasal93
(1)Setiap orang

dapat
mengajukan
gugatan
terhadap
keputusan tata
usaha negara
apabila:
a.badan atau

pejabattata
usaha
negara
menerbitkan
izin
lingkungan
kepada
usaha
dan/atau
kegiatan
yang wajib

Dalam Pasal28H Ayat
1UUD1945disebutkan
bahwa “Setiap orang
berhakhidup sejahtera
lahir dan batin,
bertempattinggaldan
mendapatkan
lingkungan hidup yang
baik dan sehat serta
berhak mendapatkan
pelayananKesehatan.”

Pasal 27 UUD 1945
disebutkan bahwa
“Dalam Segala warga
negara bersamaan
kedudukannyadidalam
hukum dan
pemerintahandanwajib
menjunjunghukum dan
pemerintahan itu
dengan tidak ada
kecualinya.”

Gugatan terhadap
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

amdaltetapi
tidak
dilengkapi
dengan
dokumen
amdal;

b.badan atau
pejabat tata
usaha
negara
menerbitkan
izin
lingkungan
kepada
kegiatan
yang wajib
UKL-UPL,
tetapi tidak
dilengkapi
dengan
dokumen
UKLUPL;
dan/atau

c. badan atau
pejabat tata
usaha
negara yang
menerbitkan
izin usaha
dan/atau
kegiatan
yang tidak
dilengkapi
dengan izin
lingkungan.

(2) Tata cara

dokumen lingkungan
hidup wajib tetap ada
karena persoalan
sengketa antara
masyarakat dengan
pemilik perizinan
berusaha tetap harus
diselesaikan dengan
adildantidakmengebiri
hak masyarakat yang
dijaminkonstitusi.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

pengajuan gugatan
terhadap keputusan
tata usaha negara
mengacu pada
Hukum Acara
Peradilan Tata
UsahaNegara.

PPP

1076. 37.Ketentuan Pasal 98 diubah
sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Disarankan Kembali
keUUExisting.

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS

Pasal98 ayat (1)
hingga ayat (4)
kembali ke teks
lama UU existing.
Dan ayat (5)
dihapus. Sehingga
Pasal 98 tidak
diubah.

Aliasangka37tidak
perluada,dihapus.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ke
ketentuan UU 32
tahun2009

PAN TETAP

PPP

1077. Pasal98
(1)Setiap orang yang

dengan sengaja
melakukan perbuatan

Pasal98
(1)Setiaporangyangdengansengaja

melakukan perbuatan yang
mengakibatkan dilampauinya baku

Disarankan Kembali
keUUExisting..

PDI-P Berlaku untuk DIM
1077-111 yang
berkaian dengan
sanksi.

Disetujui Panja
19/08/20 Pukul
11.15
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

yang mengakibatkan
dilampauinyabakumutu
udara ambien, baku
mutuair,bakumutuair
laut,atau kriteria baku
kerusakan lingkungan
hidup dipidana dengan
pidana penjara paling
singkat3 (tiga)tahun
dan paling lama 10
(sepuluh) tahun dan
denda paling sedikit
Rp3.000.000.000,00
(tigamiliarrupiah)dan
paling banyak
Rp10.000.000.000,00
(sepuluhmiliarrupiah).

mutuudaraambien,bakumutuair,
baku mutu airlaut,atau kriteria
baku kerusakan lingkungan hidup
dikenaisanksiadministratifberupa
denda paling sedikit
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah) dan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliarrupiah).

Harmonisasidengan
ketentuan lain di
pasallainpadaRUU
Cipta Kerja terkait
dengan perubahan
sanksi pidana
menjadi sanksi
administrasi, dan
baru dikenaisanksi
pidana jika tidak
bisa memenuhi
kewajiban sanksi
administrasi.

PENDING
DIM 1077-1109

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS

Perubahan ayat(1)
yang
mengutamakan
ketentuan sanksi
adminitratif dan
menempatkan
pidana penjara
sebagai
alternatifnya pada
ayat(2),tidaktepat
karena kurang
memberiefek jera
kepada pelaku
kakap kerusahakan
linkunganhidup.

Kesimpulan:
Kembali ke teks
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

lama UU existing.
Pasal98ayat(1)UU
existing tidak
diubah.

P.NASDEM PERBAIKAN
RUMUSAN
(1) Setiap orang
yang dengan
sengaja melakukan
perbuatan yang
mengakibatkan
dilampauinya baku
mutuudaraambien,
bakumutuair,baku
mutu airlaut,atau
kriteria baku
kerusakan
lingkungan hidup,
dipidana dengan
pidana penjara
paling singkat 3
(tiga) tahun dan
paling lama 10
(sepuluh)tahundan
dendapalingsedikit
Rp3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah)
dan paling banyak
Rp10.000.000.000,0
0 (sepuluh miliar
rupiah).

1.Pasalinidihapusdan
diusulkan norma baru
(mengacukePasal98
UU 32/2009) karena
merupakan delik
materiil, dilakukan
dengan sengaja,
pelanggaran HAM,dan
sudahterdapatdampak
negatif ke media
lingkungan
(pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan
hidup).

2. Prinsip ultimum
remedium tetap
diakomodasi dalam
Pasal82A dalam hal
perbuatan tersebut
dilakukan karena
kelalaiannya dan tidak
menimbulkan korban
jiwa.

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ke
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

ketentuan UU 32
tahun2009

PAN TETAP

PPP Menghidupkan
kembali ketentuan
Pasal98UUNo.32
Tahun 2009,yang
berbunyi:

Setiap orang yang
dengan sengaja
melakukan
perbuatan yang
mengakibatkan
dilampauinya baku
mutuudaraambien,
bakumutuair,baku
mutuairlaut, atau
kriteria baku
kerusakan
lingkungan hidup,
dipidana dengan
pidana penjara
paling singkat 3
(tiga) tahun dan
paling lama 10
(sepuluh)tahundan
dendapalingsedikit
Rp3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah)
dan paling banyak
Rp10.000.000.000,0
0 (sepuluh miliar
rupiah).

BahwaPasal98didraf
RUU Ciptaker ini
mendahulukan sanksi
administratifnya dari
sanksipidananya,pada
hal jika niatnya
jahatnya (mens rea)
sudah jelas dan
perbuatan yang
disrankandalam norma
telah mengakibatkan
pencemaran dan.atau
kerusakan, maka
langsung dikenakan
ancaman pidana dan
denada sperti
ketentuanPasal98UU
No.32Tahun2009.

1078.(2)Apabila perbuatan (2)Dalam hal pelaku tidak Disarankan Kembali PDI-P TETAP
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sebagaimanadimaksud
pada ayat (1)
mengakibatkan orang
luka dan/atau bahaya
kesehatan manusia,
dipidanadenganpidana
penjarapalingsingkat4
(empat) tahun dan
paling lama 12 (dua
belas)tahundandenda
paling sedikit
Rp4.000.000.000,00
(empat miliar rupiah)
dan paling banyak
Rp12.000.000.000,00
(dua belas miliar
rupiah).

melaksanakan kewajiban
pemenuhan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat(1),dipidana
denganpalingsingkat3(tiga)tahun
danpalinglama10(sepuluh)tahun

keUUExisting. PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS
Kembali ke teks
lama UU existing.
Pasal98ayat(2)UU
existing tidak
diubah.

P.NASDEM Perbaikanrumusan
(2) Apabila
perbuatan
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1)
mengakibatkan
orang luka
dan/atau bahaya
kesehatan
manusia,dipidana
dengan pidana
penjara paling
singkat4 (empat)
tahun dan paling
lama 12 (dua
belas) tahun dan
denda paling
sedikit
Rp4.000.000.000,0
0 (empat miliar
rupiah)dan paling
banyak
Rp12.000.000.000,
00 (dua belas
miliarrupiah).

1.Pasalinidihapusdan
diusulkan norma baru
(mengacukePasal98
UU 32/2009) karena
merupakan delik
materiil, dilakukan
dengan sengaja,
pelanggaran HAM,dan
sudahterdapatdampak
negatif ke media
lingkungan
(pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan
hidup).

2. Prinsip ultimum
remedium tetap
diakomodasi dalam
Pasal82A dalam hal
perbuatan tersebut
dilakukan karena
kelalaiannya dan tidak
menimbulkan korban
jiwa.

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ke
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

ketentuan UU 32
tahun2009

PAN TETAP

PPP DiHapus Kerana sudah diatur
padaayatsebelumnya

1079.(3)Apabila perbuatan
sebagaimanadimaksud
pada ayat (1)
mengakibatkan orang
luka berat atau mati,
dipidanadenganpidana
penjarapalingsingkat5
(lima)tahundanpaling
lama 15 (lima belas)
tahundandendapaling
sedikit
Rp5.000.000.000,00
(limamiliarrupiah)dan
paling banyak
Rp15.000.000.000,00
(lima belas miliar
rupiah).

(3)Apabila perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkanoranglukadan/atau
bahaya kesehatan manusia,
dipidana dengan pidana penjara
palingsingkat4(empat)tahundan
paling lama12 (duabelas)tahun
dan denda paling sedikit
Rp4.000.000.000,00 (empatmiliar
rupiah) dan paling banyak
Rp12.000.000.000,00 (dua belas
miliarrupiah).

Disarankan Kembali
keUUExisting.

PDI-P Pengurangansanksi
kurang memberikan
efekjera.

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS
Kembaliketeks
lamaUUexisting.
Pasal98ayat(3)UU
existingtidak
diubah.

P.NASDEM Perbaikan
Rumusan
(3) Apabila
perbuatan
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1)
mengakibatkan
orang luka berat
ataumati,dipidana
dengan pidana
penjara paling
singkat 5 (lima)
tahun dan paling
lama 15 (lima
belas) tahun dan
denda paling
sedikit
Rp5.000.000.000,0
0 (lima miliar

1.Pasalinidihapusdan
diusulkan norma baru
(mengacukePasal98
UU 32/2009) karena
merupakan delik
materiil, dilakukan
dengan sengaja,
pelanggaran HAM,dan
sudahterdapatdampak
negatif ke media
lingkungan
(pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan
hidup).

2. Prinsip ultimum
remedium tetap
diakomodasi dalam
Pasal82A dalam hal
perbuatan tersebut
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

rupiah)dan paling
banyak
Rp15.000.000.000,
00 (lima belas
miliarrupiah).

dilakukan karena
kelalaiannya dan tidak
menimbulkan korban
jiwa.

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ke
ketentuan UU 32
tahun2009

PAN TETAP

PPP Menggantiayat(3)
Pasal98inidengan
ayat(2) Pasal 98
UU No.32 Tahun
2009yangberbunyi:

(2)Apabila
perbuatan
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1)
mengakibatkan
orang luka
dan/ataubahaya
kesehatan
manusia,
dipidanadengan
pidana penjara
palingsingkat4
(empat) tahun
danpalinglama
12 (duabelas)
tahundandenda
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

palingsedikitRp
4.000.000.000,0
0 (empatmiliar
rupiah) dan
paling banyak
Rp12.000.000.0
00,00(duabelas
miliarrupiah).

1080. (4)Apabila perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang luka berat
ataumati,dipidanadenganpidana
penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan denda paling
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima
miliarrupiah)dan paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas
miliarrupiah).

Disarankan Kembali
keUUExisting.

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS
Ayatinimerupakan
ayat(3)UUexisting
diatas.

P.NASDEM Diusulkan dihapus
karena sudah
tercantum padaayat
(3)

Apabila usulan
perbaikan dapat
diterima maka ayat4
sebaiknyadihapus.

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ke
ketentuan UU 32
tahun2009

PAN TETAP

PPP Menggantiayat(4)
Pasal 98 Ciptaker
inidenganayat(3)
Pasal98UUNo.32
Tahun 2009 yang
berbunyi:

(3)Apabila
perbuatan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1)
mengakibatkan
oranglukaberat
atau mati,
dipidanadengan
pidana penjara
palingsingkat5
(lima)tahundan
paling lama 15
(lima belas)
tahundandenda
paling sedikit
Rp5.000.000.000
,00 (lima miliar
rupiah) dan
paling banyak
Rp15.000.000.0
00,00 (lima
belas miliar
rupiah).

1081. (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai
pengenaan sanksi administratif
sebagaimanadimaksudpadaayat
(1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah

Disarankan Kembali
keUUExisting.

PDI-P Usulan kata
“dengan” diganti
dengankata“dalam”
sehingggamenjadi;

Ketentuan lebih
lanjutdiaturdalam
Peraturan
Pemerintah. Agar
turunan PP tidak
harus dengan PP
Mandiri.

PG TETAP



279

NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

P.GERINDRA DIHAPUS
Konsekuensi
penghapusan ayat-
ayat sanksi
administratifdiatas.

P.NASDEM Diusulkan dihapus
karena sudah
tercantum padaayat
(3)

Apabila usulan
perbaikan dapat
diterima maka ayat5
sebaiknyadihapus.

PKB TETAP

PD

PKS

PAN TETAP

PPP

1082. 38.Ketentuan Pasal 99 diubah
sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Disarankan Kembali
keUUExisting.

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS

Pasal99kembalike
teks lama UU
existing, tidak
diubah.

Aliasangka38tidak
perluada,dihapus.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ke
ketentuan UU 32
tahun2009

PAN TETAP

PPP

1083. Pasal99 Pasal99 Disarankan Kembali PDI-P TETAP
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(1)Setiap orang yang
karena kelalaiannya
mengakibatkan
dilampauinyabakumutu
udara ambien, baku
mutuair,bakumutuair
laut,atau kriteria baku
kerusakan lingkungan
hidup,dipidana dengan
pidana penjara paling
singkat1 (satu)tahun
danpalinglama3(tiga)
tahundandendapaling
sedikit
Rp1.000.000.000,00
(satumiliarrupiah)dan
paling banyak
Rp3.000.000.000,00
(tigamiliarrupiah).

(1)Setiap orang yang karena
kelalaiannya mengakibatkan
dilampauinya baku mutu udara
ambien,bakumutuair,bakumutu
airlaut,ataukriteriabakukerusakan
lingkungan hidup,dikenaisanksi
administratifberupa denda paling
sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu
miliarrupiah)dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).

keUUExisting. PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS
Kembali ke teks
lama UU existing.
Pasal98ayat(1)UU
existing tidak
diubah.

P.NASDEM DIHAPUS Diusulkan dihapus
karena telah diatur
dalam Pasal82A ayat
(5) huruf a sesuai
prinsip ultimum
remedium, karena
pembuktian
kesengajaan atau
kelalaian tidak
diperlukan lagi dan
ketentuan pidana
dilakukan apabila
Pelaku tidak
melaksanakan
kewajiban pemenuhan
sanksiadministratif.

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ke
ketentuan UU 32
tahun2009

PAN TETAP Pengenaan sanksi
administratif
diutamakan terlebih
dahulu.Apabila halini
tidak dijalankan,maka
sanksipidanakemudian
dijatuhkan sebagai
bentuk sanksi
pamungkas atau
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

terakhir (ultimum
remedium).

PPP Menghidupkan
kembali ketentuan
Pasal99UUNo.32
Tahun 2009,yang
berbunyi:

Setiap orang yang
karena kelalaiannya
mengakibatkan
dilampauinya baku
mutuudaraambien,
bakumutuair,baku
mutu airlaut,atau
kriteria baku
kerusakan
lingkungan hidup,
dipidana dengan
pidana penjara
paling singkat 1
(satu) tahun dan
palinglama3(tiga)
tahun dan denda
palingsedikitRp1.
000.000.000,00(satu
milyar rupiah) dan
palingbanyakRp3.
000.000.000,00(tiga
milyarrupiah)

BahwaRUUCiptakerini
mendahulukan sanksi
administratifnya dari
sanksipidananya,pada
hal jika niatnya
jahatnya (mens rea)
sudah jelas dan
perbuatan yang
disrankandalam norma
telah mengakibatkan
pencemaran dan.atau
kerusakan, maka
langsung dikenakan
ancaman pidana dan
denada sperti
ketentuanPasal99UU
No.32Tahun2009.

1084.(2)Apabila perbuatan
sebagaimanadimaksud
pada ayat (1)
mengakibatkan orang
luka dan/atau bahaya

(2)Dalam hal pelaku tidak
melaksanakan kewajiban
pemenuhan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat(1),dipidana
dengan pidana penjara paling

Disarankan Kembali
keUUExisting.

PDI-P Harmonisasidengan
ketentuan lain di
pasallainpadaRUU
Cipta Kerja terkait
dengan perubahan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

kesehatan manusia,
dipidanadenganpidana
penjarapalingsingkat2
(dua)tahun dan paling
lama 6 (enam) tahun
dandendapalingsedikit
Rp2.000.000.000,00
(duamiliarrupiah)dan
paling banyak
Rp6.000.000.000,00
(enam miliarrupiah).

singkat1 (satu)tahundanpaling
lama3(tiga)tahun.

.

sanksi pidana
menjadi sanksi
administrasi, dan
baru dikenaisanksi
pidana jika tidak
bisa memenuhi
kewajiban sanksi
administrasi.

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS
Kembali ke teks
lama UU existing.
Pasal98ayat(2)UU
existing tidak
diubah.

P.NASDEM PERBAIKAN
RUMUSAN
(1) Apabila
perbuatan
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal82A ayat(5)
huruf a
mengakibatkan
oranglukadan/atau
bahaya kesehatan
manusia, dipidana
dengan pidana
penjara paling
singkat 2 (dua)
tahun dan paling
lama 6 (enam)
tahun dan denda
paling sedikit
Rp2.000.000.000,00

1.Pasalinidihapusdan
diusulkan norma baru
(mengacukePasal99
ayat(2)UU 32/2009)
karenamerupakandelik
materiil, dilakukan
dengan sengaja,
pelanggaran HAM,dan
sudahterdapatdampak
negatif ke media
lingkungan
(pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan
hidup)

2. Prinsip ultimum
remedium tetap
diakomodasi dalam
Pasal82A dalam hal
perbuatan tersebut
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

(dua miliar rupiah)
dan paling banyak
Rp6.000.000.000,00
(enam miliar
rupiah).

dilakukan karena
kelalaiannya dan tidak
menimbulkan korban
jiwa.

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ke
ketentuan UU 32
tahun2009

PAN TETAP

PPP DiHapus Kerana sudah diatur
padaayatsebelumnya

1085.(3)Apabila perbuatan
sebagaimanadimaksud
pada ayat (1)
mengakibatkan orang
luka berat atau mati,
dipidanadenganpidana
penjarapalingsingkat3
(tiga)tahun dan paling
lama9(sembilan)tahun
dandendapalingsedikit
Rp3.000.000.000,00
(tigamiliarrupiah)dan
paling banyak
Rp9.000.000.000,00
(sembilanmiliarrupiah).

(3)Apabila perbuatan sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)danayat(2)
mengakibatkanoranglukadan/atau
bahaya kesehatan manusia,
dipidana dengan pidana penjara
paling singkat2 (dua)tahun dan
paling lama 6 (enam)tahun dan
denda paling sedikit
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah) dan paling banyak
Rp6.000.000.000,00 (enam miliar
rupiah).

Disarankan Kembali
keUUExisting.

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS
Kembali ke teks
lama UU existing.
Pasal98ayat(3)UU
existing tidak
diubah.

P.NASDEM PERBAIKAN
RUMUSAN
(2)Apabila

perbuatan
sebagaimana
dimaksuddalam
Pasal82A ayat
(5) huruf a
mengakibatkan
oranglukaberat
atau mati,
dipidanadengan
pidana penjara

1.Pasalinidihapusdan
diusulkan norma baru
(mengacukePasal99
ayat(3)UU 32/2009)
karenamerupakandelik
materiil, dilakukan
dengan sengaja,
pelanggaran HAM,dan
sudahterdapatdampak
negatif ke media
lingkungan
(pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan



284

NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

palingsingkat3
(tiga)tahundan
paling lama 9
(sembilan)tahun
dan denda
paling sedikit
Rp3.000.000.000
,00 (tiga miliar
rupiah) dan
paling banyak
Rp9.000.000.00
0,00 (sembilan
miliarrupiah).

hidup)

2. Prinsip ultimum
remedium tetap
diakomodasi dalam
Pasal82A dalam hal
perbuatan tersebut
dilakukan karena
kelalaiannya dan tidak
menimbulkan korban
jiwa.

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ke
ketentuan UU 32
tahun2009

PAN TETAP

PPP Selanjutnya
menggantiayat(3)
Pasal 99 Ciptaker
inidenganayat(2)
Pasal99UUNo.32
Tahun 2009 yang
berbunyi:
(2)Apabila

perbuatan
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1)
mengakibatkan
orang luka
dan/ataubahaya
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

kesehatan
manusia,
dipidanadengan
pidana penjara
palingsingkat2
(dua0tahundan
paling lama 6
(enam) tahun
dan denda
palingsedikitRp
2.
000.000.000,00
(dua milyar
rupiah) dan
palingbanyakRp
6.
000.000.000,00
(enam milyar
rupiah)

1086. (4)Apabila perbuatan sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)danayat(2)
mengakibatkan orang luka berat
ataumati,dipidanadenganpidana
penjarapalingsingkat3(tiga)tahun
danpalinglama9(sembilan)tahun
dan denda paling sedikit
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah) dan paling banyak
Rp9.000.000.000,00 (sembilan
miliarrupiah).

Disarankan Kembali
keUUExisting.

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS
Ayatinimerupakan
ayat(3)UUexisting
diatas.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ke
ketentuan UU 32
tahun2009

PAN TETAP

PPP Selanjutnya
menggantiayat(4)
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

Pasal 99 Ciptaker
inidenganayat(3)
Pasal99UUNo.32
Tahun 2009 yang
berbunyi:
(3)Apabila

perbuatan
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1)
mengakibatkan
oranglukaberat
atau mati,
dipidanadengan
pidana penjara
palingsingkat3
(tiga)tahundan
paling lama 9
(sembilan)tahun
dan denda
palingsedikitRp
3.000.000.000,0
0 (tiga miliar
rupiah) dan
palingbanyakRp
9.000.000.000,0
0 (sembilan
miliarrupiah).

1087. (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai
pengenaan sanksi administratif
sebagaimanadimaksudpadaayat
(1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Disarankan Kembali
keUUExisting.

PDI-P Usulan kata
“dengan” diganti
dengankata“dalam”
sehingggamenjadi;

Ketentuan lebih
lanjutdiaturdalam
Peraturan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

Pemerintah. Agar
turunan PP tidak
harus dengan PP
Mandiri.

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS
Konsekuensi
penghapusan ayat-
ayat sanksi
administratifdiatas.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ke
ketentuan UU 32
tahun2009

PAN TETAP

PPP

1088. 39.Ketentuan Pasal 102 diubah
sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Disarankan Kembali
keUUExisting.

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS

Pasal102 kembali
ke teks lama UU
existing, tidak
diubah.

Aliasangka39tidak
perluada,dihapus.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ke
ketentuan UU 32
tahun2009
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

PAN TETAP

PPP

1089. Pasal102
Setiap orang yang
melakukan pengelolaan
limbah B3 tanpa izin
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal59 ayat(4)
dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling
lama 3 (tiga) tahun dan
denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) dan paling
banyakRp3.000.000.000,00
(tigamiliarrupiah).

Pasal102
(1)Setiap orang yang melakukan

pengelolaan limbah B3 tanpa
Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksuddalam Pasal59ayat(4)
dikenaisanksiadministratifberupa
denda denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).

Disarankan Kembali
keUUExisting.

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS
Kembali ke teks
lama UU existing.
Pasal 102 UU
existing tidak
diubah.

P.NASDEM USULAN NORMA
BARU
(1) Setiap orang
yang tidak
melaksanakan
kewajiban
pemenuhan sanksi
administratif
dan/ataumelakukan
langkah hukum
sebagaimana
dimaksud dalam
pasal82A ayat(2),
dipidana dengan
pidana penjara
paling singkat 1
(satu) tahun dan
palinglama3(tiga)
tahun dan denda
paling sedikit
Rp1.000.000.000,00
(satu miliarrupiah)
dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00
(tigamiliarrupiah).

Diusulkan kembali ke
Pasal102UU32/2009.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ke
ketentuan UU 32
tahun2009

PAN Pengenaan sanksi
administratif
diutamakan terlebih
dahulu.Apabila halini
tidak dijalankan,maka
sanksipidanakemudian
dijatuhkan sebagai
bentuk sanksi
pamungkas atau
terakhir (ultimum
remedium).

PPP Menghidupkan
kembali ketentuan
Pasal 102UU No.
32 Tahun 2009,
yangberbunyi:

Pasal102
Setiap orang yang
melakukan
pengelolaan limbah
B3 tanpa izin
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal59 ayat(4),
dipidana dengan
pidana penjara
paling singkat 1
(satu) tahun dan
palinglama3(tiga)

Bahwa dalam RUU
Ciptaker ini
mendahulukan sanksi
administratifnya dari
sanksipidananya,pada
hal jika niatnya
jahatnya (mens rea)
sudah jelas dan
perbuatan yang
disrankandalam norma
telah mengakibatkan
pencemaran dan.atau
kerusakan, maka
langsung dikenakan
ancaman pidana dan
denada sperti
ketentuan Pasal 102
UUNo.32Tahun2009.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

tahun dan denda
paling sedikit
Rp1.000.000.000,00
(satu miliarrupiah)
dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00
(tigamiliarrupiah).

1090. (2)Dalam hal pelaku tidak
melaksanakan kewajiban
pemenuhan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat(1),dipidana
dengan pidana penjara paling
singkat1 (satu)tahundanpaling
lama3(tiga)tahun.

Disarankan Kembali
keUUExisting.

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS
Substansi ada di
DIM No.1089(bunyi
Pasal 102 UU
existing).

P.NASDEM DIHAPUS Diusulkan dihapus
karena sudah
tercantum dipasalbaru
yangdiubah.

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ke
ketentuan UU 32
tahun2009

PAN TETAP

PPP DiHapus Kerana sudah diatur
padaayatsebelumnya

1091. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai
pengenaan sanksi administratif
sebagaimanadimaksudpadaayat
(1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah

Disarankan Kembali
keUUExisting.

PDI-P Usulan kata
“dengan” diganti
dengankata“dalam”
sehingggamenjadi;

Ketentuan lebih
lanjutdiaturdalam
Peraturan
Pemerintah. Agar
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

turunan PP tidak
harus dengan PP
Mandiri.

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS
Konsekuensi
penghapusan ayat-
ayat sanksi
administratifdiatas.

P.NASDEM DIHAPUS

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ke
ketentuan UU 32
tahun2009

PAN TETAP

PPP

1092. 40.Ketentuan Pasal 103 diubah
sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Disarankan Kembali
keUUExisting.

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS

Pasal103 kembali
ke teks lama UU
existing, tidak
diubah.

Aliasangka40tidak
perluada,dihapus.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ke
ketentuan UU 32
tahun2009

PAN TETAP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

PPP

1093. Pasal103
Setiap orang yang
menghasilkan limbah B3
dan tidak melakukan
pengelolaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal59
dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling
lama 3 (tiga) tahun dan
denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) dan paling
banyakRp3.000.000.000,00
(tigamiliarrupiah).

Pasal103
(1)Setiap orang yang menghasilkan

limbah B3 dan tidak melakukan
pengelolaan sebagaimana
dimaksuddalam Pasal59dikenai
sanksiadministratifberupa denda
denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).

Disarankan Kembali
keUUExisting.

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS
Kembali ke teks
lama UU existing.
Pasal 103 UU
existing tidak
diubah.

P.NASDEM USULAN NORMA
BARU
(1) Setiap orang
yang tidak
melaksanakan
kewajiban
pemenuhan sanksi
administratif
dan/ataumelakukan
langkah hukum
sebagaimana
dimaksud dalam
pasal82A ayat(3),
dipidana dengan
pidana penjara
paling singkat 1
(satu) tahun dan
palinglama3(tiga)
tahun dan denda
paling sedikit
Rp5.000.000.000,00
(limamiliarrupiah).

Diusulkan kembali ke
Pasal103UU32/2009.

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ke
ketentuan UU 32
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

tahun2009

PAN TETAP Pengenaan sanksi
administratif
diutamakan terlebih
dahulu.Apabila halini
tidak dijalankan,maka
sanksipidanakemudian
dijatuhkan sebagai
bentuk sanksi
pamungkas atau
terakhir (ultimum
remedium).

PPP Menghidupkan
kembali ketentuan
Pasal 103UU No.
32 Tahun 2009,
yangberbunyi:

Pasal103
Setiap orang yang
menghasilkan
limbahB3dantidak
melakukan
pengelolaan
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal59,dipidana
dengan pidana
penjara paling
singkat 1 (satu)
tahun dan paling
lama3(tiga)tahun
dan denda paling
sedikit
Rp1.000.000.000,00

Bahwa dalam RUU
Ciptaker ini
mendahulukan sanksi
administratifnya dari
sanksipidananya,pada
hal jika niatnya
jahatnya (mens rea)
sudah jelas dan
perbuatan yang
disrankandalam norma
telah mengakibatkan
pencemaran dan.atau
kerusakan, maka
langsung dikenakan
ancaman pidana dan
denada sperti
ketentuan Pasal 103
UUNo.32Tahun2009.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

(satu miliarrupiah)
dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00
(tigamiliarrupiah).

1094. (2)Dalam hal pelaku tidak
melaksanakan kewajiban
pemenuhan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat(1),dipidana
dengan pidana penjara paling
singkat1 (satu)tahundanpaling
lama3(tiga)tahun.

Disarankan Kembali
keUUExisting.

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS
Substansi sdh
tercakuppadaPasal
103 UU existing
(DIM No.1093).

P.NASDEM DIHAPUS Diusulkan dihapus
karena sudah
tercantum dipasalbaru
perubahan.

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ke
ketentuan UU 32
tahun2009

PAN TETAP

PPP DiHapus Kerana sudah diatur
padaayatsebelumnya

1095. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai
pengenaan sanksi administratif
sebagaimanadimaksudpadaayat
(1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Disarankan Kembali
keUUExisting.

PDI-P Usulan kata
“dengan” diganti
dengankata“dalam”
sehingggamenjadi;

Ketentuan lebih
lanjutdiaturdalam
Peraturan
Pemerintah. Agar
turunan PP tidak
harus dengan PP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

Mandiri.

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS
Konsekuensi
penghapusan ayat-
ayat sanksi
administratifdiatas.

P.NASDEM DIHAPUS Diusulkan dihapus
karena sudah
tercantum dipasalbaru
perubahan.

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ke
ketentuan UU 32
tahun2009

PAN TETAP

PPP

1096. 41.Ketentuan Pasal 104 diubah
sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Disarankan Kembali
keUUExisting.

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS

Pasal104 kembali
ke teks lama UU
existing, tidak
diubah.

Aliasangka41tidak
perluada,dihapus.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ke
ketentuan UU 32
tahun2009
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

PAN TETAP

PPP

1097. Pasal104
Setiap orang yang
melakukandumpinglimbah
dan/atau bahan ke media
lingkunganhiduptanpaizin
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal60 dipidana
dengan pidana penjara
palinglama3(tiga)tahun
dan denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga
miliarrupiah).

Pasal104
(1)Setiap orang yang melakukan

dumpinglimbahdan/ataubahanke
medialingkunganhiduptanpaizin
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60 dikenai sanksi
administratifberupa denda paling
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga
miliarrupiah).

Disarankan Kembali
keUUExisting.

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS
Kembali ke teks
lama UU existing.
Pasal 104 UU
existing tidak
diubah.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ke
ketentuan UU 32
tahun2009

PAN TETAP Pengenaan sanksi
administratif
diutamakan terlebih
dahulu.Apabila halini
tidak dijalankan,maka
sanksipidanakemudian
dijatuhkan sebagai
bentuk sanksi
pamungkas atau
terakhir (ultimum
remedium).

PPP Menghidupkan
kembali ketentuan
Pasal 104UU No.
32 Tahun 2009,
yangberbunyi:

Pasal104
Setiap orang yang

Bahwa dalam RUU
Ciptaker ini
mendahulukan sanksi
administratifnya dari
sanksipidananya,pada
hal jika niatnya
jahatnya (mens rea)
sudah jelas dan
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

melakukandumping
limbah dan/atau
bahan ke media
lingkungan hidup
tanpa izin
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal60,dipidana
dengan pidana
penjarapalinglama
3 (tiga)tahun dan
dendapalingbanyak
Rp3.000.000.000,00
(tigamiliarrupiah).

perbuatan yang
disrankandalam norma
telah mengakibatkan
pencemaran dan.atau
kerusakan, maka
langsung dikenakan
ancaman pidana dan
denada sperti
ketentuan Pasal 104
UUNo.32Tahun2009.

1098. (2)Dalam hal pelaku tidak
melaksanakan kewajiban
pemenuhan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat(1),dipidana
denganpidanapenjarapalinglama
3(tiga)tahun.

Disarankan Kembali
keUUExisting.

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS
Substansi sdh
tercakuppadaPasal
104 UU existing
(DIM No.1097).

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ke
ketentuan UU 32
tahun2009

PAN TETAP

PPP DiHapus Kerana sudah diatur
padaayatsebelumnya

1099. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai
pengenaan sanksi administratif
sebagaimanadimaksudpadaayat
(1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Disarankan Kembali
keUUExisting.

PDI-P Usulan kata
“dengan” diganti
dengankata“dalam”
sehingggamenjadi;
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

Ketentuan lebih
lanjutdiaturdalam
Peraturan
Pemerintah. Agar
turunan PP tidak
harus dengan PP
Mandiri.

PG

P.GERINDRA DIHAPUS
Konsekuensi
penghapusan ayat-
ayat sanksi
administratifdiatas.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ke
ketentuan UU 32
tahun2009

PAN TETAP

PPP

1100. 42.Ketentuan Pasal 109 diubah
sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Disarankan Kembali
keUUExisting.

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS

Pasal109 kembali
ke teks lama UU
existing, tidak
diubah.

Aliasangka42tidak
perluada,dihapus.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

PKS

PAN TETAP

PPP

1101. Pasal109
Setiap orang yang
melakukanusahadan/atau
kegiatantanpamemilikiizin
lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal36
ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling
singkat1(satu)tahundan
paling lama3 (tiga)tahun
dan denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) dan paling
banyakRp3.000.000.000,00
(tigamiliarrupiah)

Pasal109
(1)Setiaporangyangmelakukanusaha

dan/atau kegiatan tanpa memiliki
Persetujuan Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal24 ayat(5)dan Pasal34,
dikenaisanksiadministratifberupa
denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).

Disarankan Kembali
keUUExisting.

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS
Kembali ke teks
lama UU existing.
Pasal 109 UU
existing tidak
diubah.

P.NASDEM USULAN NORMA
BARU
(1) Setiap orang
yang melakukan
usaha dan/atau
kegiatan tanpa
memiliki
Persetujuan
Lingkungan atau
Pernyataan
Kesanggupan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal24danPasal
34, dikenai sanksi
administratif
berupadendapaling
sedikit
Rp1.000.000.000,00
(satu miliarrupiah)
dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00

Sanksi atas
pelanggaran dikenakan
kepada kegiatan wajib
Amdal dan kegiatan
wajib UKL-UPL untuk
memberikan kesamaan
perlakuan di muka
hukum
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

(tigamiliarrupiah).

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ke
ketentuan UU 32
tahun2009

PAN Diubah

Mengubah frasa
“Persetujuan
Lingkungan”dengan
frasa “Izin
Lingkungan”,
sehingga berbunyi
sebagaiberikut:

(1) Setiap orang
yang melakukan
usaha dan/atau
kegiatan tanpa
memiliki Izin
Lingkungan
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal24 ayat (5)
dan Pasal 34,
dikenai sanksi
administratifberupa
dendapalingsedikit
Rp1.000.000.000,00
(satu miliarrupiah)
dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00
(tigamiliarrupiah).

Pengenaan sanksi
administratif
diutamakan terlebih
dahulu.Apabila halini
tidak dijalankan,maka
sanksipidanakemudian
dijatuhkan sebagai
bentuk sanksi
pamungkas atau
terakhir (ultimum
remedium).

PPP Menghidupkan BahwaRUUCiptakerini
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

kembali ketentuan
Pasal 109UU No.
32 Tahun 2009,
yangberbunyi:

Pasal109
Setiap orang yang
melakukan usaha
dan/atau kegiatan
tanpa memilikiizin
lingkungan
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal36 ayat(1),
dipidana dengan
pidana penjara
paling singkat 1
(satu) tahun dan
palinglama3(tiga)
tahun dan denda
paling sedikit
Rp1.000.000.000,00
(satu miliarrupiah)
dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00
(tigamiliarrupiah).

mendahulukan sanksi
administratifnya dari
sanksipidananya,pada
hal jika niatnya
jahatnya (mens rea)
sudah jelas dan
perbuatan yang
disrankandalam norma
telah mengakibatkan
pencemaran dan.atau
kerusakan, maka
langsung dikenakan
ancaman pidana dan
denada sperti
ketentuan Pasal 109
UUNo.32Tahun2009.

1102. (2)Dalam hal pelaku tidak
melaksanakan kewajiban
pemenuhan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat(1),dipidana
dengan pidana penjara paling
singkat1 (satu)tahundanpaling
lama3(tiga)tahun.

Disarankan Kembali
keUUExisting.

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS
Substansi sdh
tercakuppadaPasal
109 UU existing
(DIM No.1101).

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

PD

PKS Kembali ke
ketentuan UU 32
tahun2009

PAN TETAP

PPP DiHapus Kerana sudah diatur
padaayatsebelumnya

1103. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai
pengenaan sanksi administratif
sebagaimanadimaksudpadaayat
(1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Disarankan Kembali
keUUExisting.

PDI-P Usulan kata
“dengan” diganti
dengankata“dalam”
sehingggamenjadi;

Ketentuan lebih
lanjutdiaturdalam
Peraturan
Pemerintah. Agar
turunan PP tidak
harus dengan PP
Mandiri.

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS
Konsekuensi
penghapusan ayat-
ayat sanksi
administratifdiatas.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ke
ketentuan UU 32
tahun2009

PAN TETAP

PPP

1104. 43.Ketentuan Pasal 110 diubah
sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Disarankan Kembali
keUUExisting.

PDI-P TETAP

PG TETAP
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P.GERINDRA DIHAPUS

Pasal110 kembali
ke teks lama UU
existing, tidak
diubah.

Aliasangka43tidak
perluada,dihapus.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS

PAN TETAP

PPP

1105. Pasal110
Setiap orang yang
menyusun amdal tanpa
memiliki sertifikat
kompetensi penyusun
amdal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal69
ayat(1) huruf idipidana
dengan pidana penjara
paling lama3 (tiga)tahun
dan denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga
miliarrupiah).

Pasal110
(1)Setiaporangyangmenyusunamdal

tanpa memiliki sertifikat
kompetensi penyusun amdal
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal69 ayat(1)hurufidikenai
sanksiadministratifberupa denda
paling banyak Rp3.000.000.000,00
(tigamiliarrupiah).

Disarankan Kembali
keUUExisting.

PDI-P Perubahanredaksi:
Setiap orang yang
menyusuan Amdal
tanpa melibatkan
masyarakat
sebagaiaman
dimaksud dalam
pasal26 ayat (2)
dan menyusuan
Amdal tanpa
sertifikat
kompetensi
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal69 ayat (1)
hurufIdan dikenai
sanksiadministratif
berupadendapaling
banyak
Rp3.000.000.000,00
(tigamiliarrupiah).
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

Alasan:konsekuensi
perubahanPasal26
ayat (2) yang
mewajibkan dalam
penyusunan Amdal
wajib melibatkan
masyarakat.
Mengingat norma
perubahannya,
imperative (wajib)
dan dalam rangka
agar dijalankan
dengan baik maka
penting dibarengi
dengansanksi.

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS
Kembali ke teks
lama UU existing.
Pasal 110 UU
existing tidak
diubah.

P.NASDEM USULAN NORMA
BARU
(1) Setiap orang
yang tidak
melaksanakan
kewajiban
pemenuhan sanksi
administratif
dan/ataumelakukan
langkah hukum
sebagaimana
dimaksud dalam
pasal82A ayat(5)

Diusulkan rumusan
norma baru terkait
penambahanpasal82A
dan perlu dirumuskan
penjelasan.
Penambahan sanksi
pidanaterhadapsetiap
orang untuk
memberikan efek jera
dan mengefektifkan
penerapan sanksi
administrasi agar
pelaku tindak pidana
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

huruf b, dipidana
dengan pidana
penjarapalinglama
3 (tiga)tahun dan
dendapalingbanyak
Rp3.000.000.000,00
(tigamiliarrupiah).

melaksanakan
kewajiban sanksi
administrasi-nya
(ultimum remedium).

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ke
ketentuan UU 32
tahun2009

PAN TETAP

PPP Menghidupkan
kembali ketentuan
Pasal 110ayat(1)
dan (2) dijadikan
satu sesuaidengan
UU No.32 Tahun
2009,yangberbunyi
:

Pasal110
Setiap orang yang
menyusun amdal
tanpa memiliki
sertifikat
kompetensi
penyusun amdal
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal69 ayat (1)
huruf i, dipidana
dengan pidana
penjarapalinglama

BahwaRUUCiptakerini
mendahulukan sanksi
administratifnya dari
sanksipidananya,pada
hal jika niatnya
jahatnya (mens rea)
sudah jelas dan
perbuatan yang
disrankandalam norma
telah mengakibatkan
pencemaran dan.atau
kerusakan, maka
langsung dikenakan
ancaman pidana dan
denada sperti
ketentuan Pasal 110
UUNo.32Tahun2009.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

3 (tiga)tahun dan
dendapalingbanyak
Rp3.000.000.000,00
(tigamiliarrupiah).

1106. (2)Dalam hal pelaku tidak
melaksanakan kewajiban
pemenuhan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat(1),dipidana
denganpidanapenjarapalinglama
3(tiga)tahun.

Disarankan Kembali
keUUExisting.

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS
Substansi sdh
tercakuppadaPasal
110 UU existing
(DIM No.1105).

P.NASDEM DIHAPUS Diusulkan dihapus
karena sudah
tercantum dipasalbaru

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ke
ketentuan UU 32
tahun2009

PAN TETAP

PPP DiHapus Kerana sudah diatur
padaayatsebelumnya

1107. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai
pengenaan sanksi administratif
sebagaimanadimaksudpadaayat
(1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah

Disarankan Kembali
keUUExisting.

PDI-P Usulan kata
“dengan” diganti
dengankata“dalam”
sehingggamenjadi;

Ketentuanlebih
lanjutdiaturdalam
Peraturan
Pemerintah.Agar
turunanPPtidak
harusdenganPP
Mandiri.

PG TETAP
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

P.GERINDRA DIHAPUS
Konsekuensi
penghapusan ayat-
ayat sanksi
administratifdiatas.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ke
ketentuan UU 32
tahun2009

PAN TETAP

PPP

1108. 44.Ketentuan Pasal 111 diubah
sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Disarankan Kembali
keUUExisting.

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS

Pasal111 kembali
ke teks lama UU
existing, tidak
diubah.

Aliasangka44tidak
perluada,dihapus.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ke
ketentuan UU 32
tahun2009

PAN TETAP

PPP

1109. Pasal111
(1)Pejabat pemberi izin

lingkungan yang

Pasal111
Pejabat pemberi persetujuan
lingkungan yang menerbitkan

Disarankan Kembali
keUUExisting.

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS
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menerbitkan izin
lingkungan tanpa
dilengkapi dengan
amdal atau UKL-UPL
sebagaimanadimaksud
dalam Pasal37ayat(1)
dipidanadenganpidana
penjara paling lama 3
(tiga)tahundandenda
paling banyak
Rp3.000.000.000,00
(tigamiliarrupiah).

(2)Pejabat pemberi izin
usaha dan/atau
kegiatan yang
menerbitkan izin usaha
dan/ataukegiatantanpa
dilengkapidengan izin
lingkungan
sebagaimanadimaksud
dalam Pasal40ayat(1)
dipidanadenganpidana
penjara paling lama 3
(tiga)tahundandenda
paling banyak
Rp3.000.000.000,00
(tigamiliarrupiah).

persetujuan lingkungan tanpa
dilengkapidenganAmdalatauUKL-UPL
sebagaimanadimaksuddalam Pasal37
dipidanadenganpidanapenjarapaling
lama3(tiga)tahundandendapaling
banyakRp3.000.000.000,00(tigamiliar
rupiah).

Kembali ke teks
lama UU existing.
Pasal111 ayat(1)
dan(2)UU existing
tidakdiubah.

P.NASDEM USULAN NORMA
BARU

Pasal111
Pejabat pemberi
persetujuan
lingkungan atau
Pernyataan
Kesanggupan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
yang menerbitkan
persetujuan
lingkungan tanpa
dilengkapi dengan
Amdal atau
menerbitkan
persetujuan atas
Pernyataan
Kesanggupan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
tanpa dilengkapi
UKL-UPL
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal24danPasal
34,dipidanadengan
pidana penjara
palinglama3(tiga)
tahun dan denda
paling banyak
Rp3.000.000.000,00

Sanksi atas
pelanggaran dikenakan
kepadaPejabatpemberi
persetujuan lingkungan
bagi kegiatan wajib
AmdalatauPernyataan
Kesanggupan
Pengelolaan
LingkunganHidup bagi
kegiatanwajibUKL-UPL
untuk memberikan
kesamaanperlakuandi
mukahokum
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

(tigamiliarrupiah).

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ke
ketentuan UU 32
tahun2009

PAN DIUBAH

Kembali pada UU
eksistingyaitu:

Pasal111
(1)Pejabatpemberi

izin lingkungan
yang
menerbitkanizin
lingkungan
tanpadilengkapi
dengan amdal
atau UKL-UPL
sebagaimana
dimaksuddalam
Pasal37ayat(1)
dipidanadengan
pidana penjara
paling lama 3
(tiga)tahundan
denda paling
banyak
Rp3.000.000.00
0,00 (tiga miliar
rupiah).

(2) Pejabat
pemberiizin usaha

Spertipada tanggapan
sebelumnya, FPAN
menilaibahwaizintidak
digantikan dengan
persetujuan, sehingga
setiapkatapersetujuan
dikembalikan pda kata
yang sebelumnyayaitu
izin.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

dan/atau kegiatan
yang menerbitkan
izinusahadan/atau
kegiatan tanpa
dilengkapi dengan
izin lingkungan
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal40 ayat (1)
dipidana dengan
pidana penjara
palinglama3(tiga)
tahun dan denda
paling banyak
Rp3.000.000.000,00
(tigamiliarrupiah).

PPP

1110. 45.Ketentuan Pasal 112 diubah
sehinggaberbunyisebagaiberikut:

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS

Pasal112 kembali
ke teks lama UU
existing, tidak
diubah.

Aliasangka45tidak
perluada,dihapus.

P.NASDEM TETAP

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ke
ketentuan UU 32
tahun2009

PAN
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

PPP

1111. Pasal112
Setiap pejabatberwenang
yangdengansengajatidak
melakukan pengawasan
terhadap ketaatan
penanggung jawab usaha
dan/ataukegiatanterhadap
peraturan perundang-
undangan dan izin
lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal71
dan Pasal 72, yang
mengakibatkan terjadinya
pencemaran dan/atau
kerusakanlingkunganyang
mengakibatkan hilangnya
nyawa manusia, dipidana
dengan pidana penjara
palinglama1(satu)tahun
atau denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima
ratusjutarupiah)

Pasal112
Setiappejabatberwenangyangdengan
sengajatidakmelakukanpengawasan
terhadap ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan terhadap
peraturan perundang-undangan dan
persetujuan lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 yang
mengakibatkanterjadinyapencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan yang
mengakibatkan hilangnya nyawa
manusia, dipidana dengan pidana
penjarapalinglama1(satu)tahunatau
dendapalingbanyakRp500.000.000,00
(limaratusjutarupiah).

Disarankan Kembali
keUUExisting.

PDI-P TETAP

PG TETAP

P.GERINDRA DIHAPUS
Kembali ke teks
lama UU existing.
Pasal 112 UU
existing tidak
diubah.

P.NASDEM Perbaikanrumusan

Pasal112
Setiap pejabat
berwenang yang
dengan sengaja
tidak melakukan
pengawasan
terhadap ketaatan
penanggung jawab
usaha dan/atau
kegiatan terhadap
peraturan
perundang-
undangan dan
Perizinan Berusaha,
Sertifikasi Standar
atau Persetujuan
Pemerintah Pusat
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 71 yang
mengakibatkan
terjadinya
pencemaran
dan/atau kerusakan

Yang dilakukan
pengawasan oleh
pejabat pengawas
adalah pelaksanaan
kewajiban dari
PersetujuanLingkungan
dan Pernyataan
Kesanggupan
Pengelelolaan
LingkunganHidupyang
telah diintegrasikan ke
dalam Perizinan
Berusaha atau
SertifikasiStandarbagi
pelaku usaha dan
PersetujuanPemerintah
Pusat bagi kegiatan
instansipemerintah.
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

lingkungan yang
mengakibatkan
hilangnya nyawa
manusia, dipidana
dengan pidana
penjarapalinglama
1(satu)tahunatau
dendapalingbanyak
Rp500.000.000,00
(lima ratus juta
rupiah).

PKB TETAP

PD

PKS Kembali ke
ketentuan UU 32
tahun2009

PAN DIUBAH

Mengganti frasa
“persetujuan
lingkungan”menjadi
frasa “izin
lingkungan,”
sehingga menjadi
sebagaiberikut:

Pasal112
Setiap pejabat
berwenang yang
dengan sengaja
tidak melakukan
pengawasan
terhadap ketaatan
penanggung jawab
usaha dan/atau
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NO KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

RANCANGANUNDANG-UNDANG KAJIAN
TIM AHLI

FRAKSI TANGGAPAN
FRAKSI

ALASANFRAKSI KESEPAKATAN
RAPAT

kegiatan terhadap
peraturan
perundang-
undangan dan izin
lingkungan
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 71 yang
mengakibatkan
terjadinya
pencemaran
dan/atau kerusakan
lingkungan yang
mengakibatkan
hilangnya nyawa
manusia, dipidana
dengan pidana
penjarapalinglama
1(satu)tahunatau
dendapalingbanyak
Rp500.000.000,00
(lima ratus juta
rupiah).

PPP

s


